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RINGKASAN

Anak sebagai genera51 muda merupakan potensi bangsa untuk meneruskan
estafet pembangunan. Oleh karena itu anak harus dilindungi. Anak berhak atas
pemeliharaan dan perhndungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah
dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan lingkungan h1dup yang membahayakan
pertumbuhan  dan perkembangan hidupnya secara wajar. Ada anak yang
mengalami hambatan dalam masalah kelakuan sehingga memerlukan pelayanan
khusus.

Anak yang melakukan kejahatan bukan karena ia memiliki sifat jahat,
tetapi karena keadaan anak tersebut yang tidak stabil akibat keadaan yang datang
dari anak maupun hngkungan sekitarnya. Bagi anak yang harus melewati Sistem
Peradilan Pidana, ia harus mendapat perlakuan khusus mulai tahap: penyidikan
sampai dengan tahap pelaksanaan pidana. Khususnya. pada tahap pelaksanaan
pidana, perhatian terhadap hal ini tidak pernah berhenti walaupun sampai saat ini.

Pembinaan nara‘pidana anak belum secara tegas dibedakan dengan
pembinaan narapidana dewasa. Pembinaan narapidana anak berkaitan erat dengan
aspek kebijakan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, yang saat ini
mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang
Pemasyarakatan, sedangkan peraturan pelaksananya belum ada, sehingga masih
memakai surat-surat keputusan dan surat-surat edaran yang lama.

Pada pelaksanaannya ‘pembinaan narapidana anak belum sepenuhnya
dilakukan secara terpadu oleh Sistem Peradilan Pidana, penanganan pembinaan
narapidana anak masih terkesan merupakan tanggungjawab lembaga
pemasyarakatan saja. Dan pelaksanaan pembinaan narapidana anak pada
prakteknya masih sering}mengabaikan hak-hak anak.

Untuk terlaksananya pembinaan narapidana anak harus memperhatikan
faktor-faktor yang mendukungnya, msa]nya peraturan perundang—undangan
sarana dan prasarana, struktu: orgamsasx, kualitas sumber daya manusia dan
manajemen adnnmstraSL Faktor-faktor ini bila tidak dicermati akan meniadi
penghambat dalam pelaksanaan pem’bmaan anak menuju reintegrasi sehat ke
dalam masyarakat. 3

Untuk masa yang akan datang sebaiknya dipikirkan adanya fleksibilitas
dalam proses pemasyarakatan terhadap anak, misalnya adanya kelonggaran
terhadap batas-batas/tahapan waktu serta adanya elastisitas pemidanaan, seperti
adanya perubahan pembataian dan pencabutan sanksi, mengingat anak sangat
rawan terhadap keadaan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu perlu dlplhrkan
adanya kerjasama pihak lembaga pemasyarakatan dengan pihak swasta, hal ini
selain untuk menanggulangi masalah dana, juga untuk mengurangi kesan stigma
bagi anak, dan dipihak lain anak akan mendapatklan bekal berupa keterampilan
dan keahlian. Dan blla periu dibentuk semacam semi lembaga, dan lembaga
terbuka dengan minimum security kecuali untuk hal-hal tertentu saja. Kesemua
upaya ini dilakukan untuk memberikan perhndungan khusus bagi anak dalam
rangka mencapai kesegj ahteraan anak.




Abstract

Children as young generation have a potency to continue the development of
nation. Therefore they must be protected. A child has rights about of cariying protective
both before and after delivery. They have rights of protection from dangered
environmental in their growth.

Many children have trouble in their behavior so they are special treatment.

The juvenile delinquent is not delinquent character , it is ‘because the unstabil stabil
situation of them or their milieu.

The child in the criminal justice system they have to spesial treatment . Since in the
investigation’s process until execution process.

Bassically the treatment of juvenile delinquent is not different with adult
prisoners. The treatment of juvenile delinquency should be based on rules and policy of
law. Nationally we have Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, but,
the act of the rule and regulation is still not be enforced, so that we use same regulation
with the former act to apply this.

Factually does not exercises by Criminal Justice System, but only be a prison’s
institution responsibility.

There are some factors wich support the treatment juvenile delinquent, such as
rules, policy, regulation, facilities, human resources and management administration.
These factors are very important the health social reintegration of the child.

For the future would be better to think about fleksibility and elasticity of sentencing in
the reintegration process for the child, because the child would has a danger impact with
stigma and situation in prison. The example of the fleksibility and elasticity of sentencing
is the revocation, annulment and alteration of sanction. Besides that we have to think the
cooperation with privat institution to minimilize cost problem and to minimilize stigma
impressed some other achievements for children.

Finally we have to think effort shall be made to provide semi institutional arrangement,
such as half way house, educational homes, day time training centers and other such
appropriate arrangements that may assist juvenile in their proper reintegration into
society.

All the efforts is done for the special protection of children in achieving welfare of life.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah dan usaha perlindungan anak tampaknya tidak akan pernah
berhenti dibicarakan sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi
Arif !

“Masalah dan usaha perlindungan terhadap anak telah lama dibicarakan,

baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pembicaraan masalah ini

tidak akan pernah berhenti, karena disamping masalah universal juga
karena dunia selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak pernah
sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan.

Pembicaran mengenai masalah anak ini akan menandakan adanya kasih

sayang atau cinta kasih diantara umat manusia.”

Oleh karena itu merupakan tugas kita bersama untuk selalu mencari
upaya-upaya dalam rangka memberikan perlihdungan terhadap anak dalam
segala bidang.

Memang merupakan suatu kemutlakan untuk memperhatikan dan
menanggulangi masalah perlindungan anak bersama-sama oleh setiap anggota
masyarakat dan pemerintah, apabila kita ingin berhasil melakukan pembangunan
nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, karena

melindungt anak berarti melindungi manusia dan membangun manusia

seutuhnya.

1) Muladi dan Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
1992, hal. 106.




Di dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4
tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak dikatakan:
“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam
kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-

perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau
menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.”

Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya
perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan
perlakuan yang adil terhadap anak.

Perlindungan anak suatu masyarakat bangsa merupakan tolok ukur
peradaban masyarakat bangsa tertentu, maka kita wajib mengusahakan
mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan
nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum
yang membawa akibat hukum oleh karena itu perlu adannya jaminan hukum
bagi kegiatan perlindungan anak terscbut. Kepastian hukumnya perlu
diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah
penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam
pelaksanaan kegiatan perlindungan anak”

Masalah perlindungan anak ini ditujukan kepada semua anak, baik bagi aﬁak
yanng kesejehteraannya terpenuhi secara wajar maupun terhadap anak-anak

yang mengalami hambatan.

“! Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 222.



Di dalam Undz;ng-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak
dinyatakan

Di samping anak-anak yang kesejahteraannya terpenuhi secara wajar, di dalam
masyarakat terdapat pula anak yanng mengalami hambatan rohani, jasmani dan
sosial ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu

1. Anak-Anak yang tidak mampu;

2. Anak-anak terlantar;

Anak-anak yang mengalami masalah kelai(uan;

[¥5]

4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani,

Dengan demikian perlindungan terhadap anak ditujukan juga terhadap
anak yang mengalami masalah kelakuan (pelanggar-pelanggar usia muda),
karena anak yang melakukan kejahatan bukan karena ia memiliki sifat jahat, tapi
karena keadaan anak tersebut tidak stabil akibat keadaan yang datang dari anak
itu sendin maupun yang berasal dari luar, yaitu lingkungan yang
mengelilinginya.”

Bagi orang tahanan atau narapidana (baik anak maupun dewasa), yang
direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok
yang vulnerable dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko
diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunai(an kekerasan untuk

memperoleh pengakuan, disiksa, penghilangan secara paksa, hingga kepada

*) Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak.

9 Loebby Logman, Perkembangan Kebijakan Legislatif tentang Peradilan Anak di
Indonesia, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, UNDIP, 1993,
hal.1-2.
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kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat

manusia sangat mudah dan terbuka menimpa mereka. Apalagi sudzh

berkembang opini dalam masyarakat bahwa orang-orang yang sudah kehilangan
kemerdekannnya itu sudah tidak mempunyai hak apapun. Akibat pandangan
yang berkembang secara salah tersebut sudah dapat dipastikan pula, perlakuan-
perlakuan yang disebutkan diatas dipandang bukan sebagai bentuk pelanggaran
hak-hak dasar manusia. Pandangan yang sudah jauh tertanam pada hampir
setiap masyarakat negara dimanapun juga itu ternyata tidak mempunyai dasar-
dasar yang kukuh ditinjau dari kajian penologi modern. Pendeknya pandangan
tersebut tidak mempunyai justifikasi penologisnya. Kesadaran akan hal ini
kemudian mendorong masyarakat internasional, yang termanifestasi pada
perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengikhitiarkan suatu perlakuan terhadap
orang-orang tahanan atau narapidana vang dapat diterima dari sudut penologi
dan hak asasi manusia. Akhimya sejumlah instrumen yang menjamin hak-hak
minimal bagi kelompok vulnerable tersebut berhasil dirumuskan.” akan tetapi
bagaimana implementasinya di setiap masing-masing negara perlu mendapat
kajian lebih lanjut.

Bagi anak yang terpaksé harus memasuki Gerbang Sistem Peradilan
Pidana, ia harus mendapat perlakuan khusus mulai dari tahap awal sampai
dengan tahap akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Hal ini sesuai dengan sifat dan

ciri-ciri khusus yang terdapat pada diri anak, sebagaimana juga yang disebutkan

¥ Arswendo Atmowiloto, Hak-Hak Narapidana, ELSAM, 1996, hal. v.



dalam konsider;m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak yang menyatakan; bahwa anak adalah bagian dari
generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi
dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, vang memiliki peranan startegis dan
mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan
dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial
secara utuh, serasi dan seimbang.

Perhatian terhadap pemikiran dan pengembangan tentang periakuan dan
permnbinaan anaic yang harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan
tampaknya tidak pernah berhenti. Hal ini mungkin saja disebabkan adanya
peningkatan kesadaran masyarakat tentang besammya peran dan tanggung jawab
lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pelaksana pembinaan narapidana anak
di dalam lembaga. Akan tetapi pada kenyataannya pembinaan narapidana anak
di lembaga pemasyarakatan masih disamakan dengan narapidana dewasa.
Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Mardjono: ®

“Meskipun konsepsi Pemasyarakatan Terpidana kita sudah berumur

lebih dari (30) tahun, namun belum jelas apakah dalam konsepsi

pengembangan dan perincian tersebut sudah ada pula pemikirannya

yang membedakan secara konsepsional pembinaan orang dewasa
dengan anak dan antara orang dewasa pria dari orang dewasa wanita.”

® Mardjono Reksodiputro, Masa Depan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Lembaga
Pemasyarakatan Wanita, Makalah pada Seminar Terpidana III, Ul-Masumoto
Foundation Japan, 1995, hal.l.
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Hal senada dikemukakan oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasya-

rakatan yang mengatakan ”:

“Apakah pelanggar-pelanggar hukum muda usia yang ada di lembaga-
lembaga untuk orang dewasa itu mendapat pembinaan yang khusus
sebagaimana  diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan peno-
koreksional menurut apa yang telah digariskan dalam Konsepsi Sistem
Pemasyarakatan (1964) dan surat-surat edaran sebelumnya,”

Pembinaan terhadap anak yang harus menjalani hukumannya di lembaga
pemasyarakatan selayaknya mendapat perhatian dan perlakuan khusus sesuai
dengan ide dasar perlindungan terhadap anak yaitu dalam rangka meéwujudkan
kesejahteraan anak, sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Mardjaman;®
“Sebenarnya upaya pembinaan pelanggar usia muda dan . anak
bermasalah yang ditempatkan untuk dibina di lembaga pemasyarakatan
anak menyimpan berbagai maasalah yang mendesak untuk segera
dipecahkan. Kebelummampuan anak melaksanakan pemeliharaan
dirinya sendiri ke arah kesejahteraann disatu pihak, dan “celah” waktu
yang sempit ditengah usia pembentukan pribadinya dan memenuhi
identitas dirinya sendiri untuk tumbuh dan berkembang secara wajar ke
arah kedewasaannya disisi lain, menuntut dilakukannya berbagai ragam
kegiatan pembinaan yang intensif bagi anak didik di lembaga
pemasyarakatan.”
Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, maka pembinaan anak didasarkan pada Gestichten Reglemen

Stb. 1917 Nomor 708 serta perluasan dari peraturan pelaksana pidana penjara

yang terdapat dalam Dwang Opvoeding Regeling Stb. 1917 Nomor 741.

" Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, Sejarah Lembaga Pemasya-
rakatan Anak Negara dan Pemuda serta Pembinaan Anak Didik, 1986, hal. 92-93.

¥ Mardjaman, Dimensi Objektif Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia, Makalal
pada Seminar Nasional Terpidana III. Ul-Masumoto Foundation Japan, 1995, hal, 1.



Bertolak dari -kedua peraturan tersebut menunjukkan sistem pemasyarakatan
hanya menekankan pembinaan éecara fisik di dalam lembaga pemasyarakatan
dan belum mencerminkan adanya pembinaan secara terpadu;

Pembinaan terhadap narapidana anak bukan merupakan tanggung jawab
lembaga pemasyarakatan anak semata, melainkan merupakan tugas bersama
dalam suatu Sistem Peradilan Pidana, sebagaimana dikétahui bahwa unsur-unsur
dan Sristem Peradilan Pidana terdiri dari, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan '

Lembaga Pemasyarakatan.'®

“Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur
atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif
dan integral agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang
maksimal Pelbagai sub sistem ini berupa Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan dan Lembaga Koreksi. Mengingat peranannya yang
semakin besar maka para penasehat hukum dapat pula dikategorikan
sebagai sub sistem. Inilah yang dipamakan struktur hukum (legal

structure).”

Oleh karena itu masalah pembinaan anak, bukan saja tanggung jawab
lembaga pemasyarakatan, karena di sini lembaga pemasyarakatan hanya
merupakan salah satu unsur dari sistem“peradilan pidana. “

Selain itu masalah pembinaan narapidana anak hendaknya juga
memperhatikan hak-hak narapidana dalam rangka memberikan perlindungan dan

mengupayakan kesejahteraan anak. Hal ini perlu diperhatikan, jangan sampai

kekecewaan terhadap penjara sebagai tempat membina narapidana menjadi

® Sari Mandiana, Lembaga Peradilan Anak: Prospek dan Permasalahanmya, Makalah
pada Seminar Nasional Terpidana [II, Ul-Masumote Foundation Japan.1995. hal.11.

" Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas
Diponegoro. 1995, hal, 119.




semakin besar..Hal ini karena disebabkan bahaya yang bisa ditimbulkan sebagai
akibat dimasukkannya seseorang anak ke dalam penjara, yang sudah banyak
diketahui orang, seperti halnya timbulnya efek penularan akibat hubungan
terbuka dan langsung dengan narapidana yang lebih berpengalaman yang justru
bisa menimbulkan akibat yang bersifat kriminogenik daripada yang bersifat
profilaktik, disamping akibat dari. konsekuensi phisik dan psikologis dari
ke.brutalan dan kepadatan lembaga, yang sangat merugikan.'”

Seb.elum lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak, tiadanya forum
khusus bagi perkara atau mengenai atau yang berkaitan dengan dengan anak
telah menimbulkan berbagai keadaan dan praktek yang tidak wajar. Di lapangan
hukum pidana anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa yang kecil”,
sehingga se_luruh proses perkaranya dilakukan sama dengan orang dewasa.
Keadaan dan kepentingan sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang-
kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan khusus.
Sebagai akibat telah terjadi berbagai ekses. Misalnya anak-anak ditempatkan
dalam satu ruangan yang sama dengan tempat penahanan orang dewasa. Masa
penahanan disamakan, bahkan dapat berkepanjangan seperti orang dewasa.
Perkembangan semacam ini dapat merugikan perkembangan anak. Ditinjau dari
kebijakan kriminal (criminal policy), tingkah laku menyimpang dari anak tidak

dapat dijadikan alasan untuk “mempersamakannya” dengan orang dewasa. 1

' Adi Andoyo Sucipto, Pembinaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak yang Dicita-
citalkan, Varia Peradilan, Nomor IX, Januari, 1994, hal, 118,

'® Bagir Manan, Pemikiran-Pemikiran dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan
Analk, Mandar Maju, 1997. hal. 4.



Sedangi{én khusus untuk pembinaan narapidana anak, selama ini
pemerintah mengeluarkan Surat-Surat Keputusan Menteri, Surat-Surat Edaran
Mahkamah Agung, dan Surat-Surat Edaran dari masing-masing Departemen,
yang jumlahnya ratusan bahkan sebagian besar sudah tidak sesuai lagi dengan
keadaan sekarang, oleh karena itu surat-surat edaran ini perlu ditertibkan.'>

Dan yang dijadikan pedoman pokok dalam pembinaan narapidana anak
sekarang adalah Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan tahun 1990,
Sedangkan peraturan pemgrintah ataupun peraturan pelaksana lainnya dari
Undang-Undang Pengadilan Anak serta Undang-Undang Pemasyarakatan belum
ada, maka yang dipakai adalah peraturan-peraturan lama dengan modifikasi-
modiﬁka_si tertentu. Akan tetapi pada prinsipnya pola pembinaan narapidana
anak ini disamakan dengan orang dewasa. Adapun pola pembinaannya secara
garis besar mencakup: tahap admisi, tahap orientasi, tahap asimilasi dan tahap _
integrasi.

Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan anak tidak boleh
mengabaikan hak-hak anak binaan salah satunya adalah cuti menjelang lepas.

Cuti menjelang lepas ini jarang sekali digunakan. Salah satu faktor
penyebabnya adalah sikap orang tua/wali yang acuh tidak acuh dengan nasib
yang menimpa anak didik apalagi untuk membuat permohonan cuti tersebut. Hal

i akan menyulitkan petugas dalam berkomunikasi membahas tentang

'*) Komarialh Emong, dalam Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, BPHN, 1975,
hal, 154, ‘




pembinaan anai{ mereka maupun pada saat menyerahkan anak tersebut pada
orang tuanya saat masa pjdananya habis atau apabila usianya mencapai 18 tahun
(Data diambil dari Hasil Penelitian di LPKA Blitar).'"

Pelapasan bersyarat ini penting, mengingat bahwa ini merupakan bagjan
dari treatment terhadap narapidana yang juga merupakan hak bagi mereka.
Sebagaimana yang di katakan oleh Kepala Dinas Bimbingan Sosial, Soekardi

yang mengatakan :'*

“Dengan diberikannya pelepasan bersyarat narapidana akan merasa
diperhatikan nasibnya, merasa dibimbing tingkah lakunya, diteliti
ketaatan dan kerajinan mereka sehari-hari, merasa diarahkan kepada
kebaikan, sehingga meraka akan sangat berhati-hati dalam menjalankan
peraturan-peraturan  lembaga pemasyarakatan jangan sampai
dilanggar.”

Selain itu kurangnya jumlah narapidana yang diberikan lepas bersyarat
dapat terjadi karena ; '
1. Pelepasan bersyarat belum dirasakan sebagai bagian yang integral dari
proses pemasyarakatan,;

2. Kurangnya jumlah narapidana yang berkelakuan baik, sehingga tidak sesuai

untuk dapat diberikan pelepasan bersyarat;

)

Ukuran mengenai kelakuan baik terlalu sulit;

4. Karena syarat-syarat formil yang harus dipenuhi terlalu banyak.

') Sari Mandiana, Loc. Cit., hal. 15.

"3 Soekardi Hadiwardjo, Pelepasan dengan Perjanjian bagi Narapidana dan Anak
Negara, Makalah pada Kursus Up. Grading, Direktoral Jenderal Bina Tuna Warga,
Departemen Kehakiman, 1980, hal, 1.

' Ibid, hal. 3.



Mengenai ukuran kelakuan baikpun sulit bagi petugas lembaga
pemasyarakatan dalam memberikan penilaian mental dan tingkah laku seorang
narapidana sepanjang penilaian baik dan tidak.baiknya seorang narapidana masih
dibatasi oleh faktor batas waktu (tahapan dalam proses pemasyarakatan:
tambahan dari pen). Bukankah mental atau tingkah laku seseorang akan tidak

7
mengenal batas waktu.'”

Masalah lain dalam pemberian pelepasan bersyarat sebagaimana

dikemukakan oleh Sari Mandiana :'®

“Disisi lain pelepasan bersyarat dan cuti menjelang lepas mengalami
kendala dengan kurang menunjangnya peraturan perundang-undangan
yang ada, antara lain dikeluarkannya Surat dari Departemen
Kehakiman RI c.q Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jakarta Nomor
PK.04.10-64 tanggal 23 September 1992 Perihal Syarat tambahan
untuk Mendapatkan Ijin Asimilasi, pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Lepas bagi napi dalam bentuk jaminan. Ditentukan bahwa
pelanggaran tindak pidana korupsi, subversi, judi dan narkotik serta
penyelundupan ditentukan jaminan uang minimum Rp. 1.000.000 (satu
juta rupah) bagi pembebasan bersyarat dan cuti menjelang lepas. Uang
jaminan tersebut dapat digantikan dengan sertifikat tanah, barang-
barang atau surat berharga senilai Rp. 1.000.000.“

Dalam penerapannya mungkinkah prosedure tersebut ditempuh mengingat
gambaran kehidupan orang tua umumnya berasal dari golongan ekonomi lemah?
Dengan tidak dilaksanakannya lepas bersyarat dan cuti menjelang bebas yang
merupakan salah satu hak narapidana, maka disini hak-hak narapidana telah

dilanggar.

""" Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Xonteks Penegakan
Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1992. hal. 60-61.
'8 Sari Mandiana, Loc. cit, hal. 15
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Khususnya mengenai prosedure formal yang berbelit-belit, sebagaimana
yang dikemukakan oleh Ismail Saleh,'” penataan kembali prosedure hukum
harus mendapat perhatian. seringkali kita kurang menyadari bahwa prosedure
dapat menimbulkan dampak, baik positip maupun negatif terhadap hukum yang
akan kita jalankan. Prosedure yang berbelit-belit dapat menimbulkan citra
pelayanan hukum yang buruk pada masyarakat. Hal ini dapat mendorong
anggota masyarakat yang kurang kesadaran hukumnya untuk menyelesﬁikan
suatu masalah tanpa melalui prosedure yang ada, misalnya dengan cara menyuap
penegak hukum atau aparatur pelayanan hukum yang lemah imannya, dan
prosedure yang berbelit-belit dapat menciptakan peluang bagi penegak hukum
yang rendah integritas moralnya untuk memanipulir prosedure.

Apabila dalam melaksanakan pembinaaan anak didik di lembaga
pemasyarakatan, terjadi hal-hal demikian, yaitu pelanggaran terhadap hak asasi
anak, maka bagaimana dapat dilaksanakan konsep pemasyarakatan dengan baik.
Apalagi kalau kita tinjau kembali bahwa cuti menjelang bebas dan pembebasan
bersyarat merupakan salah satu upaya untuk berintegrasi dengan masyarakat.

Pada pelepasan bersyarat yang diperuntukkan bagi narapidana anak
seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 15 dan 17 KHUP. Bagi
anak didik yang memperoleh cuti menjelang lepas maupun pelepasan bersyarat,

berada di bawah pengawasan ketat dari BISPA (sekarang BAPAS) disamping

' Jsinail Saleh, Pengembangan dan Penataan Kembali Hubungan antar lembaga-
Lembaga Hukum di Bidang Penegakan Hukum, Varia Peradilan, IKAHI, Tahun X,
Nomor 110, 1994, hal. 146.
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adanya pernyataan orang tua/wali untuk benar-benar mendidik dan mengawasi

mereka. Dalam hal pemberian pelepasan bersyarat dan cuti menjelang lepas ini,

maka disini peranan hakim pengawas dan pengamat sangat penting dalam .

rangka pembinaan narapidana anak sesuai dengan pasal 277 dan 280 KUHAP.
Akan tetapit dalam prakteknya BAPAS dan Hakim Pengawas Pengamat ini
jarang dilibatkan dalam proses pembinaan narapidana anak, 'sebagaimana
penelitian yang dilakukan oleh Erna Sofyan Syukri.?”

Sehubungan dengan hal ini Madjono mengemukakan :*"

“Melalui lembaga Hakim Wasmat ini, kita harus dapat memperjuangkan
diperhatikan dan dilindunginya hak-hak terpidana atau narapidana.”

Sedangkan dari beberapa hasil penelitian, menuﬁjukkan bahwa Hakim
Wasmat selama ini kurang efektif dalam rangka ikut membina para narapidana.
Sebuah penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Sukamiskin
menyebutkan dari sejumlah 535 orang narapidana, hanya satu orang yang

pernah diwawancarai oleh Hakim Wasmat. Dan Hakim Wasmat hanya

mengadakan kunjungan setahun sekali.*?

Sedangkan  pada penelitian di
Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang menyebutkan, tidak pernah ada

jadwal tertentu kunjungan Hakim Wasmat, kadang-kadang setahun sekali, dan

% Erna Sofyan Syukri, Penelitian Hukum tentang Efcktifitas Program Pembinaan di
Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak, Jakarta, 13 Agustus, 1996, hal. 43. Di
dalam penelitian ini dikatakan bahwa ; Di dalam prakteknya, tugas BAPAS dan Hakiin
Pengawas dan Pengamat belum sepenuhnya dilaksanakan (wilayal Tangerang), padahal
hal ini penting untuk rehabilitasi, edukasi dan sosialisasi anak didik pemasyarakatan yang
nantinya masih diharapkan akan menjadi generasi penerus bangsa.

D Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Universitas Indonesia, 1994, hal. 65-66.

2 Wahyuliani, Hasil Penelitian, Peranan Hakim Wasmat dalam Pemberian Ijin Asimilasi
di Lembaga Pemuda Sukamiskin, UNISBA Bandung, 1998, hal. 44,




Hakim Wasmat tidak berperan dalam pemberian lepas bersyarat atau cuti

menjelang lepas. >
Masalah lepas bersyarat dan cuti menjelang lepas hanyalah sebagian dari
masalah yang menyangkut hak-hak narapidana anak yang sampai saat ini masih
belum dilaksanakan sepenuhnya. Masih banyak lagi hak-hak narapidana anak
yang harus diperhatikan dan diberi perlindungan, apalagi perkembangan anak
yang sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya.
Pembinaan narapidana anak dengan baik diharapkan dapat memperkecil
angka pengulangan kembali (reconviction rate).
R.M. Jackson mengemukakan ; 2V
“Pidana penjara merupakan terrmasuk jenis pidana yang relatif kurang
efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektifitas pidana,
dikemukakan olehnya, bahwa angka perbandingan rata-rata pengulangan
atau penghukuman kembali (reconviction rate) bagi orang yang pertama
kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku.
Reconviction rate yang tertinggi, terlihat pada anak-anak yaitu mencapai
50%. Untuk mereka yang pernah dipidana, angka tertinggi terlihat pada
mereka yang berumur 21 tahun ke bawah, yaitu mencapai 70 %. Lebih
ditegaskan lagi oleh Jackson, bahwa reconviction rate tersebut lebih tinggi
lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana bukan penjara.”
Hal ini tentu tidak berarti bahwa munculnya residivis anak berarti
kegagalan dari lembaga pemasyarakatan sebagai tempat menjalankan pidana dan

tempat melaksanakan pembinaan narapidana, karena banyak faktor yang ikut

menentukan berhasil tidaknya pembinaan narapidana anak di dalam lembaga.

' Irawati, Dkk, Hasil Penelitian (LPPM UNISBA), tentang Pembinaan Narpidana Anak di
Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, 1997, hal. 56.

*' R.M. Jackson dalam Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan
Kejahatan dengan Pidana Penjara, C.V. Ananta, Semarang, 1994, hal. 9.
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Lembaga pemasyarakatan anak sebagai lembaga pembinaan, bukannya
tidak mempunyai keterbatasan, dalam hal ini misalnya kelengkapan sarana serta
kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Dengan adanya hal tersebut
maka . sulit membayangkan bagaimana konsep pemasyarakatan dapat
dioperasionalkan. ~ Semakin  sulitnya program pembinaan narapidana
dilaksanakan, dikuatirkan akan berdampak pula pada keberhasilan narapidana
anak untuk mampu berintegrasi dengan masyarakat pada saat ia selesai
menjalani hukuman,

Lembaga pemasyarakatan Anak sebagai lembaga pendidikan dan lembaga
pembangunan mengemban fungsi yang spesifik dan perlu penajaman atas
orientasi pembinaannya. Dan yang perlu mendapat perhatian adalah, bahwa
anak-anak nakal yang dibina di lembaga pemasyarakatan anak adalah juga
bagian dari anak Indonesia yang memiliki potensi dan memikul tanggung jawab
masa depannya. Maka iapun perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya
untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, secara rohani, jasmani maupun
sosial

Untuk mewujudkan kesejahteraan anak bermasalah khususnya bagi
mereka yang dibina di lembaga pemasyarakatan diperlukan perhatian yang lebih
besar, maka pola pembinaan anak didik di lembaga pemasyarakatan anak
menuju terwujudnya lembaga pemasyarakatan anak sebagai lembaga pendidikan

dan pembangunan harus ditujukan kepada terjaminnya pemberian kesempatan,

 Mardjaman, Loc. Cit., hal.2.




pefneliharaan dan usaha menghilangkan hambatan, yang semuanya bermuara
pada esensi anak dan hak anak seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4
tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.?”

Berbicara mengenai masalah pembinaan apak di lembaga pemasyarakatan
tidak terlepas juga dari struktur organisasi yang mendukung terlaksananya
program pembinaan narapidana anak.Sampai saat ini walaupun Undang-Undang
tentang Pengadilan Anak telah dikeluarkan, akan tetapi karena Peraturan
Pelaksananya belum ada, maka struktur organisasi di lembaga pemasyarakatan
anak tidak berbeda dengan struktur organisasi yang ada di lembaga
pemasyarakatan dewasa, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.O1-PR.07.03. tahun 1985 tertanggal 26 Februari tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam Lembaga tersebut terdapat
Unit Kerja Substantif, yaitu :

1. Kepala Pengamanan Lembaga pemasyarakatan (KPLP):

2. Pembinaan dan Pendidikan (Binakdik};

3. Kegiatan kerja;

4. Administrasi Keamanan (Minkamtib).

Kegiatan bimbingan dan pendidikan yang menjadi upaya pokok pembinaan
anak didik ditangani oleh satu unit kerja yattu Binakdik. Sedangkan untuk me-

nangani pengamanan dilakukan oleh dua unit kerja yaitu KPLP dan Minkamtib.

8 1bid., hal, 2.



Masalah lain yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan adalah masalah
sumber daya manusia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Petrus 1.
Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir mengenai sumber daya manusia maka
diperoleh kesimpulan bahwa;®” terdapat ketidakseimbangan antara jumlah
narapidana dengan jumlah personalia, dimana sebagian besar jumlah pegawai
pendidikannya didominasi Sekolah Menengah Atas. Keterbatasan tenaga
profesional seperti paedagog, psikolog, sdsiolog, dan guru akan mempengaruhi
terhadap pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Menteri Kehakiman Muladi dalam
ceramahnya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang yang mengatakan ;2%

“Bahwa keberadaan tenaga-tenaga profesional sangat dibutuhkan, agar

pembinaan anak didik di lembaga pemasyarakatan benar-benar bermakna.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa pembinaan anak didik harus

diletakkan dalam konteks yang lebih luas yaitu dalam konteks Sistem

Peradilan Pidana, jadi bukan hanya merupakan tugas dari lembaga

pemasyarakatan anak, sehingga dengan demikian akan tampak integralitas

yang sesungguhnya dari sistem peradilan pidana.”

Selanjutnya Muladi mengatakan

“Bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh pejabat koreksi lebih banyak

berorientasi ke dalam (inward looking). Karakteristik sistem dalam

kerangka Sistem Peradilan Pidana tidak menonjol dan ada kesan low
prifile, hal ini tampak pada: kurang berpikir purposive, kurang berpikir

" Petrus 1. Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan dalam
Perspel:tif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal, 68.

) Muladi, Makalah pada Ceramah di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, 30
April, 1998, .

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, 1993, hal. 121, Selanjutnya Muladi mengatakan: ..kesan bahwa sistem
pemasyarakatan sebagai sistem (sub sistern pada hakekatnya adalal sistem) lebih
menonjolkan dirinya sebagai sistem fisik daripada sistem abstrak. Padahal sebagai sistem
fisik sendiri masih sarat dengan berbagai kelemahan. Nampaknya kelemahan-kelemahan
baik dalam kaitannya dengan struktur dan budaya fersebut di atas. lebih banyak
disebabkan oleh aspek substansi hukum yang belum mantap.

29
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menyeluru.h, lebih melihat pemasyarakatan sebagai metode pembinaan
daripada sebagai sub sistem peradilan pidana, transformasi nilai terhadap
sub sistem lain kurang difikirkan. terlalu bersifat rutin dan kurang
memperhatikan keterkaitan dengan sub sistem lain dan kebanggaan
terhadap profesi kurang tampak. Mekanisme kontrol yang bersifat positip
maupun negatif kurang berperanan.”

Kendala-kendala yang mempengaruhi lembaga pemasyarakatan dalam
melaksanakan program pembinaan (khususnya narapidana anak), perlu segera
ditanggulangi mengingat perkembangan jiwa anak yang sangat rawan, sebab
bagaimanapun juga setiap bentuk perampasan kemerdekaan akan menyentuh
perasaan dan menarik perhatian, jika hal tersebut dianggap tidak seharusnya
dilakukan. Dan perampasan kemerdekaan itu menyangkut hak asasi manusia. *%
B. Ideﬂtifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka persoalan ‘pokok
dalam permasalahan ini berkisar kepada bagaimana pembinaan narapidana anak
baik yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam
peraturan-perturan pelaksana lainnya serta bagimana pelaksanaanya di dalam
kenyatannya.

Lembaga pemasyarakatan anak adalah tempat menjalankan putusan yang
telah ditetapkan oleh hakim. Bagi anak-anak yang terpaksa menjalani pembinaan
di lembaga pemasyarakatan, hal ini penting menjadi perhatian kita semua

terutama aparat penegak hukum yang terlibat khususnya yang langsung

berhadapan dengan anak, yaitu petugas lembaga pemasyarakatan dan juga

30) Syahreal Taher, Varia Peradilan, IKAHI, Tahun XII, No. 140, hal, 150,




aparat yang ter.libat dalam sistem peradilan pidana. Tidak saja bagi hakim yang
menjatuhkan putusan pidana bagi anak, tapt ini perlu ditindak lanjuti, misalnya
hakim tersebut mengadakan peninjauan atau evaluasi terhadap putusan yang
telah dijatuhkan tersebut. Apakah putusan tersebut telah sesuai bagi anak yang
bersangkutan. Dan bagi pihak lembaga pemasyarakatan harus terus melakukan
upaya-upaya pembinaan selama ia menjalani masa hukumannya. |

Tindakan terhadap anak, harus diperhatikan betul dengan memperhatikan
esensi dan hak-hak anak, mulai dari tahap penyidikan sampai-dengan tahap
pelaksanaan pidana.

Mengingat bahwa . Undang-Undang Pengadilan Anak baru diberlakukan
awal Januari 1998, dimana Undang-Undang tersebut hanya memuat garis-garis
.besarnya saja mengenai perﬁbinaan narapidana anak, di samping itu kita juga
dituntut untuk memperhatikan instrumen-intrumen internasional, . yang
kesemuanya itu bertujuan untuk memberikan perlindungan, dengan
mengutamakan kepentingan anak serta dalam rangka mengupayakan
kesejahteraan anak. Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup penelitian
ini adalah :

1. Bagaimana sebenarnya pembinaan terhadap narapidana di lembaga
pemasyarakatan anak baik yang dirumuskan dalam peraturan perundang-

undangan maupun dalam peraturan lainnya serta bagaimana pelaksanaannya?
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2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana

anak dan bagaimana prospeksi lembaga pemasyarakatan anak di masa

mendatang ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan terhadap narapidana di lembaga
pemasyarakatan anak baik yang dirumuskan dalam peraturan perundang-
undangan maupun dalam peraturan lainnya, serta pelaksanaannya.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
pembinaan narapidana anak serta untuk mengetahui bagaimana prospek

lembaga pemasyarakatan anak di masa datang.

D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan teoritis :
Hasil-hasil penelitian ini dharapkan berguna untuk :

a. Menambah informasi yang lebih konkrit khususnya masalah pembinaan
narapidana anak di lembaga pemasyarakatan, dan khususnya dalam
rangka usaha pembaharuan hukum pidana bidang pelaksanaan hukum
pidana.

b. Melengkapi bahan-bahan penelitian khususnya mengenai pembinaan
narapidana anak di lembaga pemasyarakatan, terutama dilihat sebagai
bagian dari proses penegakan hukum dan sebagai upaya penanggulangan

kejahatan anak.
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2. Kegunaan Praktis :
a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pemerintah

dalam perkembangan hukum positip di Indonesia tentang pembinaan

narapidana anak .

b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pembinaan

narapidana anak.

E. Kerangka Pemikiran :
Kelangsungan dan keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada

situasi, kondisi keamanan, stabilitas dan keadaan negara yang konsisten. Oleh

karena itu perlu usaha memelihara dan mengembangkan stabilitas nasional yang

sehat, dinamis di bidang politik, ekonomi, serta sosial. Stabilitas di bidang
politik akan tampak dengan dengan tegak tumbuhnya kehidupan konstitusional,
demokratis berdasarkan hukum’”, dan selanjutnya meningkatkan usaha
memelihara ketertiban dan kepastian hukum yang mampu mengayomi
masyarakat. _

Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi membawa

dampak positip maupun negatif Banyak peristiwa yang menarik perhatian

masyarakat akhir-akhir ini, salah satunya yaitu dengan semakin banyaknya

n Penjelasan UUD 1945 menjelaskan bahwa sistem pemerintahan negara yang ditegaskan
adalah Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasar atas
kekuasaan belaka (machtstaat).
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perbuatan—perbl;atan pidana, delinkuensi/kenakalan anak-anak atau meningkat-
nya deviasi serta anak-anak terlantar.>?

Masalah perilaku delinkuensi anak, dewasa ini cukup menggejala di
masyarakat, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang.
Perhatian terhadap masalah itupun telah banyak diberikan, dalam suatu bentuk
penyelenggaraan seminar-seminar dan diskusi-diskusi serta penyusunan
program-program yang berorientasi pada upaya pemahaman dan pemikiraan
alternatif penanggulangannya>> Perkembangan masyarakat yang bermula dari
kehidupan agraris menuju kehidupan industrial serta gejala globalisasi
tampaknya ada kaitannya baik secara korelasional maupun mungkin secara
regresional terhadap timbulnya gejala perilaku delinkuensi anak.*¥

Kecenderungan meningkatnya kualitas mapun kualitas pelanggaran baik
terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh
pelaku-pelaku usia muda, atau dengan kata lain ineningkatnya kenakalan anak
yang mengarah kepada tindakan kriminal, mgndorong Vll:’ita untuk lebih banyak
memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya.””’

Mengenai meningkatnya delinkuensi anak, Mardjono mengemukakan :*®

“Bahwa delinkuensi anak sebagai suatu permasalahan nasional, telah
meningkat dengan cepat dalam kurun waktu dua puluh lima tahun terakhir

*» Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Peradilan Anak di Indonesia, -Sinar Grafika, 1993,
hal. 2.

*¥ Paulus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya, PT.
Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal.v.

¥ hid.

3% Agung Wayhono dan Siti Rahayu, Op. Cit.

9 Mardjono Reksodiputro,Masa Depan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Lembaga
Pemasyarakatan Wanita, Loc.cit., hal, 3,
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ini. Meskipun hal ini hanya merupakan observasi, karena belum dapat
disajikannya dengan angka statistik delinkuensi anak yang akurat, namun
melihat kenyataan-kenyataan di kota-kota besar di Indoensia angka-angka
ini memang terlihat naik secara absolut maupun relatif. Terdapat dugaan
keras bahwa angka absolut jumlah anak delinkuen telah meningkat,
disamping itu angka perimbangan relatif kejadian delinkuenasi diantara
anak dan remaja juga telah naik.”

Perhatian masyarakat internasional pun tampaknya tidak pernah sepi, itu
tampak dari berbagai topik pembicaraan di setiap Kongres PBB mengenai
“Pencegahan kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan”. Seluruh hasil
Kongres itu diantaranya ditindaklanjuti dan dilegitimasikan dalam bentuk
resolusi PBB yang lazim disebut Instrumen-Instrumen Internasional.*”

Bagi anak-anak nakal perlu diselesatkan melalui suatu penanganan yang
khusus baik yang sifatnya institusonal maupun non institusional, yang
memberikan jaminan bahwa penyelesaian tersebut dilakukan benar-benar untuk
kesejahteraaan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat, tanpa
mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan.

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang
terkait di dalamnya. Aspek yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak

anak. Aspek yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan dan

3" Pautus Hadisuprapto, Op. Cit.
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peraturan  perundang-undangan  tersebut.’®  Selanjutnya  Nursyahbani

mengatakan :**

“Berkaitan dengan aspek yang pertama dapat kita lihat baik di dalam
UUD 1945 sendiri maupun dalam GBHN serta berbagai peraturan yang
berkaitan dengan perlindungan anak...Masalahnya kemudian apakah
dengan telah tersedianya berbagai perangkat peraturan perundang-
undangan tentang hak-hak anak telah dengan sendirinya usaha-usaha
untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktek
pelanggaran dan pengabaian hak sebagaimana yang dikehendaki undang-
undang tersebut dapat diakhiri.”

Seseorang anak yang terpaksa memasuki Gerbang Sistem peradilan
Pidana, maka ia harus mendapat perlakuan khusus mulai dari tahap penyidikian
sampai dengan tahap pelaksanaan hukuman, bahkan sampai kepada bimbingan
setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan, hal ini karena sifat-sifat khusus
yang melekat pada diri anak, dan harus didasari pada filosofi yang mendasarinya
yaitu dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Seorang anak yang dijatuhi putusan berupa pidana, maka ia akan
menjalaninya di lembaga pemasyarakatan. Walaupun anak tersebut berada di
dalam lembaga pemasyarakatan hak-hak anak tidak boleh terabaikan, karena

pidana penjara ini hanyalah kehilangan hak kemerdekaan saja, sehingga hak-hak

lainnya harus tetap terpenuhi.

# Nursyahbani Kacasungkawa, Lembaga Perlindungan Anak: Prospek dan Permasala-
hannya, Makalah pada Seminar Nasional Terpidana III, UI- Masumoto, Founation Japan,
19935, hal. 1.

*) Ibid.
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Lembaga pemasyarakatan sebagai tahap terakhir dari sistem peradilan
pidana mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan warga binaan yang
baik yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Keberhasilan upaya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh
ketergantungan dan keterkaitan antara unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan sub sistem dari
Sistem Peradilan Pidana.

Oleh karena lembaga pemasyarakatan sebagai unsur yang terakhir dari
Sistem Peradilan Pidana, dan ia merupakan pintu yang terakhir bagi narapidana
untuk memasuki kehidupan masyarakat yang normal kembali, maka hendaknya
pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan agar lebih terarah dengan
segala peraturan perundang-undangan yang menjaminnya dan semua aparat
terkait yang mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang baik.

Kebijakan atau penanggulangan kejahatan anak merupakan salah satu
tujuan dari sistem peradilan pidana.

Menurut Mardjono *”, sistem peradilan pidana (criminal Justice system)
adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk rn;ananggulangi masalah kejahatan.
Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam
batas-batas toleransi masyarakat. Selanjutnya dikemukakan‘ bahwa tujuan dari

sistem peradilan pidana dapat dirumuskan :

9 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana, Op. Cit., hal.
84-85,
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a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas
bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana;

¢. mengusahakan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak
mengulangi kejahatannya.

Sebenarnya usaha-usaha untuk memberikan perlindungan kepada anak
dalam sistem peradil'an pidana telah sejak dulu dilaksanakan. Dimulai dengan
dikirimkannya hakim-hakim keluar negeri untuk mempelajari penyelenggaraan
peradilan anak. Kemudian diselenggarakannya seminar-seminar dan pertemuan-
pertemuan ilmiah yang membahas peradilan anak.

Sebagaimana kita ketahui telah banyak dan besar perhatian yang kita
berikan kepada permasalahan anak-anak di Indonesia, baik dalam forum
nasional maupun dalam forum internasional.

Pada tiap-tiap kongres yang diadakan oleh PBB tentang Pencegahan
kejahatann dan Pembinaan Pelanggar Hukum (Prevention of Crime and
Treatment of Offender) yang diadakan setiap lima tahun, yaitu dari tahun 1955
hingga kongres terakhir maka permasalahan anak selalu diangkat sebagai salah
satu topiknya.*"

Di Indonesia upaya-upaya tersebut antara lain dibuktikan dengan

disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

1 Budiarti, Masalah Peradilan Anak di Indonesia, Makalah pada Pertemman Ilmiah,
Masalah Hukum Perlindungan Anak, BPHN, 10 Februari, 1993, hal. 1.
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Undang—Undané ini sebagian besar memuat hukum acara bagi anak, walaupun
ada beberapa ketentuan yang memuat hukum pidana materil dan hukum
pelaksanaan pidana. Disamping itu pemerintah juga telah mengesahkan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana di dalamnya
juga diatur mengenai hukum pelaksanaan pidana bagi anak.

Dalam dunia internasional, perhatian akan perlunya perlindungan khusus
bagi anak dimulai dari Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924
yang diakui dalam Declaration of Human Rights tahun 1948. Bertolak dari itu
kemudian pada tanggal 20 November 1958., Majelis Umum PBB mengesahkan
Declaration of the Rights of the Child (Deklarasi hak-hak Anak), yang terdiri
dari 10 prinsip.*?

Sementara itu masalah anak terus dibicarakan dalam kongres-kongres
PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Pada
Kongres ke-1 di Genewa tahun 1955 dibicarakan Topik Prevention of Juvenile
Delingquency. Pada Kongres ke-II tahun 1960 di London dibicarakan masalah
News Form of Juvenile Justice dan Special Services for the Prevention of
Juvenile Delinquency, dan masalah Juvenile Delinquency ini masih dibicarakan
pada kongres ke-II tahun 1965 di Stockholm. Sementara masyarakat dunia

berulangkali memusatkan perhatiannya pada masalah juvenile delinquency,

2 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Hukum Pidana, Op. Cit., hal. 106.
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dalam perkembangannya pusat perhatian diarahkan pada masalah juvenile justice
(peradilan anak).*”

Dalam instrumen-instrumen internasional juga ditegaskan bahwa
penjatuhan pidana yang berupa perampasan kemerdekaan hanya dapat
diterapkan apabila upaya-upaya yang lain sudah tidak dapat diterapkan lagi.
Sebagaimana yang tercantum dalam The United Nations Standard Minimum
Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) memuat
hal yang sangat mendasar bagi pembinaan pelaku tindak pidana anak
sebagaimana disebutkan dalam Rule 19.1;

‘Penempatan sescorang anak ke dalam Lembaga harus merupakan

“tindakan sebagai usaha terakhir” (Shall always be a dispotition of last

resort) dan harus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (for the

minipmum necessary period). “*” '

Pemidanaan terhadap anak haruslah merupakan ultimum remedium (the
last resort) mengingat sifat kekhususan anak bahwa anak bukanlah miniatur
orang dewasa. Oleh karenannya berbagai tindakan pencegahan harus dilakukan
sebelum anak dijatuhi pidana,*”’

Ketentuan ini agaknya lebih menekankan pada pembinaan terhadap pelaku
tindak pidana anak di luar lembaga. Mereka yang mendukung pendirian ini

berpendapat bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak dalam

bentuk penahanan dalam lembaga mempunyai efek yang kurang baik bagi

“ Ibid., hal. 108-109.

“" The United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice,
Rule,19.1, page.25.

** Ihid,
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pembinaan si a.nak sebagai akibat dari cacat (stigma) yang diberikan oleh
masyarakat. Disamping itu ada yang berpendapat bahwa penahanan pada
umumnya dan pemenjaraaan pada khususnya memerlukan biaya yang cukup
besar baik ditinjau dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. *®
Instrumen-instrumen internasional yang memberikan pedor_nan dan peng-
aturan tentang perlindungan tentang hak-hak anak pada umumnya dan perlin-
dungan hak-hak anak bermasalah dalam perilaku sosialnya (termasuk bidang
hukum) pada khususnya yang tertuang dalam sejumlah resolusi PBB kiranya
pantas dipedomani dan segera diantisipasi oleh negara-negara anggota PBB, bila
negara-negara tersebut tidak ingin dikucilkan dari pergaulan internasional oo
Pada tanggal 25 Agustus 1990, Pemerintah Republik Indonesia dengan
Keputusan Presiden Nomor 36 telah melakukan pengesahan Convention On
The Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Keputusan Presiden
ini diambil kira-kira tujuh bulan setelah Indonesia menandatangani Konvensi
tentang hak-Hak Anak. - ' -
Dilihat dari cukup cepatnya peratiﬁkasian' Konvensi tersebut oleh
pemerintah, menunjukkan betapa seriusnya kehendak pemerintah untuk
mewujudkan hak-hak anak untuk pengembangan dan kesejahteraannya. Ini
terlihat dari konsideran bagian a dari Keputusan Presiden tersebut yang antara

lain menyatakan bahwa anak merupakan potensi sumber daya insani bag

' Adi Andoyo Sucipto, Pembinaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak yang Dicita-
citakan, Loc Cit., hat. 118,

1 Paulus Hadisuparapto, Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggulangannya,
Op. Cit., hal. v.
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pembangunan ﬁasional karena itu pembinaan dan perkembangannya dimulai
sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan
bangsa dan negara.*®

Sesuai dengan adagium ‘Wie de juugd heef de ioekomst” dalam
kenyataannya anak merupakan éikal bakal tegaknya suatu bangsa. Sebagai
generasi muda merupaka kekuatan sosial yang berperan sangat besar dalam
pembangunan setiap negara. Atas dasar inilah pemerintah dan masyarakat
menyadari perlunya perlakuan khusus terhadap anak termasuk bila anak
tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, dan jangan sampai
penyelesaian pelanggaran hukum tersebut mempegaruhi masa depan dan
perkembangan kepribadian anak.*”

Membicarakan aspek perlindungan anak dalam proses peradilan maka
tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan dan dasar pemikiran peradilan
anak. Bertolak dari tujuan dan dasar pemikiran tersebutlah perlindungan hukum
yang sepatutnya diberikan kepada anak.

Proses peradilan anak harus dapat menjamin pertumbuhan dan
perkembangan anak secaara wajar, baik secara rohani, jasméni maupun sosial
(Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 pasal I butir 1.a)., dan harus

memberikan pelayanan dan asuhan bagi anak yang mengalami masalah kelakuan

) Nursyahbani Katjasungkawa, Loc. Cit., hal. 2.
"% Sari Mandiana, Loc, Cit., hal.1.
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termasuk anak .yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum
berdasarkan keputusan hakim (pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979).
Di dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak ditentukan; bahwa anak yang mengalami masalah kelakuan

adalah anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari norma

yanng dianut oleh masyarakatnya.
Sedangkan di dalam pasal 2 Bab I mengatur hak-hak anak, yaitu ;

(1) Anak berhak atas kesejahteraaan, _perawatan, asuhan dan bimbingan
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan
khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan keperibadian bangsa,
untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam
kandungan maupun sesudah dilahirkan.

(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannnya
secara wajar.

Selanjutnya di dalam pasal 6 ditetapkan:

(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang

bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa

pertumbuhan dan perkembangannya.




(2) Pelayanan dan asuhan, sebagimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga
diberikan kepada anak yang bersalah melakukan pelanggaran hukum
berdasarkan keputusan hakim.

Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak
menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian
politik dan kedudukan sosial (pasal 8).

Di dalam penjelasan secara umum undang-undang tersebut
mengemukakan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani, jasmani dan sosial

belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi

generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan

anak tersebut. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini
selaaayaknya dilakukan oleh fihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan
bimbingan negara, dan bilamana perlu oleh negara sendiri. Karena kewajiban,
maka yang bertanggung jawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari
gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak,
pertama-tama dan terutama menjaadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua
di dalam keluarga, akan tetapi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial
maupun untuk kepentingan anak itu sendiri perlu ada fihak yang melindunginya.

Pada sekitar tahun 1957 pemerintah berkesempatan mengirim tenaga-
tenga ahli daari Departemen Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian dan
Departemen Sosial ke luar negari untuk mempelajari mengenai masalah anak,

kesejahteraan anak dan sistem peradilan anak
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Sekembaiinya beliau-beliau dari luat negeri, dengan melihat perkembangan
dari kenakalan anak-anak pada waktu itu yang sudaah menjurus kepada
tindakan yang membahayakan, maka sambil menunggu terbentuknya undang-
undang peradilan anak, (pada waktu jtu-pen), keempat instansi mengadakan
pembicaraan sehingga menghasilkan suatu “agrement lisan”, yang berisi
perlakuan khusus terhadap anak, baik sebelum sidang pengadilan maupun
sesudah putusan pengadilan.>”

Usaha ini didasari pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan
kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan 6rang dewasa yang melakukan
tindak pidana.

Haskell dan Yablonsky’? dalam bukunya Criminology, Crime and
Criminality, mengemukakan, dalam peraturan perundang-undangan masa kini
anak delinkuen dibedakan dengan pelaku tindak pidana dewasa atas dasar
beberapa faktor, Yaitu :

1. Dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun,
2. Anak delinkuen biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindakannya;

Dalam menangani anak delinkuen, titikberatnya adalah kepada keperibadian

(U8 )

anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan

pelanggarannya;

56 4. Nursyamsyu Yustam, Peradilan Anak di Indonesia, Makalah pada Seminar Nasional
Terpidana ITI, Ul-Masumoto Foundation Japan, 1995, hal. 2-3.

50 Martin R, Haskell & Lewis Yablonsky dalam Suwantji Sisworahardjo, Hukum dan hak-
Hak Anak, C.V. Rajawali Jakarta, 1986, hal. 31.



4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinkuen diarahkan kepada
program yang bersifat terapi daripada penghukuman,

S. Meskipun sudah terdapat perubahan, tetapi proses peradilan anak
mempunyai kecenderungan untuk kurang menitikberatkan pada aspek
hukumnya, dan proseudure di dalam pengadilan lebih bersifat informal dan
individu (informal and personalized procedure).

Berbicara mengenai anak delinkuen menurut disiplin ilmu lain (psikologi
perkembangan), dikatakan :*” | |

« Bila perbuatan mereka sampai melanggar hukum pidana, sehingga
berurusan dengan alat-alat negara, maka perbuatan tersebut disebut
delinquences. Dalam hal ini sepatutnya tidak dihukum, sebab ia masih
dalam perkembangan, yang berarti belum dewasa. Anak semacam ini
harus dirawat, mungkin dalamn suatu yayasan misalnya, Pra Yuawana,
sedang yang memikul hukumannya adalah orang tuanya.”

Selanjutnya Tredgold mengatakan ; )

«Oleh karena sifatnya perawatan dan bukan hukuman, adalah suatu proses
yang dilakukan secara individual, maka masih besar harapan anak itu
dissembuhkan. tetapi apabila anak itu dihukum di dalam penjara,
berkumpul dengan orang-orang jahat lainnya, besar kemungkinan anak itu
pukan menjadi jera dan menjadi baik, mungkin sebaliknya menjadi lebih
jahat sebagai hasil pengaruh dari para penjahat, yang sukar kembali ke
jalan yang benar. kemungkinan ini menjadi besar sekali sebab pengaruh itu
masuk ke dalam jiwa anak, pada waktu ia sedang menyimpan dendam,
yang bagimanapun dendam itu akan dilakukan sebagai pembalasan. Jika 1a
tidak dapat membalaskan kepada yang berwajib maka ia akan
melampiaskan kepada masyarakat. Jadi pada umumnya, bagi anak yang
belum dewasa, hukuman itu jestru menyebabkan ia mepjadi lebih jahat
(crime is made law).”

21 Agus Suyanto, Psikologi Perkembangan, Rineka Cipta. 1977. hal. 205.
*> Tbid.
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Pendapat .ini tgntunya perlu pengkajian yang lebih mendalam mengenai
anak-anak yang dibina di lembaga pemasyarakatan. Perlu adanya suatu studi
yang multidisipliner, misalnya antara hukum pidana, dengan psikologi,
paedagog, dokter dan sosiolog untuk dapat menghasilkan suatu temuan yang
berharga khusunya dalam mengatasi anak-anak bermasalah

Berbicara mengenai pembinaan anak di dalam lembaga pemasyarakatan,

perlu juga diketahui mengenai pengertian anak.

Pengertian anak baik menurut hukum tertulis maupun menurut hukum

tidak tertulis tidak terdapat keseragaman. Misalnya saja di dalam Kitab
Undang-Undang Perdata pasal 330 yang berbunyi :
ayat (1) : memuat batas antara belum dewasa (minderjarigheid) dengan telah
dewasa (meerderjarigheid), yaitu 21 tahun kecuali :
- anak itu sudah kawin sebelum umur 21 tahun;
- pendewasaan (venia estetis, pasal 419).
ayat (2) . Bahwa pembubaran perkawinan yang telah terjadi pada seseorang
sebelum berusia dua puluh satu tahun tidak mempunyai pengaruh terhadap
status kedewasaannya.
ayat (3) : Bahwa seseorang vyang telah dewasa tidak berada di bawah kekuasaan
orang tua akan berada di bawah perwalian.

Dengan demikian menurut hukum perdata, batas usia anak adalah 21

tahun, dan seandainya ia telah kawin sebelum umur 21 tahun, maka anak
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tersebut diaﬁggap telah dewasa dan pembubaran perkawinannya tidak
menyebabkan ia kembali ke dalam status anak.

Sedangkan menuryt Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara
langsung dikatakan mengenai masalah ukuran kapan seseorang digolongkan
anak tetapi secara tersirat tercantum dalam pasal 6 ayat 2 yang memuat
ketentuan perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun
harus mendapat ijin dari orang tua. Di dalam pasal 7 Undang—Undang tersebut,
dikatakan bahwa batas minimum usia untuk dapat kawin bagi seorang pria
adalah 19 tahun sedangkan bagi wanita adalah 16 tahun.

Di dalam yurisprudensi mengenai batas usia dewasa tidak ada
keseragaman, ada yang 15 tahun ada yang 20 tahun.

Sedangkan menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan
seorang dianggap dewasa. menurut hasil penelitian Mr. Soepomo, bahwa
ukuran kedewasaan seseorang dikur dari segi |
1. Dapat bekerja sendiri: - i

2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat

dan bertanggung jawab;

(5]

Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak, dikatakan: “Anak adalah seorang yang belum berumur 21 tahun dan
belum pernah kawin.” Selanjutnya di dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut

dikatakan bahwa; batas usia 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan




pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial,

kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang anak dicapai pada umur

tersebut.

Di dalam Konvensi hak-Hak Anak dikatakan :**
“For purpose the present Convention, a child means every humen being
below the age of 18 year unless, under the law applicable to the child,
majority is attained earlier. (Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini
adalah setiap orang yang berada di bawah usia 18 tahun, kecuali
berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak d1tentukan bahwa
batas usia dewasa dicapai lebih awal).”

Sébelum berfakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentalng
Pengadilan Anak. Mengenai batas usia dewasa dapat kita jumpai di dalam Kitab
Undang-Undang hukum Pidana. Di dalam pasai 45 KUHP dikatakan :

Dalam menuntut seseorang yang belum cukup umur karena melakukan
suatu perbuatan sebelum berumur 16 tahun, maka hakim dapat menentukan :

- memerintahkan yang bersalah supaya dikembalikan kepada orang tuanya,
walinya, pemeliharaannya tanpa dijatuhi pidana apapun atau memerintahkan
supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidane; apapun
yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah safu pelanggaran
tersebut dalam pasal 489, 490, 492, 497, 503, 514, 517-519, 526, 531, 332,
536, 541 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena

melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan

putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

54 Convention on the Rights of the Child, UNICEF, Article I, page. 6.
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Dengan demikian dalam pasal 45 ditegaskan :

Dalam menuntut pidana terhadap orang belum dewasa yang berumur di bawah

16 tahun karena melakukan suatu perbuatan pidana, hakim dapat :

- mengembalikan kepada orang tua, fanpa dikenakgn suatu pidana apapun,
atau;

- menyerahkan anak kepada pemerintah tanpa pidana apapun, atau;

- menjatuhkan pidana terhadap anak.

Pasal 46 KUHP :

Perintah menyerahkan anak kepada pemerintah tanpa pidana apapun

dengan wewenang ;

- menempatkan anak di rumah pendidikan negara;

- menyerahkan pendidikannya kepada perorangan;

- menyerahkan pendidikannya kepada badan hukum/yayasan atau lembaga
sosial.

Anak tersebut dapat dididik sampai dengan usia 18 tahun.

Pasal 47 KHUP :

Bila hakim menjatuhkan pidana:

- maksimum pidannya dikurangi 1/3 dari ancaman pidana bagi orang dewasa,

- pidana mati dan pidana seumur hidup diganti dengan pidana penjara
setinggi-tingginya 15 tahun.

- pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman keputusan

hakim tidak dapat diterapkan.



Dengan demikian menurut KUHP terdapat tiga pasal sebagal perlakuan
khusus terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana.

Disamping ketiga pasal tersebut, pidana bersyarat dapat juga dijatuhkan
kepada anak seperti yang dimaksud dalam pasal 14 KUHP, yaitu apabila
terhadap anak dijatubkan pidana penjara selamanya satu tahun, hakim dapat
memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali bila
kemudian hari atas perintah hakim berdasarkan keputusan, terdakwa sebelum
masa percobaan berakhir telah melakukan tindak pidana, atau tidak mencukupi
syarat yang telah ditentukanMenurut ketentuan masa percobaan untuk
pelanggaran selama-lamnya 2 tahun sedangkan untuk kejahatan 3 tahun.

Sedangkan di dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (RKUHP) tahun1997/1998, dikatakan bahwa anak yang dapat dikenakan
pidana maupun tindakan adalah mereka yang berumur antara 12 sampai 18

tahun. Suatu hal yang sangat maju dalam Rancangan ini adalah bahwa anak yang

belum berumur 12 tahun bukan merupakan subjek rancangan ini, atau dengan '

perkataan lain mereka tidak dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum
pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
pasal 4 dikatakan: batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak
sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas)

tahun.




Dengan demikian dilihat dari pengaturan mengenai batas usia anak dari
beberapa perundang-undangan tidak ada keseragaman. Dan perlu diingat pula
bahwa penentuan batas usia anak sangat tergantung pada sistem hukum negara
~masing-masing pada satu pihak dan kondisi ekonomi sosial, politik dan
kebudayaan pada pihak lain, jadi batas umur anak ditentukan secara relatif,

Berbicara mengenai anak yang dibina di dalam lembaga pemasayarakat,
khususnya bagi narapidana anak, perlu juga diperhatikaﬁ mengenai tujuan pida-
na dan sistem pemidanaannya dalam kaitannya dengan konsep pemasyarakatan.

Sedangkan tujuan pidana yang berkembang dari dulu sampai sekarang
telah menjurus ke arah yang lebih rasional Dulu tujuan pidana adalah
pembalasan (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik
masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban
kejahatan. Hal ini bersifat primitif akan tetapi masih terasa pengaruhnya di
zaman modern ini. Unsur-unsur primitif dari hukum pidana sulit dihilangkan,
berbeda dengan cabang hukum yang lain. -

Sarjana-sarjana Jerman seperti Kant dan Hegel adalah tokoh yang terkenal
dalam mengemukakan teori pembalasan. Mereka beranggapan bahwa hukuman
adalah konsekuensi dilakukannya suatu kejahatan. >

Sedangkan penganut teori pembalasan lainnnya misalnya Leo Polak, ia

mengatakan;

3 Karni, Ringkasan tentang Hukum Pidana, Balai Pustaka Indonesia, hal. 11.
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“Penjahat diberi suatu penderitaan yang verdiend karena sesuai deﬁgan
kesalahannya.” *®

Tujuan yang dipandang kuno adalah penghapusan dosa (expiation) atau
retribusi (retribution), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat
atau mgnciptakan balans antara yang baik dengan yang bathil.*”

Sedangkan secara tradisonal teori-teori tentang tujuan pidana pada
umumnya dapat dibagi dua kelompok teori, yaitu : 8
1. Teori Absolut atau teori pembalasan (retributive vergeldings theorieen);

2. Teori relatif atau teori tujﬁan (utilitarian/doltheorieen).

Menurut teorl absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah
melakukan kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana merupakan
akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan
kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau
terjadinya kejahatan itu sendirl.

Menurut Johanes A. seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi
Arnif, dikatakan :

“Tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk

memuaskan tuntutan keadilan (o satisfy the claims of justice), sedangkan
pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.””

56 Utrecht, Rangkatan Sari Kuliah, Hukum Pidana I, Universitas Jakarta, hal. 168-169.
Selanjutnya Polak mengatakan bahwa; hukuman itu menjadi suatu pembalasan kesalahan
(schulder gelding), jestru karena penjahat bersalah (sciuldhebben), maka ia harus
mengalami suatu penderitaan.

3 Andi Hamezali, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Pramita, Jakarta,
1985, hal. 16.

58 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan Kebijalkan Hukum Pidana, Alumni,
Bandung, 1992, hal. 10.

) Thid.. hal. 11.
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Para penganjur teori relatif tidak melihat hukuman sebagai pembalasan,
karena itu tidak mengakui bahwa hukuman itu sendirilah yang menjadi tujuan
penghukuman, melainkan hukukan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan

Feurbach, seorang sarjana Jerman berpendapat tentang hukuman sebagai

berikut :

“Lvery just punishmennt in the state is a logical consequences (for
breaking a law based on the necessity of preserving order). "

Menurut Feurbach; setiap hukuman adalah konsekuensi logis atas
pelanggaran hukuman dan didasarkan kepada kebutuhan untuk melindungi
ketertiban. Selanjutnya menurut Seligman Edwin R.A, dalam Encyclopedia of
the Social Sciences :

“Feurbach was also the author of masterly studies of individual criminal

psycology %

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang adalah variasi dari bentuk-
bentuk penjeraan (detterent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri,
maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat;
perlindungan masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada
penjahat. Yang disebut terakhir dan ini bukan saja bertujuan memperbaiki
kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat bukan

pidana dalam membina pelanggar hukum.®*

' Mabel A. Elliot, Crime Modern Society, Harper and Brothers, New York, hal. 439.

®0 Seligman Edwin, R.A., Encyclopedia of the Social Science, Volume 5-6, the Macmillan
Company, New York, hal. 222-223.

52 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Op. Cit., hal, 11.
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Disamping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti
yang disebutkan di muka ada teori ketiga yang disebut teori gabungan
(verenigings theorieen).

Sebagaimana tampak pada nama yang diberikan, para penganutnya
menggabungkan ajaran-ajaran yang dikemukakan baik oleh teori pembalasan
maupun ajaran yang dikemukakan oleh pelopor teori tujuan.®”

Penulis pertama yang mengajukan teori ini adalah Pellegrino Rossi
(1787-1848). Sekalipun ia telah menganggap pembalasan sebaagai asas dari
pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampani suatu pembalasan
-yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh
antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi
general

Di dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun
1997/1998, dapat dijumpai gagasan mengenai tujuan pemidanaan yang terdapat
di dalam pasal 54.

Di dalam pasal tersebut dikatakan antara lain; pidana tidak dimaksudkan
untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Pemikiran dalam RKUHP tersebut tampaknya ada kaitannya dengan
“pemasyarakatan” yang telah diperkenalkan sejak tahun 1964, yaitu sebagai

cara yang dipakai untuk menghadapi narapidaha.

%) Bawengan, G.W., Pengantar Psikologi Kriminil, Pradnya Pramita, 1971, hal. 74.
%) Muladi & Barda Nawawi Arif. Teori-Teori &Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit, hal. 19.
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Gagasan pemasyarakatan merupakan pemikiran untuk lebih memperlaku-
kan narapidana lebih manusiawi lagi.

Gagasan pemasyarakatan yang dilontarkan oleh Sahardjo, yang
mengemukakan pokok dasar memperlakukan narapidana seseuai dengan
kepribadian kita adalah :%*

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia;

2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di
luar kemasyarakatan;

3. Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan N‘bergerak, jadi
diusahakan supaya mempunyai mata pencahartan.

Khususnya mengenai narapidana anak, telah diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana di dalam
Undang-Undang tersebut terkandung ide dasar, yaitu mengutamakan kepenting-
an anak dalam rangka mencapai kesejahteraan anak. Perlakuan khusus terhadap
anak harus diberikan dengan tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia.

Bagi anak yang harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan
perlu dilindungi hak-haknya sebagai narapidana anak. Dan hendaknya
pembinaan terhadap narapidana anak ini bukan semata-mata tugas dari lembaga
pemasyarakatan, melainkan tugas dari selurruh sistem peradilan pidana,

sehingga dengan demikian akan tampak jalinan integralitas dari masing-masing

9 Sahardjo, dalam Romli Atmasasmita, Strategi Pelanggar Hukum dalam Konteks
Penegakan Hukum di Indonesia, Op. Cit., hal. 13.
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sistem. Sebaga.imana dikatakan oleh Muladi,*® berbicara mengenai sistem
peradilan pidana terpadu, maka studi pendekatan (system approach) akan lebih
menarik apabila dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan, Istilah pemasyarakat-
an sendiri dapat dilihat sebagai sistem dalam arti metode atau sebagai sistem,
yaitu kerjasama antar bagian-bagian sistem (sub sistem) dalam rangka
pencapaian tujuan tertentu.

Selanjutnya Muladi mengatakan,®” makna integrated c¢riminal syétem ada-
lah sinkronisasi atau kekompakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam;
1. Sinkronisasi struktural (structural syncronization);

2. Sinkronisasi substansil (substantial syncronization);

3. Sinkronisasi kultural (cultural syncronization).

F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan.

Metode adalah merupakan suatu cara kerja untuk dapat menyelesaikan
suatu permasalahan pokok penelitian yang telah ditentukan sébelumnya, oleh
karena itu diperfukan cara-cara pendekatan yang mampu menghasilkan suatu

analisa yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

5 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Op. Cit., hal. 119.

) Tpid., hal. 1-2.; dalam sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut
dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (the administration of justice} dalam
kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam sinkronisasi substansial, maka
keserempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya
dengan hukum positip yang berlaku, sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha
untuk selalu serempak dalam wenghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan
falsafah-falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.



Metode penelitian adalah *®

“Adalah sebagai cara melakukan penelitian. Penggunaan istilah metode
penelitian harus dibedakan dengan metodologi penelitian. Metodologi
(methodology) dalam arti yang umum diterima adalah studi yang logis
dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah.
Dengan demikian metodologi dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip dasar
dan bukan sebagai “methods” atau cara untuk melakukan penelitian.
Metodologi dalam arti prinsip dasar pada intinya terdiri dari; masalah,
tujuan, tinjauan pustaka, kerangka teori (jika ada), hipotesis (jika ada).
Sedangkan cara penelitian atau methods atau desain penelitian intinya
terdiri dari: bahan, alat, jalannya penelitian, variabel penelitian dan analisis
hasil. Dalam bahasa sehari-hari seringkali dikacaukan antara pengertian
metodologi dan metode penelitian, yang dimaksudkan sebenarnya adalah
methods atau cara penelitian sebagai salah satu tahap dalam metodology
penelitian.” -

Untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya,
diperlukan suatu metode pendekatan yang dapat menjawab permasalahan yang
dimaksud. Metode pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian ilmu
hukum, yaitu metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis.*”

Pada hakekatnya, bila orang menyebut penelitian hukum, maka yang
biasanya dimaksud adalah penelitian hukum yang normatif, yaitu penelitian
terhadap hukum dengan mempergunakan metode pendekatan, teori, konsep dan
dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis
atau yang disebut juga disiplin ilmu hukum normatif.™ Selanjutnya penelitian

hukum normatif dapat dirinci menjadi beberapa bagian, yaitu

% Maria S.W. Soemardjono. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Fakultas Hukum
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989. hal. 6.

%) Ronny Hanitijo Soemitro. Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimiteri, Gahlia
Indomnesia, 1990, hal. 10.

" Ronny Hanitijo, Dalam Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum, UNDIP,
Nowwor 3, Tahun 1992, hal. 35.
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1. Penelitian ir;ventarisasi hukum positip;

2. Penelitian terhadap asas-asas hukum;

3. Penelitian untuk menemukan hukum in concreto:

4. Penelitian terhadap sistematik hukum:

5. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis normatif, yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap
berbagai perangkat peraturan yang mengatur permasalahan di atas. Metode
pendekatan di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang
diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang
berkaitan dengan masalah pembinaan narapidana anak serta kaitannya dalam
praktek

Penelitian ini juga merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya
yang sesuai yang diterapkan in concreto guna menyelesaikan suatu perkara
didalam hal ini masalah pembinaan narapidana anak, dan dimanakah bunyi
peraturan hukum itu ditemukan.

Walaupun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,
dilakukan juga penelitian lapangan untuk memperolah data primer, dengan

mengadakan penelitian langsung ke lembaga pemasyarakatan anak dan pihak
terkait dengan masalah ini serta memperoleh data dari narapidana anak secara
langsung. Namun penelitian ini tetap menitikberatkan pada data sekunder

sedangkan data primer lebih bersifat menunjang.

47



2. Sifat Peneli-tian

Dilihat dari sifat penelitian dikenal penelitian eksploratoris, deskriptif
dan eksplanatoris.”” Sifat penelitian ini adalah deskriptif , yaitu untuk niencari
data seteliti mungkin dan secara lengkap karakteristik suatu keadaan atau
gejala-gejala lainnya yang berhubungan dengan masalah pembinaan narapidana
anak, yang dapat membantu memperkuat teori lama dan dalam rangka

menyusun teori baru.

3. Bentuk Penelitian

Dipandang dari sudut bentuknya, maka dikenal penelitian diagnostik,
penelitian preskriptif dan penelitian evaluatif,’” Penelitian ini adalah penelitian
preskriptif, karena dimaksudkan untuk mendapatkan mengenai saran-saran
guna mengatasi permasalahan mengenai pembinaan narapidana anak sehingga

dapat diperoleh gambaran mengenai prospeknya.

™ Soeryono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, 1984,
hal.2-10.Selanjutnya dikatakan, penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan
tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang atau bahkan tidak ada. Penelitian
ini dimaksudkan untuk memperoleh data awal. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan
untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala
lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat
membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-
teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup. maka scbaiknyva
dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-
hipotesa tertentu.

Ibid. Penelitian diagnostik merupakan suatn penyelidikan yang dimaksudkan untuk
mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa
gejala. apabila snatu penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai
apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah terientu, maka penelitian ini
dinamakan penelitian preskriptif. Suatu penelitian evaluatif pada umumnya dilakukan,
apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.

Ll
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4, Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang,
dengan asumsi, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang ini karena

berdasarkan sejarah lembaga ini merupakan lembaga pemasyarakatan anak yang

pertama-tama didirikan berdasarkan Surat Direktur Yustisi tanggal 14 Pebruari-

1922 Nomor 020/1/3 yang diusulkan kepada pemerintah untuk mempergunakan
tanah swasta di Tanah tinggi Tangerang sebagai tempat untuk mendirikan
sebuah rumah penjara untuk usia muda. Dengan demikian berdasarkan
pengalaman sejarah lembaga tersebut, maka diharapkan dapat diperoleh data
yang dapat menunjang penelitian mengenai pembinaan narapidana anak ini.
5.Responden Penelitian

Responden yang diharapkan dapat memberikan informasi seseuai dengan
penelitiaﬁ ini adalah :
1. Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang,
2. Kepala Seksi Pembinaan Amak didik di L.embaga Pemasyarakatan Anak

Tangerang;

. Kepala Bagian tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

|8

4, Tim Pengamat Pemasyarakatan;

5. Kepala BAPAS Jakarta Barat

6. Penentuan Sampel
Pada penelitian ini penentuan sampel untuk narapidana anak adalah

dengan cara purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan, yang
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dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.

Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: ™

a. harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat dan karakteristik tertentu yang
merupakan ciri-ciri utama populasi;

b. Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek
yang paling banyak mengandung ciri-ciri  yang terdapat pada populasi;

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi
pendahuluan.

Berdasarkan studi pendahuluan maka narapidana anak yang berada di
lembaga pemasyarakatan mempunyai ciri-ciri , sifat-sifat atau karakteristik yang
irip.

Sehingga menurut penulis masalah jumlah bukanlah hal yang utama, akan tetapi
penulis akan berusaha untuk  mengambil sampel lebih dari 1/3 jumlah. populasi,

sehingga diharapkan dapat memberikan data yang menunjang bagi penelitian ini.

7. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan  dengan

menggunakan teknik sebagai bertkut :

'» Ronny Hanitijo, Op. Cit., hal. 51.
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a. Studi dokumen dan studi kepustakaan (library research).
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa;
(1) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri
dari norma-norma atau kaidah-kaidah dasar berupa Undang-Undang
dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan
pelaksana lainnya berdasarkan hirarki perundang-undangan, bahan-bahan
hukum yang tidak dikodifikasikan selama menyangkut dengan penelitian
ini,
(2) Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan mengenai bahan-bahan hukum
primer, yaitu rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil seminar-
seminar atau penelitian ilmiah atau karya ilmiah para pakar mengenai
masalah yang sesuai dengan penelitian ini.
(3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk
maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, seperti kamus, ensiklopedia yang dapat mendukung
menjelaskan dan melengkapi bahan-bahan yang diperoleh.
b. Penelitian Lapangan (Field research)

Untuk mencari data guna mendukung dan menunjang data sekunder
yang diperoleh melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, diperliuan studi
lapangan ke lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan untuk

mengetahui bagaimana implemantasi pembinaan narapidana anak.



Untuk kebutuhan dalam melakukan penelitian lapangan, khususnya
kepada narapidana anak, digunakan kuesioner mengingat jumlah narapidana
anak yang relatif banyak. Kuesioner ini diserahkan langsung kepada responden
narapidana anak, dan selama pengisisan kuesior}er dipandu oleh penulis
mengingat sebagian besar dari mereka tingkat pendidikannya rendah. Dengan
kuesioner ini akan memungkinkan penghematan waktu dan biaya dan peneliti
Iﬁemiliki kesempatan untuk menjalin hubungan yang baik (rapport), menjelaskan
tujuan penelitiannya dan menerangkan item-item yang barangkali kurang jelas,™
khususnya kepada narapidana anak. Kuesioner ini diberikan dalam sifat
tertutup, yaitu angket yang menghendaki jawaban pendek atau jawabannya
diberikan dengan dibubuhkan dengan tanda tertentu, akan tetapi disediakan juga
ruang khusus untuk menuliskén alternatif jawaban “lain-lain”, yang
memungkinkan responden menuliskan apa yang mereka anggap alasan paling
penting.”” Mengingat sebagian besar narapidana anak tingkat pendidikannya
Sekolah Menengah Pertama ke bawah, dengan pola pikir yang sederhana, maka
angket tertutup diharapkan cocok diberikan kepada mereka. Sedangkan
terhadap praktisi hukum yang terkait dalam masalah pembinaan narapidana anak

digunakan wawancara. Maksud digunakan wawancara adalah untuk

) Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya, 1982,
hal. 176.

7% Sanapiah Faisal, Ibid., hal. 178-179. Selanjutnya dijelaskan untuk jenis-jenis informasi
tertentu, angket tertutup ternyata sangat memuaskan, mudah diisi, memerlukan waktu
yang relatif singkat, memusatkan responden pada pokok persoalan, relatif objektif dan
sangat mudah ditabulasi serta dianalisis.
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mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan,
motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan.”®

Teknik wawancara digunakan berdasarkan pedoman wawancara,
sehingga wawancara vang dilakukan merupakan wawancara yang glifokuskan
(focused interview).”” Dipandang dari sudut pertanyaan yang diajukan,
wawancara dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu closed interview dan open
interview.”™

Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka, yaitu wawancara
dengan pertanyaaﬂ-peﬂanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak

terbatas dalam jawaban beberapa kata saja tetapi dapat mengungkapkan dengan

kata-kata yang panjang.

9. Teknik Analisis Data

Data yang telah dihimpun dari hasil penelitian baik data sekunder
melalui studi kepustakaan maupun data primer melalui studi lapangan,
selanjutnya diolah dan diklasifikasikan untuk diteliti mana data yang relevan
dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan serta data mana yang harus
diabaikan, selanjutnya data tersebut akan disusun secara sistematis sehingga
akan diperoleh gambaran mengenai penyelesaian permasalahan di atas. Dalam

menganalisis data penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif.

78) {exy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya Bandung, 1995,
lhal. 135.

) Koencaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 1993, hal. 139.

78 K gencaraningrat, Ibid., hal. 140.




BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Batasan Mengenai A.nak

Pembicaraan tentang anak dalam kaitan perilaku delinkuensi anak,

- biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti

tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak.

Disamping itu ada pula yang mepggunakan pendekatan psikhososial

dalam usahanya merumuskan mengenai batasan tentang anak ini.”

Perumusan batasan mengenai anak, tidak ada keseragaman baik dalam
perundang-undangan nasional sendiri, maupun dengan negara-negara lain. Di
dalam perundang-undangan nasional, terdapat beraneka ragam batasan
mengenai anak, misalnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
ditentukan anak adalah mereka yang berada di bawah usia 21 tahun, di dalam
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan batas
usia anak adalah di bawah 16 untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan
anak adalah mereka yang berada di bawah usia 18 tabun.

Kebanyakan negara mempunyai batas usia minimum dan batas
maksimum seorang anak untuk dapat diajukan ke sidang anak.
Sebagai perbandingan dikemukakan sebagai berikut:*?

1. Amerika Serikat : Ada 27 nmnegara bagian yang menentukan batas

usia

) paulus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya, Op.
Cit., hal. 7.
80) Gyi Widoyati Soekito, Anak dan Wanita dalam Hukum, LP38S, Jakarta, 1989, hal. 10-11.
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2. Inggris

3. Australia

antara § sampai 18 tahun, negara bagian menentukan
batas usia 8-17 tahun dan negara bagian lainnya

menentukan batas usia 6 sampai 16 tahun.

: Menentukan batas usia 12 sampai 16 tahun.

: Kebanyakan negara bagian menentukan batas usia

. antara 6 sampai 16 Tahun

4. Negeri Belanda
5. SriLanka

6. Jepang dan Korea:
7. Taiwan
8. Kamboja
9. Filiphina
10. Malaysia

11. Singapura

: Menentukan batas usia antara 12 sampai 18 tahun.

: Menentukan batas usia antara 6 sampai 18 tahun.

Menentukan batas usia antara 14 sampai 20 tahun.

: Menentukan batas usia 14 sampai 18 tahun.
: Menentukan batas usia 15 sampai 18 tahun.
: Menentukan batas usia antara 7 sambai 16 tahun.
: Menentukan batas usia antara 7 sampai 18 tahun.

- Menentukan batas usia antara 7 sampai 16 tahun.

Sementara Task Force on Juvenile Deliquency Prevention menentukan

bahwa seyogyanya batas usia penentuan seorang sebagai anak dalam konteks

pertanggungjawaban pidananya ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas

antara 16-18 tahun. Resolusi PBB yang tertuang dalam Resolusi 40/33 yaitu

tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile

(Beijing Rules) menetapkan batasan anak adalah seseorang yang berusia 7-18

tahun (Commentary Rule 2.2). Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas
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atas yaitu 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang beru;ia di bawah 18
tahun (Rule 119 (a). *V

. Batasan usia ini biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauh mana
anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal. 82)

Dari batasan tersebut di atas, tampak beberapa kelompok negara yang
hampir senada dalam menentukan batas usia minimal kapan seseorang dapat
dikategorisasikan sebagai anak, yaitu 8 tahun (terbanyak), Untuk negara-negara
Asean menetapkan 7 tahun, Iran Menetapkan 6 tahun; Negaié Ing-gri—s dan
Negeri Belanda menetapkan 12 tahun, Jepang, Korea dan Taiwan menetapkan
14 tahun, Kamboja menetapkan 15 tahun. Sedangkan penentuan. batas
maksimal seseorang dapat dikategorisasikan sebagai anak juga cukup beragam.
Kecenderungan paling tinggi terlihat pada batas usia 16-18 tahun. Sementara
batas maksimal 17 sampai 20 tahun terlihat hanya pada beberapa negara saja.

Perbedaan penetapan batas usia ini terjadi, karena ada pengaruh kondisi
sosiokultural masyarakat dari negara-negara bersangkutan, sehingga
memunculkan adanya keanekaragaman penentuan batas usia seseorang sebagai
anak.®¥

Di dalam Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the

Child) Article .1 (Pasal 1) dikatakan:

1) paulus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya, Op.
Cit., hal. 8.

83 Eneyclopedia Americana, 1974, Seri 16, hal. 270.

%) paulus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya, Op.
Cit., hal. 9.




“For the purposes of the Present Convention, a Child means every
human being below the age of 18 years unless, under the law applicable
to the child majority is attained earlier." (Yang dimaksud anak dalam
Konvensi ini adalah setiap orang yang berada dibawah usia 18 tahun,
kecuali berdasarkan undang- undang yang berlaku bagi anak ditentukan
batas usia dewasa dicapai lebih awal. %V
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, dalam
menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum
berumur enam belas tahun, maka hakim dapat menentukan:

- memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya,
walinya atau pemelihﬁranya tanpa dijatuhi pidana apapun atan
memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa
pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran
tersebut pasal, 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531,
532, 536, 541 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena
melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan
putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Selanjutnya didalam pasal 45 dan 46 diatur mengenai tindakan dan
pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, yaitu Pasal 46 ayat 1 (satu): Jika
hakim memerintahkan yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka lalu
dimasukkan ke dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan

dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada

orang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal

#) United Nation Children Funds, Convention on the Rights of The Child, Resolusi PBB
44425, 1989. page 6.
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untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas

tanggungan pemerintah, dengan cara lain: dalam kedua hal di atas paling lama

sampai umur delapan belas tahun.

Pasal 46 ayat 2 (dua):

Aturan untuk melaksanakan ayat satu pasal ini ditentukan dengan undang-

undang.

Pasal 47 ayat 1 (satu):

Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap

perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. .

Pasal 47 ayat 2 (dua):

Jika perbuatan merupakan kejabatan yang diancam pidana mati atau pidana

penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas

tahun.

Pasal 47 ayat 3 (tiga) :

Pidana tambahan yang tersebut dalém pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3 tidak-
dapat dijatuhkan. Di dalam Rancangan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana tahun 1997/1998 diatur mengenai Pidana dan tindakan bagi anak, yaitu
dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 127.

Pasal 111:

(1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak

pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
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(2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi or;mg yang berumur 12
(dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 112 RKUHP ini mengatur tentang penundaan pemeriksaan di
pengadilan demi kepentingan anak setelah mendengar pertimbangan penyidik,
penuntﬁt umum dan petugas kemasyarakatan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak diatur mengenai

batas usia minimum seorang anak yang dapat diajukan ke sidang anak, yaitu :
Pasal 4 ayat 1 (satu) : Batas umur anak nakal yang dapat d1ajukan ke Sidang
Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18
(delapan belas) tahun.
Pasal 4 ayat 2 (dua): Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan
setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum
mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak juga diatur mengenai anak di
yang belum berumur delapan tahun melakukan atau diduga melakukan tindak
pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang ini, yaitu ;

Pasal 5 ayat 1 (satu) :

Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau
diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan

pemeriksaan oleh penyidik.
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Pasal 5 ayat 2 (dua) :

Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) masih dapat dibina oleh orang tua,
wall atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut
kepada orang tua wali atau orang tua asuhnya.

Pasal 5 ayat 3 (tiga) :

Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) tidak dapat dibina lagi oleh orang
tua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada
Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing
Kemasyarakatan.

Dengan demikian menurut pasal ini, anak dibawah umur delapan tahun
yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan
penyidikan dengan tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Menurut disiplin ilmu lain, dalam hal ini psikologi perkembangan anak,
maka dilakukan pembagian, yaitu : 5
1. Masa Kanak-kanak, yaitu sejak lahir sampai 5 tahun.

2. Masa Anak, yaitu umur 6 sampai 12 tahun.
3. Masa Pubertas, yaitu umur 13 sampai kurang lebih 18 tahun bagi anak putri
dan sampai umur 22 tahun bagi anak putra.

4. Masa Adolesen, sebagai masa transisi ke masa dewasa.

8) Agus Suyanto, Psikologi Perkembangan, Rineke Cipta, Surabaya, 1977, hal. 1.
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Menurut sejarah ilmu jiwa anak, dikatakan, bahwa sejak dulu manusia
berusaha menguasai alam termasuk di dalamnya menguasai ilmu pengetahuan,
tapi baru pada akhir-akhir ini, kehidupan sebagai anak yang memiliki dunianya
sendiri diperhatikan. Dan usaha pendidikan anak sudah sejak dulu
dilaksanakan, misalnya di Yunani atau Romawi kuno, tapi belum memandang
bagaimana seharusnya. Pada waktu itu belum ada keinsafan bahwa untuk
rumah pendidikan anak, diperlukan lebih dahulu seluk beluk kehidupan anak
apalagi kehidupan jiwanya.%’

Pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak ini sangat penting
untuk- diketahui oleh pejabat-pejabat yang bersanékutan dengan anak anak yang
melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Para Hakim, Jaksa, Polisi,
Rumah Pendidikan, Lembaga Pemasyarakatan Anak dan lain-lain yang

terlibat, harus menyadari bahwa dengan mendidik anak-anak tersebut

- diharapkan perubahan atas sifat-sifat yang tidak baik tadi. Asas bagi

kepentingan anak, yang diusahakan dengan memberikan bimbingan,
pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan
peradilan anak-anak. 57

Dengan demikian penentuan batasan anak ini cukup beragam baik dilihat

dari berbagai peraturan perundang-undangan nasional, inirumen internasional,

maupun dalam disiplin ilmu lain.

%) Ibid., hal. 47. |
¥ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Op. Cit., hal. 22.
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Dilihat dari kepentingan penentuan batasan anak dalam kaitannya dengan
pembicaraan tentang perilaku delinkuensi anak dan penanganannya, maka apa
yang telah terjadi di negara-negara cukup dapat diterima, dan sangat beralasan
paling tidak sudah ada ketentuan yang jelas tentang bé.tas usia terendah
seseorang dikategorisasikan sebagai anak. Hal ini bila dikaitkan dengan
penegasan Rule 4 Resolusi PBB 40/33 maka adanya ketentuan bats;s minimal
usia sedikit banyak sudah dapat dipakai sebagal pedoman penentuan batas usia

minimal pertanggungjawaban pidana anak. 88

B. Pengertian Delinquency Anak

Masalah delinkuensi anak menyangkut pelanggaran norma masyarakat.

_ Pelanggaran norma adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah

laku seseorang ditentukan oleh sikapnya (atfitude) dalam menghadapi situasi
tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subjektifnya akan nilai dan norma
dari masyarakat atau kelompoknya. Nilai dan norma ini diterima dan dihayati
oleh si individu dari dan dalam mana kebudayaan dimana ia dibesarkan.
Seorang individu yang melanggar norma mempunyai sikap tertentu terhadap
situasi yang diatur oleh norma yang bersangkutan. Sikﬁp tertentu mana
membuat dia tidak merasa perlu untuk mentaati norma yang bersangkutan.

Sikap ini adalah proses dari sosialisasi individu.*”

#) paulus Hadisuprapto, Op. Cit, hal. 9.
%) Sahetapy dan Mardjono, R, Parados dalam Kriminologi, Rajawali Press, Jakarta, 1989,

hal. 45.
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Kalau memang dapat diterima batwa tingkah laku melanggar norma dari
anak delinkuen itu ditentukan oleh sikapnya terhadap suatu situasi tertentu,
maka dalam usaha penanggulangan preventif harus diusahakan agar sosialisasi
yang mengakibatkan sikap ini tidak terjadi, sedangkan dalam | usaha
penanggulangan represif harus diusahakan agar terjadi perubahan dar sikap
itu.””

Pembicaraan perilaku delinkuensi anak seperti juga pembicaraan pada

orang dewasa secara kriminologis sangat dipengaruhi oleh paradig_m; pemikiran

yang diterapkan dalam melakukan kajian terhadap objek yang diamati, yaitu
|
kejahatan pada umumnya dan perilaku delinkuensi anak pada khususnya.”’

Di dalam Kriminologi ada beberapa paradigma yang dikenal, yaitu, |klasik,

positip dan kritis.

Misalnya dalam paradigma klasik, untuk dapat mengerti paradigma ini, maka
kita perlu ketahui dulu “intelectualbackground” masa itu, yaitu pada masa itu
adalah masa pertengahan dalam- pemikiran-pemikiran antara gereja dan
kekuasaan di satu pihak dan dan di pihak lain intelectualism dan rastionalism
dari ”The Social Contract Writers" (Hobbes, John Locke, Montesqueu,
Voltaire dan Rossseau). Masa ini adalah masa yang penuh dengan rasa
ketidakpuasan dan protes terhadap kesewenang-wenangan dalam acara|pidana

dan terhadap manusia. *?

%) Ibid., hal. 46.

D paulus Hadisuprapto, Op. Cit., hal. 11,

%2) purnianti dan Kemal Darmawan, Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi,
Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hal. 46.
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Beccaria adalah merupakan salah seorang yang memperjuangkan

peninjauan kembali dari perbuatan-perbuatan yang dinamakan kejahatan dan

hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu.

Bukunya yang terkenal dari Beccaria adalah "Essay and Crime

Punishment” Beberapa prinsip keadilan dalam buku tersebut, seperti yang

dikutip oleh Vold adalah sebagai berikut : **

1.

Pembentukan suatu masyarakat yang didasarkan pada suatu kontrak
(contractual society) untuk menghindarkan (menghindari) perang dan
kekacauan. Jadi penjumlahan dari semua kebebasan individu' merupakan
kekuasaan negara, dan ini diserahkan kepada seorang penguasa, sebagai
administrator yang sah, tapi perlu pula diatur untuk melindungi dan
mempertahankannya terhadap keserakahan individu, perlu hukuman
terhadap mereka-mereka yang melanggar undang-undang hanya Bila _
hukuman itu terus menerus diingatkan, maka ada pengaruhnya terhadap
mereka yang karena nafsu-nafsunya menentang kesejahteraan bersama. -

Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim, oleh karenanya
hanya undang-undang yang dapat menentukan hukuman bagi kejahatan, dan
kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang (hukum) pidana hanya ada
pada pembuat Undang-Undang, hakim tidak dapat, dengan alasan apapun
juga menjatuhkan hukuman yang tidak  ditentukan oleh Undang-Undang

atau memperberat hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.

9 Thid., hal.' 46-47.
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3.

5.

Tugas sebenarnya dari hakim hanya menentukan kesalahan seseorang,
hukuman adalah urusan Undang-Undang. Hakim tidak menginterprestasikan
(menafsirkan ) Undang-Undang Hukum Pidana. Sekalipun Undang-Undang
telah ditentukan, maka tugas Hakim hanya menentukan apakah suatu
perbuatan sesuai atau tidak dengan aturan tertulis.

Adalah hak dari negara (penguasa) untuk menghukum hak dari negara untuk
menghukum didasarkan kepada keperluan yang mutlak (absolufe necessity)
membela kebebasan masyarakat (umum) yang telab dipercayakan
kepadanya, dari keserakahan individu.

Harus ada suatu skala kejahatan dan hukuman. Skala harus dibuat dengan,
pada ujung yang pertama perbuatan-perbuatan yang langsung akan
menghancurkan masyarakat dan pada akhirnya, perbuatan-perbuatan terkecit
yang merupakan ketidakadilan terhadap seorang anggota masyarakat.
Diantara kedua ujung inilah dikumpulkan semua perbuatan-perbuatan yang
bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat yang semua disebut dengan
kejahatan,

Sengsara (sakit) dan kesenangan adalah dasar dari motif-motif manusia
(human motivation). Demikian pula halnya dalam perbuatan-perbuatan
agama, pembuat undang-undang yang tidak tampak telah menentﬁkan
hadiah dan hukuman.

Perbuatannya dan bukan "kesalahannya" (infenf) yang merupakan ukuran

dari besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan.
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8. Prinsip dasar dari hukum pidana terletak pada sanksi-sanksi yang positip.

Pandangan-pandangan Beccaria ini besar pengaruhnya terhadap
pembentukan Undang-Undang Perancis (French Code penal) tahun 1971. Oleh
karena itu maka sifat dari mazhab kalsik ini sering pula disebut “Administrative
and Legal Criminology”.

Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan
rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi
penjglasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok.
Intelegensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti
dia adalah penguasa dari nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhiuk yang
mampu memahanﬁ dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan
kehendaknya *¥

Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan
yang dilarang undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang
melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari
individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh karena itu
secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini
adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan

keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk

#%) 1.S. Susanto, Kriminologi, UNDIP, hal. 3.
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melakukan kejahatan. Dengan demikian tugas kriminologi adalah membuat pola
dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan. **

Paradigma yang kedua dalam kriminologi adalah paradigma positip.

Abad yang menengahi zaman Beccaria dan Lambroso menggambarkan
suatu pergeseran dalam cara pemikiran orang tentang dirinya. Pergeseran
tersebut demikian hebatnya, sehingga dapatlah disimpulkan sebagai suatu
revolusi intelektual. Dalam abad ini terwujudlah metodologi darl ilmu yang
objektif, yaitu ilmu yang objeknya nyata, sebagai lawan dari ilmu yang abstrak,
empiris dan eksperimental. Hasil-hasil penyelidikan ilmu ini dengan penafsiran-
penafsirannya menimbulkan pendekatan intelektual yang baru, yaitu suatu sistem
untuk menjelaskan semua fenomena, termasuk manusia dengan semua sarana-
sarananya yang serba lengkap, dan dengan pusaka yang diwarisinya dari nenek
moyangnya berwujud sejarah, adat kebiasaan, tradisi-tradisi, mitos-mitos dan
kepercayaan. ’

Aliran positip yang dipelopori oleh para ilmuwan lebih mengutamakan
keunggulan ilmu pengetahuan yang berkembang dari kenyataan i}idup
masyarakat. Para ilmuwan tidak cukup puas hanya dengan berpikir untuk
meningkatkan dan memodernisasi peradaban masyarakat, melainkan mereka
lebih banyak berkeinginan untuk menjelaskan semua gejala kehidupan yang

terjadi dalam masyarakat. °

%) Ibid, hal. 4.
) Romili Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung, 1992,
hal.3.
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Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akalnya disertai kehendak
bebasnya, akan tetapi aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak
terlepas dari pengaruh faktor lingkungannnya. Secara singkat aliran ini
berpegang teguh kepada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh
hukum sebab akibat (cause-effect relationship).*”

Menurut LS. Susanto,’® aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan
bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan
keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi mahkluk yang dibatasi atau
ditentukan perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya. Manusia berubah dan
berkembang bukan semata-mata karena intelegensinya akan tetapi melalui
proses yang berjalan pelan-pelan dari aspek biologiknya atau evolusi kultural.

Potitivis menolak peﬁjelasan yang berorentasi pada nilai, dan
mengarahkan kepada aspek-aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya
dalam usaha mencari hubungan sebab akibat. Dalam kerangka pemikiran yang
demikian, maka tugas kriminologi adalah menganalisis sebab-sebab perilaku
kejahatan melalui situsi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial
dan kultural **

Paradigma yang ketiga dalam kriminologi adalah paradigma kritis.

lMazhab kritis ini dikenal juga dengan istilah "criticalcriminology” atau

kriminologi baru. Mazhab kritis pada dasarnya meragukan eksistensi keberadaan

D Ibid.
% 1.S. Susanto, Kriminologi, Op. Cit., hal.5
%) Tbid.
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hukum pidana. Pendukung Mazhab ini menganggap bahwa pihak yang membuat
hukum pidana hanyalah sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang
kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana
itu. Jadi hal yang dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana dapat saja
dianggap oleh masyarakat (umum) sebagai hal yang bukan tindak kejahatan
(tidak jahat). Dan tentunya, hal tersebut terjadi jika peréepsi para pembuat
hukum pidana berbeda dengan persepsi masyarakat luas pada umumnya.'®”
Aliran pemikiran kritis tidak berusaha menjawab apakah perilaku manusia
itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada:mempelaj_a:(i
proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana ia hidup. -
Kriminologt kritis misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai
kontruksi sosial, artinya manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu
sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin
pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Ini berarti kejahatan
dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat didefinisikan
dan dipelajari secara objektif oleh ilmuwan sosial, sebab dia ada karena hal itu
dinyatakan demikian oleh masyarakat.'*"
Sehubungan dengan itu maka tugas kriminologi kritis adalah menganalisis
proses-proses bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan dan

orang-orang tertentu. '

') pymianti dan M. Kemal Darmawan, Mazhab dan Penggolongan Teori dalam
Kriminologi, Op.Cit., hal. 62,

190 1 S. Susanto, Kriminologi, Op. Cit., hal. 6.

199 1bid., hal. 7.




Secara umum dalam mazhab kritis dikenal adanya dua pendekatan,
yaitu; '

1. Pendekatan interaksionis.

2 Pendekatan konflik.

Pendekatan interaksionis berusaha mencari tahu mengapa orang-orang
tertentu dan perbuatan-perbuatan tertentu dianggap sebagai penjahat dan
kejahatan dalam masyarakat tertentu, melalui studi tentang arti kejahatan bagi
masyarakat. Sedangkan pendekatan konflik memusatkan perhatiannya pada
masalah kekuasaan dalam pendefinisian kejahatan. Pendekatan konflik
beranggapan bahwa orang-orang dalam suatu masyarakat mempunyai tingkat
kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi perbuatan dan penegakan hukum.

Dari uraian tentang ketiga paradigma dalam kriminologi tersebut, maka
tampak telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam perkembangan studi kejabatan
atau kriminologi.

Tanpa mengurangi arti penting paradigma-paradigma yang dikenal dalam
kriminologi seperti paradigma klasik, positip dan kritis, maka ada batasan-
batasan yang lazim diterapkan dalam kajian-kajian tentang perilaku delinkuensi

anak. Dari beberapa pengertian tentang perilaku delikuensi anak mungkin sekali

199 pymianti dan M. Kemal Darmawan, Mazhab dan Penggolongan Teori dalam
Kriminologi, Op. Cit., hal.62.
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akan tampak secara implisit latar belakang pemikiran yang Aiterapkan untuk
merumuskan_ batasan itu, '*¥

Mengenai istilah delinquency belum terdapat keseragaman dalam bahasa
Indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara lain; kenakalan anak, kenakalan
remaja, kenakalan pemuda, delinkuensi anak dan tuna sosial. '*

Istilah yang sering terdengar dan lazim dipergunakan dalam media massa,
adalah kenakalan remaja atau sering juga digunakan istilah kejahatan anak.
Istilah kejahatan anak dirasakan terlalu tajam. Sementara istilah kenakalan
remaja sering disalahtafsirkan dengan kenakalan yang tertuang dalam pasal 489
KUHP. '%¢ |

Sebenarnya menurut kamus Bahasa Inggris, Juvenile berarti: young
person atau pemuda dan’ delinquency berarti: perbuatan salah, jadi secara
harfiah, Juvenile delinquency berarti perbuatan salah yang dilakukan oleh
pemuda.'®”

Jadi kata kejahatan sekiranya kurang tepat diperguﬁakan sebagai ganti
kata berbuat salah. Sebab perbuatan salah belum tentu dilakukan oleh seseorang

108)

yang jahaf.

109 paylus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya,
Op.Cit., hal. 1. 7

105 Abdul Hakim. G. Nusantara, Prospek Perlindungan Anak dalam Hukum dan Hak-
Hak Anak, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 31.

199 paulus Hadisuprapto, Juvenile Deliquency: Pemahaman dan Penanggulangannya,
Op.Cit. .

19% John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Bahasa Indonesia-Inggris, Sinar Grafika, hal.
134.

199) A gys Sujanto, Psikologi Perkembangan, Op.Cit., hal. 204




Beberapa istilah dari beberapa judul buku pada inti akhirnya mengarah
kepada makna yang sama,'” dan ada kecenderungan penggunaan juvenile
delinquency paling banyak digunakan.

Juvenile delinquency sering juga disebut sebagai kenakalan remaja. Kata
Delinquency berasal dari bahasa latin “delinquere’, yang berarti mengingkari
yang dalam arti luasnya dapat dinterprestasikan sebagai pengingkaran atau

penyimpangan terhadap pola-pola tingkah laku yang telah diterima oleh

masyarakat.'"”

Di dalam The Penal Law of State of New York dirumuskan :

“The delinquent one who in crigible, ungoverneble or habitually dis-
obedient, and beyond the control his parenat guardians, on other lawfull
authority or who without jaust cause and without the consent his parents
guardian or other custodian, desert his home or place abode.”™'"

Sedangkan Paul Tappan mengemukakan ;'

“The juvenile delinquency is a person who has been adjudicated as such
by a court of proper juridisction trough he may be different, up until the
time of court contact and adjudication at anyrate from mases of children
who are no delinquent. Delinquency ia any act course of conduct, or

199 paytus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency, Op.Cit., hal.12. Selanjutnya dikatakan,
beberapa istilah yang sama dari beberapa judul antara lain: Robert G. Trojonowich dan
Merry Morash dalam buku Juvenile Delinquency, Concept and Control, Shaw and Me.
Kay dalam buku Juvenile Delinquency and Urban Arcas, Rose Giallombardo dalam buku
Juvenile Delinquency, A Book Reading. Korn dalam buku Juvenile Delinquency, Jossine
Junger Tass dan Richard. L. Block dalam buku Juvenile Delinquency in the Netherlands,
Albert Cohen dalam bukunya Delinguent Boys, Cloward & Ohblin dalam bukunya
Delinquency and Opportunity, Siegel &Sienna dalam bukunya Juvenile Delinquent, Vos
dalam bukunya Society, Delinqueny and Delinquent Behaviour, Clark dalam bukunya
Reference Gronp Theory and Delinguency, Wiles dalam bukunya Crime and Delinquency,
Halin dalam bukunya Juvenile Offender and the Law. :

19 pygli Effendi dan A.S. Alam, Langkah-Langkah Konkrit untuk Menanggulangi
Kenakalan Remaja, Seminar Kriminologi III, Semarang, hal. 3.

U Ninik Widayanti dan Panji Anoraga, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya:
Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial, Pradnya Pramita, 1987, hal. 33.

12 Thid,
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situation wich be brought before a court and adjudication wheter in fact

it comes to be freated there of by some resourse of indeed remains
untreated.”

Dari rumusan ini kita mendapat kesimpulan bahwa bila perbuatan anti sosial itu
dilakukan oleh orang dewasa, maka itu dinamakan crime (kejahatan), sedang
bila dilakukan oleh anak, maka disebut delinquency (kenakalan).

Sedangkan Dr. Fuad hasan menyatakan ;

“Delinquency adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh
anak remaja yang bila dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai
tindak kejahatan '

Sedangkan Benyamin Fine merumuskan sebagai berikut :

‘Many different definition of the term juvenile delinquency have been
offered. Probably the one most commonnly accepted is the legal
definition that juvenile delinquency constitutes any act wich, if commited
by an adult would crime. That means a child who has violated any law of
his community, state or nation would be a delinquent. “'™

') juvenile delinquency berarti

Dari pembatasan tersebut dapat dikatakan,
perbuatan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma-
norma hukum pidana dan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh para

juvenile delinquents.

) Tbid.

1149 gimanjuntak, B, Latar Belakang Kenakalan Remaja, (Etiologi Juvenile Delinquency),
Alumni, Bandung, 1977, hal. 58-59.

1% Ninik Widayanti dan Panji Anoraga, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya, Op.
Cit., hal. 33.
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C. Pelindungan Anak dalam Hukum Pidana

Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak/remaja adalah
sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kurang perhatian dan dan
tidak diselenggarakannya perlindungan anak/remaja akan membawa akibat yang‘
sangat merugikan diri kita sendiri dikemudian bari. Dalam arti luas pada
hakekatnya ini juga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar
194519

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak, pada pasal 2 ayat 3 dan 4 dinyatakan: "Anak berhak atas pemelihérﬁén

dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang

dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan
dengan wajar". Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu
adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan
pertakuan yang adil terhadap anak.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana
setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan
anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan
demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang

kehidupan bernegara dan bermasyarakat. -

116) Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hal. 1.
7 1bid.,, bal., 18.
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Perlindungan terhadap anak secara umum telah banyak mendapat
perhatian baik dalam skala nasional maupun internasional.

Hal ini terlihat dalam peraturan perundang-undangan nasional yang
mengatur masalah anak, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4
tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Pengadilan Anak dan
peraturan-peraturan pelaksana lamnya.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, Undang-Undang
Dasar 1945 jelas menyatakan bahwa_ negara memberikan perlindungan kepada
fakir miskin dan anak-é.nak terlantar. Ketentuan tersebut diperjelas di dalam
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteram Anak yang
menyatakan : Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak
yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya-secara wajar, .baik
secara rohani, jasmani maupun sosial.

Menurut Undang-Undang ini dirumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan -

berda_sarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan
khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemémpuan dan
kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasé dalam

kandungan maupun sesudah dilahirkan.
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4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya
secara wajar.

Dengan demikian dalam segala permasalahan, maka yang harus dilihat
adalah kepentingan anak dalam rangka memberikan kesejahteraan anak.

Demikian juga kepentingan anak dalam bidang hukum, khususnya dalam
bidang hukum pidana.

Membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses
peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar-
pemikiran dari peradilaﬁ anak (juvenile justice) itu sendiri. Bertolak dari tujuaﬁ '
dan dasar pemikiran inilah baﬁ dapat ditentukan apa dan bagimana hakekat
serta wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan kepada
anak.''® |

Tujuan dan dasar peradilan anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan
utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan
bagian infegral dari usaha kesejahteraan sosial. Dengan kalimat terakhir ini tidak
harus diartikan, bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah

kepentingari masyarakat, tetapi jestru harus dilihat bahwa mendahulukan atau

mengutamakan kesejahteraan anak pada hakekatnya merupakan bagian dari

usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. "' -

18} N uladi dan Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Hukum Pidana,Op. Cit., hal. 111.
19 Thid.




Dan perlindungan atas hak-hak anak sejauh ini telah dijamin oleh sejumlah
deklarasi yang dihasilkan komunitas internasional seperti, Geneve Declaration
on the on the rights of the Child (1924), Declaration on the Rights of the Child
(1950), Minimum Age Convention (1973, no; 138), juga diakui dalam
Universal Declaration of Human Rights, International Covenant of Economic,
Social and Cultural Rights dan sejumlah instrumen internasional serta beberapa
perundang-undangan nasional tentang kesejahteraan anak. 120

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya
perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia
(fundamental rights and freedoms of child) serta berbagai kepentingan yang
berhubungan dengan keéejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi
anak mencakup ruang lingkﬁp vang luas, hal ini terlihat dari banyaknya
dokumen/instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah anak, antara
lain : 2V
1.~ Deklarasi Jenewa tentang hak-Hak Apak tahun 1924 yang kemudian

dikukuhkan dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 1386 (X1V) tanggal 20
November 1959 mengenai Declaration of the Rigts of the Child;

2. Resolusi MU-PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai United
Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile
Justice” (The Beijing Rules); ,

3. Resolusi MU-PBB tanggal 20 November 1985 mengenai : The Prevention
of Juvenile Delinquency:

4. Resolusi MU-PBB 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengenai "Declaration
on Social and legal Principles Relating to the Protection and welfare of

Children, with Special reference to Foster Placement and Adoption
‘Nationally and Internationally”;

129 Bismar Siregar Dkk, Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta, C.V. Rajawali, 1986, hal. V.
120) Barda Nawawi Arif, Makalah Pada Seminar Peradilan Anak, Hotel Panghegar,
Bandung, 1996, hal. 67.
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5. Resolusi 43/121 tanggal 8 Desember mengenai "The Use of Children in the
Illicit Traffic in Narcotic Drugs;

6. Rsolusi MU-PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 mengenai "Convention
of the Rights of the Child";

7. Resolusi Ecosoc 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai "The Prevention
of Drug Consumption among Young Persons™:

8. Resolusi MU-PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenat "United
Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency” (The
Riyadh Guidelines),

9. Resolusi MU-PBB 45/113 tanggal 14 Desembr 1990 mengenai ‘United
Nuations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty"

10. Resolusi MU-PBB 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai “The
Instrumental Use of Children in Criminal Activities™:

11. Resolusi Xomisi HAM PBB (Commision on Human Rights) 1993/80
tanggal 10 Maret 1993 mengenai "The Application of Internasional
Standards Concerning the Human Rights of Detained Juveniles";

12. Resolusi Komisi HAM 1994/90 tanggal 9 Maret 1994 mengenai "“The Need
to Adopt Effective International Measure for the Prevention and
Eradication of the Sale of The Children, Child Prostitution and Child
Pornography”;

13. Resolusi Komisi HAM 1994/92 tanggal 9 Maret 1994 mengenai “The.
Special Rappourteur on the Sale Of The Children, Child Prostitition and -

Child Pornography";

14. Resolusi Komisi HAM 1994/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai "The Plight
of Street Children";

15. Resolusi Komisi HAM 1991/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai "The Lffect
of Armed of Street Children”;

16. Dalam Kongres PBB ke IX tahun 1995 mengenat "The Prevention of Crime
and The Treatmeen of Offenders", diajukan dua draft resolution, yaitu : -
a. Application of United Nations Standards and Norms in Juvenile Justice

(Dokumen A/CONF.169/L.5.)

b. Elimination of Violence againts Children (Dokumen A/CONF.169/1.11.)

Dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat, bahwa
kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup
122)

berbagai bidang/aspek, antara lain :

a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;

122 1hid.
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b. Perlindungan anak dalam proses peradilan,

c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan
dan lingkungan sosial)

d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan,

e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan
anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan,
memperalat anak dalam melakukan kejahatan, dsb;

f Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;

g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan konﬂik bersenjata; .

h. Perlindungan anak terhadap kekerasan.

Pembicaraan ini biasanya lalu membawa orang pada permasalahan
pemahaman mengenai bentuk perilaku penyimpangan dan atau perilaku kriminil
dikalangan anak, beserta Iata.f belakangnya termasuk usaha-usaha
penanggulangan terhadap perilaku-perilaku tersebut dalam masyarakat. 12 |
Di dalam pembicaraan penanggulangan kejahatan pada umumnya dikenal

istilah kebijakan kriminal,'®® yaitu suatu usaha rasional masyarakat dalam

menanggulangi kejahatan.

2 paulus Hadisuprapapto, Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penangguiangannya,
Op.Cit., hal. 82. o
129 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Piglana,Alumni, Bandung, hal. 113.
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Usaha mehcegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminil. Politik
kriminil ini dapat diartikan secara sempit, luas dan paling luas. '

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya
merupakan bagian yang integral dari upaya perlindungan masyarakat (social
defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) Oleh
karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik

kriminal adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 126)

127

Donald .R. Taft dalam bukunya Criminology menyatakan :

“Mencegah kenakalan anak-remaja merupakan sarana mutlak dalam
pencegahan kejahatan pada umumnya.”

Dengan demikian masalah perlindungan hak-hak anak bermasalah sangat
berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak anak péda umumnya. la merupakan
sub sistem dari perlindungan hak-hak anak pada umumnya. Sementara usaha
perlindungan hak-hak anak sangat ditentukan oleh adanya Kebijakan

Perlindungan Anak (Child Protection Policy), Kebijakan Kesejahteraan Anak

125 Soedarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminil, yaitu ; dalam arti sempit
politik kriminil itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar
dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas ia
merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk didalamnya cara
kerja di pengadilan dan polisi, sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan
keseluruhan Kkebijakan yang dilakukan melalui badan perundang-undangan dan badan-
badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.
Ibid., hal. 114.

126) Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya
Bhakti, 1996, hal. 2.

127 Donald R. Taft, dalam Ninik Widayanti dan Panji Anoraga . Perkembangan Kejahatan
dan Masalahnya, Op. Cit., hal. 37.



(Child Welfare Policy) yang kondusif terhadap usaha-usaha perlindungan hak-

hak anak ita sendiri, %

Hampir 30 tahun sebelum Konvensi PBB tantang hak-Hak Anak
dilahirkan, pada tanggal 20 November 1989 PBB terlebih dahulu telah
mengeluarkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Deklarasi ini dikeluarkan
dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang
membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk
kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat."”

Dalam konsiderans Deklarasi ini dikatakan bahwa; Dalam Deklarasi
sedunia tentang Hak Asasi Manusia, PBB telah menyatakan bahwa setiap orang
berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam
dalam Deklarasi ini tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kuiit, jenis
kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal usul
bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status.

Ini berarti bahwa Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu
berlaku juga bagi anak-anak. Akan tetapi masih menurut konsiderans Deklarasi
hak-Hak Anak ini, disebﬁtkan karena alasan fisik dan mental yang belum matang
dan dewasa, anak-anak membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus

termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah dilahirkan.

128 paylus Hadisuprapto, Juvenile Defiquency, Pemahaman dan Penanggulangannya,
Op.Cit., hal. 82. |
Nursyahbani Kacasungkawa, Lembaga Perlindungan Anak: Prospek dan
Permasalahannya, Loc. Cit., hal. 3.
130) Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Op.Cit., hal. 3.
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Konvensi Hak-Hak Anak ini memiliki ciri yang lain dibandingkan dengan
ketentuan internasional sebelumnya, tampaknya hal itu paling tidak terlihat dari
sifat pengaturan dan penentuan tentang hak-hak anak yang terkandung dalam

Konvensi tersebut seperti yang dikatakan Mario Santor Pai, 1994, sebagaimana

131

yang dikutip oleh Paulus Hadisuprapto, yang berbunyi :

"The Child is therefore see (by the Convention) not only as a vulnerable human
being needing special assistance and protection, which is the approach of
previous ionstrument(in particular the Declaration of 1939), but als as the
subject of fundamental rights freedoms, having th right to express his or he
views and seeing those views lake into consideration, being informed and
consulted, an sharing decisions-making process affecting his or he life.” The
Convention has set up a holistic approach to the rights of the child. In an
innovative way, civil, political, econoniic, social and cultural ‘rights are
included in the same text, all being necessary jfor the full and harmonious
development on the personality, and inherent to the human dignity of the
child.”

D.ari kutipan diatas jélaslah, Konvensi memiliki cara pandang yang
berbeda dibandingkan dengan instrumen-intrumen internasional sebelumnya.
Perbedaan itu terutama, tampak dari caranya melihat dan memperlakukan anak,
bukan semata-mata sebagai pihak yang ditempatkan secara paradoxal dengan
orang dewasa, melainkan ia diperlakukan sebagai suatu "msan" yang penuh
dengan segala hak-hak yang inherent melekat pada diri anak sebagai makhluk

manusia.

13) paulus Hadisuprapto, Masalah perfindungan Hukum Bagi Anak, Makalah pada
Seminar Nasional Peradilan Anak, Universitas Padjadjaran, Hotel Panghegar, Bandung,
1996, hal. 4.



Di1 dalam Deklarasi Hak-Hak Anak dimuat 10 (sepuluh) asas yang sangat

penting bagi perlindungan dan pengembangan anak, yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut:

1.

132)

Hak untuk menikmati hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa
kecuali;

Hak untuk memperoleh perlindungan khusus sehingga dapat berkembang
dengan sehat dan wajar dan dalam keadaan bebas dan bermanfaat secara

jasmani, mental. akhlak, roham dan sosial;

. Hak untuk memiliki nama dan kebangsaan;

Hazk untuk niémperoleh perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak
sebelum maupun sesudah dilahirkan maupun bagi ibunya serta berhak untuk

mendapatkan gizi, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan,

. Hak untuk memperoleh pen&idikan, perawatan dan perlakuan khusus bagi

anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi lemah akibat
suatu keadaan tertentu;

Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian terutama dari orang tua
mereka sendiri. Anak-anak dibawah umur lima tahun tidak dibenarkan
terpisah dari ibunya. Hak untuk mendapatkan perawatan khusus bagi anak-

anak yang tidak mempunyai keluarga atau tidak mampu;

132) Nursyahbani Kacasungkawa, Lembaga Perlindungan Anak: Prospek dan Permasala-

hannya, Loc.Cit., hal. 5.
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7. Hak untuk mendapatkan pendidikan wajib sekurang-kurangnya di sékolah
dasar secara cuma-cuma. kepentingan anak harus menjadi dasar pedoman
oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan mereka dan
tanggungjawab utama terletak pada orang tua mereka. Hak untuk bermain
dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan;

8. Hak untuk didahulukan untuk mendapétkan perlindungan atau pertolongan;

9. Hak untuk dilindungi dari segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman,
penindasan, perdagangan. Dengan alasan apapun anak-anak dibawéh umur
dilarang untuk dipekerjakan apalagi yang dapat merugikan dan merusak
kesehatan mereka maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh,
mental dan akhlak mereka;

10. Hak untuk dilindungi dari perbuatan yang mengarah pada diskriminasi rastal,
agama maupun bentﬁk-bentuk diskriminasi lainnya.

Karena bentuknya hanya sebuah Deklarasi, maka hanya mengikat secara
moral saja dan tidak mengikat secara yuridis bagi anggota-anggota PBB: Oleh
karena itu pada tahun 1989 disusunlah sebuah Konvensi Hak-Hak Anak yang
lebih mengikat secara yuridis. |

Dengan demikian, sekarang pendekatan internasional terhadap anak-anak
sekali lagi telah berubah secara dramatis. Gagasan bahwa mak—énak mempunyai

kebutuhan khusus telah memberikan keyakinan bahwa anak-anak mempunyai
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hak, dengan suatu spektrum hak-hak penuh yang sama seperti halnya orang
dewasa; hak sipil, dan politik, sosial, budaya dan ekonomi."**

Konvensi telah meﬁghasilkan suatu perubahan yang mendalam yang sudah
mempunyai dampak yang besar terhadap sikap dunia terhadap anak-anaknya.
Jika telah diratifikasi oleh suatu negara, maka secara hukum negara tersebut
wajib untuk melakukan semua tindakan yang sesuai untuk membantu orang tua
dan pihak yang bertanggungjawab dalam rmemenuhi kewajiban mereka terhadap
anak-anak dibawah Konvensi.”*¥

Konvensi ini juga meletakkan kewajiban kepada negara peserta Konvensi
untuk melakukan tindakan-tindakan guna melindungi hak-hak anak. Tindakan—
tindakan yang lharus dilakukan negara peserta pada pokoknya antara lain
meliputi; **

1. Kewajiban untuk melindungi anak dari perlakuan diskriminasi dan hukuman;

2. Kéwajiban untuk menjamin bahwa anak memperoleh perlindungan dan
perawatan untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatannya,

3. Kewajiban negara untuk menjabarkan hak-hak anak ke dalam kenyataan;

4. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan hak-hak anak ke

dalam kenyataannya,

133 Carol Bellamy, Laporan Situasi Anak-Anak Dunia 1997, United Nations Childrens's
Funds, hal. 9.

139 Ibid. :

139 Nursyahbani Kacasungkawa, Lembaga Perlindungan Anak: Prospek dan Permasala-
hannya, Loc.Cit., hal. 3-4.
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10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

Kewajiban negara untuk mengakui hak hidup anak dan menjamin
perkembangan dan kelangsungan hidup anak;

Kewajiban negara untuk menjamin hak anak memperoleh nama,
kewarganegaraan, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya;
Kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak nak untuk
memelihara jati diri, nama, kewarganegaraan dan hubungan keluarga,
Kewajiban negara untuk menghormati hak anak yang terpisah dari kedua
orang tuanya untuk memelihara hubungan keluarga tersebut;

Hak anak dan orang tua yang terpisah untuk reunifikasi;

Kewajiban negara untuk mencegah penculikan dan perdagangan gelap anak;
Kewajiban negara untuk menjamin hak. anak untuk menyatakan pendapat/
pandangan;

Hak anak untuk memperoleh informasi, menyatakan peﬁdapat, dengan
pembatasan tidak melanggar orang lain,

Kewajiban negara untuk menghormati hak anak atas kebebasan berp‘ikir,
berhati nurani (berkeyakinan) dan beragama;

Kewajiban negara untuk mengakui kebebasan anak untuk berhimpun,
bericurnpul dan berserikat,

Hak anak atas perlindungan privacynya;

Negara menjamin bahwa anak akan mendapat informasi dan aneka ragam

sumber yang diperlukan;
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17.

18.

19

20.

21

22.

23.

24.

235.

26.

27.

Negara menjamin bahwa orang tua bertanggungjawab untuk membesarkan
dan membina anak. Negara juga mengambil langkah guna membantu
orangtua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas;

Negara mengambil langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan
untuk. melindungi anak akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan,

penelantaran, eksploitasi, penyalahgunaan seksual;

. Kewajiban negara untuk memberi perlindungan dan bantuan bagi anak yang

tidak mempunyai orang tua;
Negara mengakui dan mengijinkan sistem adopsi baik di dalam negeri
dengan pertimbangan untuk kepentingan terbaik anak dan disahkan oleh

badan yang berwenang;

. Negara mengambil langkah untuk melindungi anak vang Eerstatus

pengungsi;

Hak untuk memperoleh perlakuan khusus bagi anak cacat;

Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;

Hak evaluasi bagi anak yang ditempatkan secara khusus untuk perawatan,
perlindungan dan pengobatan.

Hak anak untuk memperoleh jaminan sosial dan asuransi sosial;

Hak anak atas taraf hidup yang baik bagi pengembangan fisik, meﬁtal dan
sosialnya;

Hak anak atas pendidikan;
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28,

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Negara setuju bahwa tujuan .pendidikan anak didasarkan atas pengembangan
pribadi, bakat, kemampuan, mental dan pengembangan sikap menghormati
hak-hak asasi;

Hak anak dengan status minoritas dan penduduk asli untuk mepikmati
kebudayaannya, melaksanakan ajaran agama dan menggunakan bahasanya
sendiri;

Hak anak untuk beristirahat, bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan
bermain, berekreasi dan seni budaya;

Kewajiban negara untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan
pekerjaan yang membehayakan keschatan, pendidikan fisik dan mental.
Negara membatasi batas usia minimum, jam kerja, dan persyaratan kerja
serta menerapkan sanksi;

Negara melindungi anak dan segala penggunaan obat terlarang;

Negara melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual;

Negara mengambil langkah bilateral, multilateral untuk mencegah
penculikan, pepjualan dan perdagangan anak;

Negara melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi yang merugikan
aspek kesejehtaraan anak;

Larangan penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, hukuman mati,
seumnur hidup. Anak berhak untuk mendapat bantuan hukum dan bantuan

lain yang layak baik di dalam maupun di luar pengadilan,

37. Larangan rekruitmen masuk militer bagi anak di bawah lima belas tahun;
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38 Negara menjamin bahwa anak korban perang, penyiksaan, kelalaian atau

salah penanganan memperoleh perlakuan guna memulihkan dan resosialisasi;

39. Tentang administrasi peradilan anak;

40. Kewajiban negara untuk menyebarluaskan Konvensi ini baik kepada orang

dewasa atau anak-anak.

Dengan demikian masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya
perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum yang
sangat luas.

Berbagai dokumen/instrumen internasional dalam upaya memberikan
perlindungan kepada anak, sepantasnya mendapat perhatian dan semua negara
(termasuk Indonesia), dan diimplementasikan kedalam berbagai bentuk
kebijakan perundang-undangan dan kebijakan sosial lainnya. Namun patut
dicatat bahwa upaya perlindungan hukum bagi anak tentunya tidak cukup hanya
dengan menyiapkan "substansi hukum" (Tegal subiance), tetapi perlu jugé
didukung oleh pemantapan "struktur hukum" (legal structure) dan "budaya
hukum (Zegal culture). **?

Di dalam Konvensi Hak Hak Anak ada beberapa prinsip-prinsip yang
memuat perlindungan terhadap anak: **”

Di dalam article 2.2. Konvensi Hak-Hak Anak dikatakan:
"States parties shall all approriate measures 1o ensue that the child is

protected againts all forms of dicrimination or punsihment on the basis
of the status, activities, expressed opinions, or belief of the child's

136) Barda Nawawi Arif, Makalah pada Seminar Peradilan Anak Nasional, Loc.Cit, hal. 5.
137 Convention on The Rights of The Child, United Nation Children's Fund. hal. 7.
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parents, legal guardians, or family members.(Negara-negera peserta akan
mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak
dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan
pada status, kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orang
tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya).

Article 3.1 :‘

“In all action concerning children whether undertaken by public or
private social welfare institutions courts of law, administrative
authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a
primary consideration. (Dalam semua tindakan yang menyangkut anak
yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau
swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif
kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama).

Article 3.2. ;

"States parties undertake to ensure the child such protection and care as
is necessary for his or her will being, taking into account the rights and
duties of his or her parents, legal guardians, or othre individuals leggaly
responsible for him or her, and, to this end, shall take all approriate
legislative and administrative measure.” (Negara-negara peserta
berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian
rupayang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan
hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang
secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk
maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif
yang layak). -

Article 3.3 :

“States parties shall ensure that the institutions, services and facilities
responsible for the care or protection of children shall conform whith the
standards esthabilished by compotent authorities, particularly in the
areas of safety, health, in the number and suitable of their staff, as well
as compotent supervision." (Negara-negara peserta akan menjamin bahwa
lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung
jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan diri
dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang,
terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, baik dalam jumlah
maupun petugas yang sesuai, jumlah dan keserasian petugas mereka
begitu pula pengawasan yang berenang).
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Selanjutnya dalam article 37 dimuat mengenai perlindungan hukum, yaitu :

Article 37.(a)

(a) "No Child be subjected to forture or other cruelin human or degrading
tfreatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment
without possibility of release shall be impossed for offences commited by
person below eighteen years of age;" (Tak seorang anakpun boleh menjalant
siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak
manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur
hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk
kejahatan yang dilakukan oleh anak (pasal 1 ayat 1).

(b) "No. Child shall be deprived of his or her liberty unlawfull or arbitrakily.
The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity
whith the law and shall be used only as a measure of last resort and for the
shortes approriate periode of time;” (Tidak seorang anakpun akan
dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang.
Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai
dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka
waktu yang paling pendek).

(c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respenct
of the inherent dignity of the human person , and in a mavner which takes
into account the needs of persons of his or her age. In particular, every
child deprived of liberty shall be separated froms adults unless it is
considered in the child's best inferest not to do so and shall have the right
fo maintain contact with his or her family through correspondence and
visits, save in exceptional circumstances;” (Setiap anak yang dirampas
kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati
martabat kemanusiaannya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan
orang seusiannya. Khususnya setiap anak yang dirampas kemerdekaannya
akan dipisahkan dari orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak
melakukan hal ini merupakan ~kepentingan terbaik dari amak yang
bersangkutan dan ia berhak wuntuk mengadakan hubungan dengan
keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, aman dalam
keadaan-keadaan khusus.)

(d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt
access to legal and other approriate assistances, as well as the rights to
challange the lagality of the deprivation of his or her leberty before a court
or other compolent, independent and impartial authority, and to prompt
decision on any such action."(Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya
berhak secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak
dan juga berhak untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaan itu
di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, dan independen
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dan tidak memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai
hal tersebut,)

Selanjutnya di dalam article 40 dikatakan :

Article 40.1. :

"State parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or
recognized as having infringed the penal law fo be freated in a manner
; consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth,
which reinforces the child's respect for the human rights and
Jundamental freedoms of other and wich takea into account the child's
age and the desirability of promoting the child's reintegration and the
child's assuming a contructive role in society.” (Negara-negara peserta
mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai
telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan
cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang
memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan
kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan
hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan
peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat).

Article 40.2.

"To this end, and having regard to relevant provisions of international
instrument, States Parties shall, in particular ensure that:" (Untuk
tujuan ini dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari dari perangkat-
pemagkat internasional yang relevan, Negara-negara peserta khususnya
menjamin bahwa):

(2) No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as havmg
infringed the penal law by reason of acts or omissions-that were not
prohibated by national or international law at the time they were
commited; (Tak seorang anakpun akan disangka sebagai, atau dituduh
atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana
karena tindakan tindakan atau kelalaian-kelalaian yang tidak dilarang
oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu
dilakukan).

(b) Every child alleged as or accused of having infringed the penal law
has least the following guarantees: (Setiap anak yang disangka atau
dituduh sebagai atau dituduh telah melanggar undang-undang
hukum pidana setidaknya memiliki jaminan-jaminan sebagai berikut):
® To be persumed innocent until proven gulity according to

law; (Dianggap tidak berslah hingga dibuktikan bersalah
menurut hukun).
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(i)

(iii)

(iv)

)

(vi)

10 be informed promptly and directly of the charges againts
him or her, and, if approriate, through his or her parents or
legal guardians, and to have legal or other approriate
assistance in the preparation and persentation of his or her
defence; (Secepatnya dan secara langsung diberitahu
mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika layak,
malalui orang tua anak atau walinya yang sah, dan untuk
memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam
mempersiapkan dan pengajuan pembelaannya):

To have the matter determined without delay by a compotent,
independent and impartial authority of judicial body in a
Jair hearing according to law, in the persence of legal or
other approriate assistance and, unless it is considered not to
be in the best interest of the child, in particular, taking into
account his or herage or situation, his or her parents or legal
guardians; (Memeriksa masalah tersebut tanpa penundaan
oleh penguasa yang berwenang, independen, dan tidak
memihak atau oleh badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan
yang adil sesuai dengan undang-undang, adanya bantuan
hukum, atau bantuan lainnya yang layak, dan kecuali jika
dianggap bukan untuk kepentingan terbaik dari anak,
khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak,
orang tua dan walinya yang sah);

Not to be compelled 1o give testomony or to confess guilt;to
examine or have examined adverse witneses on his or her
behalf under conditions of equality; (Tidak dipaksa untuk
memberikan kesaksian, untuk mengakui kesalahan, untuk
memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang
merugikan dan untuk memperoleh peran serta dan
pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak yang
didasarkan pada ketentuan persamaan hak);

If considered to have infringed the penal law, fo have decision
and any measure imposed in consequence there of reviewed
by a higher compotent, independent and impartial authority
or judicial body according to law; (Jika dianggap telah
melanggar undang-undang hukum pidana, keputusan dan
setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibat daripadanya
dapat ditinjau kembali oleh penguasa yang lebih tinggi yang
berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan
peradilan sesuai undang-undang),

To have the free assistanice of an interpreter if the child
cannot  understand or speak the longuange used;
(Memperoleh bantuan cuma-cuma dari juru bahasa jika anak
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tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam
bahasa yang digunakan);

(vii) 7o have his or her privacy fully respected at all states of the
proceedings. (Menghormati sepenuhnya kepribadian anak
dalam semua tingkatan proses peradilan)

Article 40.3 ;

"States parties shall seek to promote the estabilishment of law,
procedures, authorities and institutions spesifically applicable fo
children alleged as, accused of or recognized as having infringed the
penal law, and in particular: (Negara-negara peserta akan meningkatkan
pembuatan undang-undang, proses peradilan, kekuasaan dan lembaga-
lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak, yang diduga akan
dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum
pidana, dan khususnya):

(a) the establishment of a minimum age below which children shall be
persumed not to have the capacity to infringe the penal law;
(penetapan usia minimum dimana usia dibawahnya dianggap tidak
mempunyai kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum
pidana); :

(b) whenever approriate and desirable, masures for dealing with such
without resorting to judicial proceedings, providing that human
rights and legal safeguards are fully respected. ( Bilamana layak dan
diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu
tanpa harus menempuh tuntutan hukum, asal saja hak-hak asasi
manusia dan pengamanan dari segi hukum sepenuhnya dihormati).

Article 40.4. :

"4 variety dispositions, such as care, guidance and supervision orders;
counselling; probation; foster care; education and vocational training
programmes and other allernatives to institutional care shall be
availlable to ensure that children are dealt with in a manner appropriate
to their well being and proportionate both to their circumstances and the
offence.” (Berbagai pengaturan, seperti pemeliharaan, bimbingan, dan
pengaturan  pengawasan; pemberian nasehat, masa percobaan,
pemeliharaan anak angkat, program-program pendidikan dan pelatihan
kejujuran dan alternatif lain untuk lembaga pemeliharaan anak angkat akan
ditangani dengan cara yang layak bagi kehidupan mereka seimbang baik
dengan keadaan mereka maupun pelanggaran yang dilakukan).
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Selain dalam Konvensi Hak-Hak anak yang sarat memuat perlindungan
Hak-bak anak, Hasil-Hasil Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan
Pembinaan Pelaku Kejahatan ke IX (Winth UN Congress on the Prevention of
Crime and the Treatmen of Offenders) yang diselenggarakan di Kairo, mesir,
tampak bahwa berbagai instrumen internasional mengenai perlindungan anak
pada umumnya dan anak bermasalah pada khususnya tetap menjadi fokus
perhatian, Menelusuri hasil Kongres PB tersebut, maka ada tiga instrurﬁen _
internasional yang dianggap penting untuk diperhatikan dalam pembicaraan
mengenai perlindungan ﬁak—hak anak bermasalah dalam bidang hukum, yaitu:m)
L fhe UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh
Guidelines) ;

2. The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juv.enile
Justice ( The Beijing Rules) ;

3. The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty.

The Riyadh Guidelines ini tercantum dalam Resolusi PBB 45/112-tanggal
14 Desember 1990. Secara keseluruhan resolusi ini berisi 66 butir yang
merupakan ketentuan yang harus diperlglatikan sebagai pedoman dalam kerangka

pencegahan pencegahan "Juvenile delinquency" dan "Youth crimes". 139

13%) paulus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency:Pemahaman dan Penangguiangannya,
Op.Cit., hal. 101, :
39 paulus Hadisuprapto, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan

Kriminologi Fakultas Hukum, UNDIP, 1993, hal. 13.




Apa yang tertuang dalam Resolusi ini, bila diringkaskan mengandung hal-
hal sebagai berikut ; %

a. Pencegahan Juvenile Delinquency merupakan bagian penting pencegahan
kejahatan pada umumnya di masyarakat;

b. Pengembangan sikaﬁ non kriminogen di kalangan anak dan masyarakat perlu
dilakukan, dengan cara mendayagunakan undang-undang, aktifitas sosial
yang bermanfaat,” meningkatkan pendekatan manusiawi terhadap segala
aspek  kehidupan kemasyarakatan, termasuk memperhatikan dan
memperlakukan anak dan remaja secara manusiawi;

¢. Mengusahakan terjaminnya perkembangan usia muda secara harmqnjs, demi
térlangsqngnya pertumbuhan personalitas anak sejak usia dini, anak dan
remaja tidak harus dijjadikan objek pengawasan dan sosialise;si, dalam hal ini
termasuk juga pemahaman bahwa anak dan remaja yang melakukan
perbuatan  pelanggaran ringan tidak  harus  direaksi  dengan
pengkriminalisasian dan penghukuman;

d. Penyusunan Kebijjakan yang dilandaskan atas hasil-hasil kajian yang
sistematis, dan menjabarkannya menjadi tindakan-tindakan yang konstruktif
dalam usaha-usaha pencegahan delinquency. Kebijakan itu hendaknya

tersusun dalam suatu program, dimana generasi muda dilibatkan didalamnya

10 paulus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya,
Op.Cit., hal, 105. _
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(agar timbul self respect di kalangan mereka). Program itu mengatur tentang
mekanisme, pengkoordinasian lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
Kebjjakan yang telah tersusun hendaknya didalamnya terkandung rencana
dan program-program strategis dalam rangka penanggulangan juvenile
delinquency baik melalui sistem peradilan anak maupun tidak lewat sistem
peradilan anak. Penjara hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir,
itupun hanya untuk jangka waktu yang pendek.

Kebijakan itu selanjutnya perlu disosialisasikan dan diintegrasikan melalui
keluarga, masyarakat, peer group, sekolah-sekolah dan tempat-tempat ,
pelatihan vokasional, organisasi-organisi sukarela dan media massa.

. Perundang-undangan yang disusun untuk mendukung kebijakan tersebut
hendaknya  terkandung  aturan-aturan  pencegahan  viktimisasi,
penyalahgunaan, pemerasan, pemanfaatan anak dalam tindak kejahatan,
penyalahgunaan dan peredaran obat bius, dan ada ketentuan tentang-kriferia—
kriteria penempatan anak dalam penjara, rumah hukuman atau hukuman
sekolahan;

. Dalam kaitan dengan penafsiran dan pengimplemantasian Resolusi ini,
hendaknya UN Declaration of Human‘ Rights;the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights, the Declaration on the Rights of the
Child and the Convention on the Rights of the Child serta UN SMRIJ,
dijadikan kerangka acuan pad satu pihak, dan kondisi ekonomi, sosial

budaya negara anggota pada pihak lain.
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i. Erat dengan penafSiran dan pengimplemantasian ini dalam kehidupan
masyarakat, perlu adanya pelatihan-pelatihan terhadap aparat penegak
hukum sehingga memahami betul dunia anak dan remaja, disamping itu
dibentuk pula lembaga Ombudsman yang independen untuk mengawasi
pengimplementasian resolust ini.

Tujuan dan dasar pemikiran untuk mengutamakan kesejahteraan anak

ditegaskan pula di dalam SMR-JJ 1985 (Beijing Rules) dalam Rule 5.1

mengenai Aims of Juvenile Justice ditegaskan :**"

"The Juvenile Justice system emphasize the well being of the juvenile and
shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in
proportion to the circumstance of both the offender and the offence.”

Selanjutnya dalam Commentary yang terdapat dibawah Rule 5.1 itu disebutkan

bahwa ada dua tujuan atau sasaran yang sangat penting, yaitu; "*?

@) Memajukan kesejahteraan anak (the promotion of the well being of the
juvénile)

b) Prinsip proporsionalitas (the principle of proportionality).

Sasaran pertama ini merupakan fokus pertama dalam sisterﬁ- hukum yang

menangani pelanggar anak-anak; khususnya dalam sistem hukum yang

mengikuti model peradilan pidana harus lebih menekankan dan mengutamakan

kesejahteraan anak. Ditegskan selanjutnya bahwa prinsip ini berarti menunjang

"D Muladi dan Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Hulkum Pidana, Op.cit., hal. 112,
142) Thid,
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prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yaﬁg semata-mata bersifat pidana
atau yang semata-mata bersifat menghukum (the avoidance of merely punitif).
Ditegaskan bahwa sasaran kedua, yaitu prinsip yang merupakan alat untuk
mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas
semata-mata (just desort).
Sedangkan instrumen internasional yang kedua yang cukup penting adalah
UN Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile
Justice, Apa yang terkandung dalam resolusi ini dapat disajikan dalam uraian
berikut : “¥
1. Kebijakan sosial yang komprehensif dalam rangka terwujudnya
kesejahteraan anak perlu dilakukan, dengan tersusunnya kebijakan . sosial
yang demikian pada gilirannya akan mengurangi keterlibatan dan. campur
tangan sistem peradilan anak. pemberian perhatian dan pengambilan
tindakan pada anak dan remaja sebelum terlibat perilaku penyimpangan (ian
kejahatan perlu dilakukan. Kebijakan dasar yang terkandung dalam resolusi
ini adalah anak terselamatkan dari penerapan resolusi ini.
2. Juvenile adalah anak atau remaja yang menurut sistem hukum yang berlaku,
telah melakukan kejahatan yang perlakuannya harus berbeda dengan
perlakuan terhadap orang dewasa. Offence adalah perilaku yang daﬁat

dipidana menurut sistem hukum yang berlaku. Juvenile offender adalah

143} paulus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulanganya,
Op.Cit., hal, 113.
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anak atau remaja yang telah melanggar atau diketahui melakukan
pelanggaran hukum. Batasan usia tentang anak ditetapkan secara fleksibel
yaitu antara 7-18 tahun, disesuaikan dengan sistem hukum nasional dan

kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat.

. Pengkategorisasian jenis penyimpangan dan kejahatan hendaknya

dirunuskan secara lebih luas daripada jenis-jenis kejahatan untuk orang

dewasa.

. Usia pertanggungjawaban pidana merupakan faktor penting, penentuannya

diterapkan dengan pendekatan modern, yaitu dengan mengacu pada

kesesuaian antara perkembangan dan kematangan moral dan kejiwaan anak.

Yang penting penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak jangan

terlalu rendah atau sama sekali tidak dirumuskan,

. Peradilan anak sebagai bagian integral dari kebijakan keadilan sosial anak,

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dengan berpegang pada
asas proporsionalitas. prinsip pencerminan keadilan sosial anak ini selanjut-
nya tersirat pula dari berbagai ketentuan di setiap tahap proses peradiian
anak. Tututan tetap diperhatikan dalam proses peradilan anak dan pemberian
kesempatan diskresi seluas-luasnya pada setiap tingkatan pemeriksaan
merupakan cerminan dari prinsip tersebut. Disamping perlu diperhatikannya
hak-hak anak dalam Kontak Awal anak dengan Penegak Hukum (polisi) dan
penggunaan sarana yang berupa diversion. Sementara pada fase ajudikasi

dan disposisi, dituntut agar ada kejelasan mengenai pihak-pihak yang diberi




wewenang dalam proses ajudikasi dan disposisi, pemberian kesempatan pada
orang tua dan penasehat hukum uniuk terlibat selama dalam proses ajudikﬁsi
dan disposisi, penyediaan laporan sosial anak, dan penyusunan kriteria yang

jelas tentang penempatan anak dalam lembaga koreksi.

. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam kaitan disposisi ini adalah bahwa

penempatan anak dalam lembaga koreksi harus ditempatkan sebagai upaya

terakhir dan itupun hahya untuk jangka waktu yang pendek.

. Pembinaan anak dapat dilakukan di luar lembaga atau di dalam lembaga.
pembinaan anak di luar Iembagé hendaknya melibatkan lembaga-lembaga
sefaefti parole, .probation daﬂ llemlljaga'-lembaga késejaht_efaan anak baik
pemerintah maupun non pemerintah yang kesemuanya diarahkan kepada
usaha-usaha rehabilitasi anak. Sementara pembinaan anak di dalam lembaga,
hendaknya dipedomant prinsip individualisasi perlakuan, artinya dalam
perribinaannya hendaknya memperhatikan kondisi sosial, ekonomi. dan
budaya anak yang bersangkutan. Disamping itu perlu juga adanya dﬁkungan
sumber daya manusia dan fasilitas yang mendukung terciptanya usaha
pembinaan anak di dalam lembaga. Satu hal yang penting diperhatikan dalam
hal ini adalah pemberian kesempatan seluas mungkin bagi orangtua dan

| penasehat hukum untuk tetap terlibat dalam pembinaan anak. |

. Pelepasan bersyarat dalam konteks pembinaan anak merupakan hal yang

perlu diprioritaskan, disamping perlu dipikirkan dibentuknya tempat

pembinaan yang bersifat semi lembaga.
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Sementara itu dalam seminar The Prevention and Treatment on Juvenile

Delinquency Trough Communnity Partisipation, yang diadakan di Beijing,

144)

dengan wakil Adi Andoyo Sucipto, dibicarakan antara lain;
a. Sampai seberapa jauh masyarakat dilibatkan dalam pencegahan kejahatan
yang dilakukan oleh anak.

b. Peninjauan terhadap UN. Standard Minimum Rules for The Administration

nf hoenila, huctire (Roiiina Rulac)

Sebagai informasi, Beijing Rules merupakan keputusan yang telah diambil
dalam pertemuan regional antar pakar di Beijing pada tahun 1984, mengenai
prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum

dan pelaksanaan juvenile justicé administration yang lebih maju. '

D. Tujuan Pemidanaan

Istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat
mempunyai arti yang lebih luas dan berubah-ubah karena dapat berl;onotasi
dengan bid;mg yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering diguﬁakan
dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan,

moral, agama dan sebaginya. Oleh karena itu "pidana" merupakan istilah yang

149 Adi Andoyo Sucipto, Laporan Internasional Seminar on Prevention and Treatment of
Juvenile Delinquency Trough Community Partisipation. Beijing, 19-24 Oktober 1988,
hal. 3.

19 Thid.
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lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang
dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.**®
Untuk memberikan gambaran yang lebih luas berikut ini dikemukakan

beberapa pendapat para sarjana sebagai berikut sebagaimana dikutip oleh Barda

Nawawi Arif 47

1. Prof. Soedarto, SH :
Yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada
orang yang melakukan perbuatan yang memenubhi syarat-syarat tertentu.
2. Prof Ruslan Saleh :
Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan
sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.
3. Hitzgerald
Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence.
4. Ted Honderich :
Punishment is an authoritys infliction of penalty (something involving
. deprivation or distress) on an offender for an offence.
5. Sir Ruppert Cross:
Punishment means "the infliction of pin by the state on someone who has
been convicted of an offence.”
6. Burton. N. Leser :
A punishment is a harm inflected by a person in a position of authority
upon another who is judged to have violated a rule or a law.
7. HI1.A Hart:
Punishment must :
Involve pain or other consequences normally considered unpleasent;
Be for an actual or supposed offender for his offence;
Be for an offence againts legal rules; .
Be intertionally administerde by human beings other than offender;
Be imposed and administered by an authority constituted by a legal
system againts with the offence is commited.
8. Alf Ross:
Punishment is that social responce which:
a. occurs where thre is violation of a legal rule;
b. Is impposed and carried out by authorised persons on behlaf of the legal
order to which the violated rule belongs;

& RS R

146 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.,
hal. 2.
YD Ibid., hal. 2-3.
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c. Involve suffering or at least other consequences normally considered
unpleasent; ‘

d. Exspresses disapproval of the violator.

9. Didalam "Back Law Dictionary” dinyatakan bahwa punishment adalah :
“any fine or confinent inflicted upon a person by authority of the law and
Judgment and sentence of a court, for some crime of offence commited by
him, or for his omission of duty enjoiyned by law"

Dari beberapa definisi diatas dapé‘dah disimpulkan bahwa pidana mengandung

unsur-unsur sebagai berikut : “¥

(1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

(2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai
kekuasaan {oleh yang berwengng);

(3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana
menurut undang-undang,.

Sedangkan maksud diadakan hukum pidana adalah untui( melindungi
masyarakat, demikian penyataan Mr. Tirtaamidjaya, dalam bukunya Pokok-
Pokok hukum pidana, seperti yang dikutip oleh Bambang Poernomo.™*”

Pada umumnya di dalam membuat uraian tentang tujuan hukum pidana,
sebagian besar para penulis hukum pidana tidak mengadakan pemisahan antara
tujuan hukum pidana itu sendiri dengan tujuan diadakannya hukuman atau

pidana. Memang tidak disangkal adanya kaitan antara tujuan hukum pidana

dengan tujuan hukuman atau pidana. Apabila mulai menanyakan hal itu apa straf

18) Ibid., hal 4.
149) Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1982, hal. 23.
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itu, maka jawabannya akan tergantung pada pada aliran atan

strafrechtstheorieen.

Sebelum diuraikan mengenai tujuan hukum pidana, maka perlu diketahui
pengertian "hukum pidana". Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai: aturan
hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat
tertentu suatu akibat yang berupa pidana (definisi dari Mezger). Jadi yang
dasarnya hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu :**?

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu; dan 2. Pidana.

Dengan perbuatan yang memenuhi "syarat-syarat tertentu itu" dimasudkan
perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian
pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut "perbuatan yang dapat dipidana”
atau disingkat "perbuatan jahat" (Verbrechen atau crime). Oleh karena itu dalam
"perbuatan jahat" ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan
tentang "perbuatan tertentu" itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang
dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Sedangkan yang dimgsud
dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam
hukum pidana modern, pidana ini meliputi juga apa yang disebut "tindakan tata
tertib" (tuchmaatregel, masznahme). Di dalam ilmu pengetahuan hukﬁm adat

Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi.

150) Thid.
151 Soedarto, Hukum Pidana I, UNDIP,1990, hal. 9.




Tujuan hukum pidana (sfrafrechtscholen) mengenal dua aliran untuk mak-
sud dan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu aliran klasik dan modern.'*?

Menurut aliran klasik (de klassieke scholl/de kiassieke richting) tujuan dan
susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa
atau negara. Sedangkan aliran modern (de moderne scholl/ de moderne richting)
mengajarkan tyjuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat
terhadap kejahatan,

Sedangkan mengenai alasan pembenar dijatuhkannya pidana, maka ada
beberapa teori yang dianggap cukup penting untuk dikemukakan.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dibagi menjadi
dua kelompok teori, yaitu ; ¥
1. Teori absolute atau teori pembalasan ( refributive vergeldingstheori);
2. Teort relatif atau teori tujuan (utilifarian/doeltheorieen).
Di dalam teori pembalasan aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum
pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding/vergeltung). Teori
pembalasan ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan yang mempunyai pengikut-

pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbert dan Sthal.

152 Bambang Pornomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit., hal, 24.

153 peletak dasar aliran klasik adalah Markies van Beccaria. yang menulis tentang “de delitte
edlle pene” (1764). Ia menuntut agar hukum pidana itu harus diatur dengan undang-
undang yang tertulis, karangan itu sangat berpengaruh sehingga timbul aliran masyarakat
yang menuntut agar hukum pidana diadakan dengan tertulis. Sedangkan aliran modern ini
mendapat pengaruh dari perkembangan kriminolgi. Disamping itu apa yang dimaksud
dengan melindungi individu dari kekuasaan negara pada akhirnya berkaitan dengan ben-
tuk pemerintahan kedaulatan rakyat dengan kelmasaan vang diatur dalam undang-undang
dasar dan peraturan hukum pidana yang semula dianggap sebagai tujuaun melindungi
individu beralih menjadi melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Ibid. hal 23.

154) Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana,Op.Cit, hal. 10.
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Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan
kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut Kant, kejahatan
menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula..
Sedangkan menurut Hegel dikatakan bahwa hukum dan keadilan merupakan
suatu kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia
menyangkal adanya hukum atau keadilan, hal itu dianggap tidak masuk akal.’*®

Immanuel Kant dan Hegel merupakan salah satu penganut teori absolut,
yang berpendapat bahwa pidana merupakan kebarusan logis sebagai
konsekuensi dari adanya kejahatan.

Sedangkan Herbert mempunyai jalan pikiran bahwa apabila seseorang
melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat.
Dalam hal terjadi kejahatan, maka masyarakat harus diberi kepuasan dengan
cara menjatubkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi."® Stahl
mempunyai jalan pikiran bahwa Tuhan menciptakan negara sebagai wakil-Nya
dalam menyelenggarakan ketertiban dﬁnia. Kepada penjahat itu harus dijatuhkan
pidana, agar ketertiban hukum itu pulih kembali. **”

Sedangkan Nigel Walker membagi penganut teori retributuve ini menjadi

penganut teori retributive murni, dan penganut teori retributive tidak murni.

155 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Op.cit., hal. 27-28.

P9 bid.

157 Menurut Vos, teori pidana seperti yang digambarkan oleh Sthal dan Kant itu merupakan
teori pembalasan subjektif (subjective vergelding), dan pendapat Herbert dimasukkan
dalam teori pembalasan objetif (objective vergelding) sedangkan pendapat dari Hegel
dimasukkan dalam teori pembalasan subjektif yang objektif (de objective als aan de
subjective vergelding), Toid,
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Dan John Kaplan membagi teori retributive ini menjadi dua teori, yaitu teori
pembalasan dan penebusan dosa.'*®
The Pure retributivist berpendapat bahwa pidana harus cocok/sepadan dengan
kesalahan pembuat, Teori retributif terbagi yaitu,tidak murni yang tidak terbatas
dan teori retributif yang distributif,

Sedangkan menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan
tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai,
tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepantingan masyarakat. Oleh
karena itu menutut Johanes Andaneas, teori ini dapat disebut sebagai "teori
perlindungan masyarakat". Dan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat
disebut teori atau aliran reduktif (the reductive point of view) karena dasar
pembenaran pidana ialah untuk mengurangi kejahatan, ***

Menurut teori ini pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka
harus dianggap disamping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa

mempertahankan ketertiban masyarakat (de handhaving der maatchappelijke

orde). 8%

158 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.,
hal. 12-13. :

159 Tbid,, hal. 16.

160) Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pu;lana, Op. Cit,, hal, 28-29.Teori ini timbul
karena teori pembalasan kurang memuaskan, sehinggga timbul teori tujuan yang
memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana itu
sendiri.

Keberatan-keberatan atas teori pembalasan dan teori tujuan menimbulkan aliran ketiga,
vaitu teori gabungan. Teori gabungan ini adalah suatu kombinasi antara teori pembalasan
dan teori tujuan.




Mengenai cara mencapai tujuan itu dibedakan antara istilah prevenst

spesial dan prevensi umum,
Oleh karena itu penganutnya disebut sébagai golongan "reducers" (penganut
teori reduktif). Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau
pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi
mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini
sering juga disebut (utilitarian theory).

Teori gabungan ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana
hend:il{hya didasarkan pada tujuan  unsur-unsur _pembalasan dan
mempertahankan ketertiban masyarakat.

Menurut Pallegrino Rossi pembenaran pidana terletak pada pembalasan.
Hanya yang "salah" boleh dipidana, pidana itu sesuai dengan delik yang
dilakukan. Pidana hanya dijatuhkan kepada orang yang bersalah dan beratnya
pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran, terhadap mana tuntutan
dilakukan. 'V ) ;

Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran,
yaitu : 12
1. Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pembalasan tetapi dengan

maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi kepentingan penegak

hukum. Penegak aliran ini adalah Zevenbergen yang menyatakan sifat pidana

161) y M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materil Bagian Umum, Bina
Cipta, Bandung, 1984, hal. 29.
162) Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit., hal. 31.




adalah pembalasan, tetapi untuk tujuan, melindungt ketertiban hukum, untuk
respek kepada hukum dan pemerintah,. Dan pada hakekatnya pidana itu
hanya "ultimum remedium”’

2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban
masyarakat. Teori ini dianut oleh Simon yang mempergunakan jalan pikiran
bahwa prevensi umum terletak pada ancaman pidananya, dan secara
prevensi khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki dan
membinasakan, serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan
dengan kesadaran hukum anggota masyarakat. -

3. Teori gabungan yang dititikberatkan. sama antara pembalasan dan
perlindungan kepentingan masyarakat. Penganutnya adalah de Pinto.
Selanjutnya dijelaskan oleh Vos, karena pada umumnya suatu pidana itu
harus memuaskan masyarakat, maka hukum pidana harus disusun
sedeniikian rupa sebagai suatu hukum yang adil, dengan ide pembalasannya

tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun positif. -

E. Pemasvarakatan

Seorang anak yang terpaksa harus melewati gerbang "Sistem Peradilan
Pidana", maka setiap tahap dalam sistem peradilan pidana tersebut, anak harus
mendapat perlakuan khusus, dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap
peleiksanaan pidana. Seorang anak yang diputus oleh hakim berupa penjatuhan

pidana, maka ia harus menjalaninya di lembaga pemasyarakatan. Lembaga
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pemasyarakatan adalah tempat seseorang yang dijatuhi putusan pidana oleh
hakim untuk dibina agar ia dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Apa yang dewasa ini disebut sebagai lembaga pemasyarakatan itu
sebenarnya ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah
penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan
pidana-pidana tertentu oleh hakim, '*

Penjara atau istilah masa kini “pemasyarakatan” merupakan penemuan
baru yang mulai berkembang secara luas 300 tahun terakhir ini. Ia merupakan
perkembangan sistem pemidanaan dari masa ke masa. Dewasa ini, pemenjaraan
dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan memperbaiki penjahat dan
_disebut reformési sistem pemidanaan yang berjalan ke arah yang lebih rasional.
Berbeda dari pandangan lama yang bertujuan menyingkirkan penjahat dari
masyarakat, 19

Berbicara tentang istilah "pemasyarakatan' tidak bisa dilepaskan dari
seorang ahli hukum bernama Sahardjo, sebab istilah pemasyarakatan
dikemukakan olehnya dalam pidatonya pada tanggal 5 Juli 1963 pada waktu
penerimaan gelar honoris Causa dari Uninersitas Indonesia. '*”

Dengan mengganti istilah penjara menjadi "pemasyarakatan" tentu

terkandung maksud baik, yaitu bahwa pembinaan narapidana berorientasi pada

169 | amintang, Hukum Penintensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hal.180.

1) Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi ke Refor-
masi, Op. Cit., hal. 81.

'6%) Spedarto, Kapita Selekta Bukum Pidana, Op. Cit., hal. 73.
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tindakan-tindakan yang lebih manusiawi disesuaikan dengan kondisi narapidana
it 169

Sebagaimana halnya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang,
kegemilangan suatu negara telah mengakibatkan pula Indonesia sangat
berkehendak menciptakan suatu sistem baru di segala bidang termasuk pula di
bidang kepenjaraan. Munculnya sistem pemasyarakatan pada tahun 1964 tiada
lain adalah juga disebabkan karena keadaan tersebut di atas dan bahkan
merupakan pencerminan dari hal tersebut. '*”

Dalam pidato penganugerahan gelar Doctor honoris causa di Universitas
Indonesia pada tahun 1963, Sahardjo mengemukakan bahwa penghukuman
bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus
pula berusaha membina si pelanggar hukum. Pelanggar hukum tidak lagi disebut
penjahat, melainkan ta adalah orang yang tersesat. Seorang yang tersesat akan
selalu dapat bertobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-
besarnya dari sistem pembinaan yang diterapkan kepadanya .*®

Pandangan Sahardjo di atas memperoleh tanggapan yang positip dan
diterima oleh Direktorat Pemasyarakatan waktu itu.Dan telah diadakan suatu

- konperensi dinas Direktur-Direktur Penjara di seluruh Indonesia yang diadakan

di Lembang, Bandung pada bulan April 1964. Dengan demikian sistem

165) Dijisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia,
Bina Cipta, Bandung, 1992, hal.70.

16" Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hulkum dalam konteks Penegakan
Hultum di Indonesia, Op. Cit., hal. 9.

'%9) Thid., hal. 12.
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pemasyarakatan telah memperkenalkan “treatment" ke dalam sistem

pemenjaraan di Indonesia . Konperensi tersebut juga telah menerima sepuluh

prinsip dasar dari pemasyarakatan, yaitu

1.

169)

Orang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup
sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil
dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa

finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik dan keahlian,

ketrampilan sehingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang

potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar
hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.

Menjatuhi pidana. bukanlah tindakan baias dendam dari negara. Terhadap
narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara
perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanyalah dihilangkan
kemerdekaan. |

Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma
hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatan
yang telah lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-

kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.

19 Achmad Soemadipjadja dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia,

Bina Cipta, Bandung, 1979, hal. 13-15.
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4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat
daripada sebelum ia masuk lembaga. karena itu harus diadakan pemisahan
antara:

- yang residivis dan yang bukan,

- Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
- macam tindak pidana yang diperbuat;

- dewasa, dewasa muda dan anak-anak;

- orang terpidana dan orang tahanan.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenatkan
dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi
waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentinngan
negara sewaktu saja. |

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Panr_:asila.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia,

meskipun telah tersesat.

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemderdekaan.

10. Perlu didirikan Iembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai
depgan kebutuhan pelaksanaan ~ program-program pembinaan dan
memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah kota ke tempat-

tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan
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Menurut Djisman Samosir,'™ kesepuluh prinsip yang dihasilkan dalam
Konperensi tersebut sangat baik sebagai pedoman untuk pembinaan dan
narapidana dan anak didik. Oleh karena itu, sebaiknya para petugas lembaga
pemasyarakatan di seluruh Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk
melaksanakan hasil konperensi tersebut. Dengan demikian perlakuan terhadap
narapidana dan anak didik, tiada lain ialah melakukan pembinaan, agar
narapidana itu menjadi manusia yang berguna di masa datang. Lembaga
pemasyarakatan yang bertugas membina narapidana secara teratur dan terencana
harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat
pendidikannya, agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud, dengan demikian
program pembinaan narpidana itu harus ditangani secara khusus agar sesuai
dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri, Narapidana
sebagal bagian dari masyarakét Indonesia perlu mendapat perhatian yang
sungguh-sungguh dari pelbagai lapisan masyarakat, agar narapidana itu dapat
menikmati hidup masyarakat yang tentram.'’"

Sebelum lahirmnya Undang-Undang Pemasyarakatan terdapat beberapa

surat edaran yang mendukung eksistensi sistem pemasyarakatan, baik mengenai

pelaksanaan pembinaan di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

179 Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem pemidanaan di Indonesia, Op.
Cit., hal.71.
") Ibid., hal. 74.
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Berdasarkan surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1985
tentang: Pemasyarakatan sebagai proses, maka dapat dikemukakan bahwa
pembinaan narapidana dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu :

a. Tahap pertama; Terhadap setiap parapidana yang masuk dalam lembaga
pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang
dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala
keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas
majikan atau atasannya, si korban dari perbuatannya, serta petugas instansi
lain yang telah menangani perkaranya.

b. Tahap kedua; Jika proses pembinaan narapidana yang bersangkutan telah
berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan
menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan,
antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada
peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang
bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan di
lembaga pemasyarakatan pada medium security.

c. Tahap ketiga: Jika proses pembinaan narapidana telah dijalani 1/2 dari masa
pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah
dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan
juga segt ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas

dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan pihak luar.
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d. Tahap keempat : Jika proses pembinaanya telah dijalani 2/3 dari masa pidana
yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana
yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat yang diusulkan oleh
Dewan Pembina Pemasyarakatan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Saroso,'™ bahwa seluruh proses
pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupékan satu kesatuan
yang integral menuju ketujuan rhengembalikan narapidana ke masyarakat bebas
dengan bekal kemampan (mental, fisik, keahlian, ketrampilan sedapat mungkin
juga finansil dan materil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan
berguna.

Dengan demikian proses pemasyarakatan meenyangkut tata perlakuan
terbadap narapidana dan anak didik, yang diberi pembinaan di “dalam tembok”
(intramural) dan di “luar tembok™ (ekstramural) Baik proses pemasyarakatn di
dalam lembaga maupun di lvar lembaga mempunyai tujuan yang sama, yaitu
reintegrasi sehat para narapidana dan anak didik dengan masyarakat.'™

Apabila kita hubungkan antara sistem pemasyarakatan dengan teori-teori
tentang tujuan pidana, maka sistem ini secara konseptual termasuk teori yang
memandang bahwa pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan vyang
bermanfaat, jadi jelas tida.k'dapat digolongkan dalam teori pembalasan. Oleh

karena itu peranan hakim disini menjadi penting. Sebagaimana yang

172 Saroso, Sistem Pemasyarakatan, Ceramah pada Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasya-
rakatan, 1975,BPHN,Bina Cipta, Bandung, hal. 67.
') BPHN, Dari Sangkar ke Sanggar, 1979, hal. 14-15.
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dikemukakan oleh Sudarto,™ bahwa hakim dalam menjatuhkan (pen)
penghukuman yang berupa penjatuhan pidana harus menyadari apa makna
pemidanaan itu, harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan yang ia
kenakan kepada ,Sesama manusia yang telah melanggar ketentuan Undang-
undang. Dalam menetapkan hukum, hakim tidak semata-mata hanya
menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, melainkan harus mengejar
kemanfaatan sosial. Oleh karena itu keputusan hakim tidak boleh lepas dari
politik kriminil, karena pengadilanpun merupakan aparat politik kriminil. Maka
dalam hal ini hakim harus menentukan posisinya.

Sistem pemasyarakatan memandahg pidana sebagai sarana untuk
mencapai fujuan yang bermanfaat dengan mengadakan pembinaan terhadap
narapidana dan menngembalikan kesatuan hidup dari narapidana. Jadi lebih
dititikberatkan kepada prevensi spesial. Oleh karena itu telah merupakan
kenyataan bahwa gagasan pemasyarakatan telah menjadi dasar pembinaan para
narapidana yang dijatuhi pencabutan kemerdekaan, maka mau tidak mau hakim
harus memperhitungkan hal tersebut dalam penghukuman.

D1 dalam Konsep Rancangan Kitab ‘Undang—Undang Hukum Pidana
Tahun 1997/1998 ada pedoman mengenai pemidanaan, pidana dan tindakan.

Di dalam pasal 54 mengenenai tujuan pemidanaan dinyatakan sebagai

berikut ;

7% Sudarto, Kapita Selelta Hukum Pidana, Op. Cit, hal.100.
175) fhid., hal.101.
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(1) Pemidanaan bertujuan untuk :

ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum
demi pengayoman masyarakat;

ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga
menjadikannya orang yang baik dan berguna;

ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) pemidanaan tidak dimaksudkan dengan memenderitakan dan tidak

diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Di dalam pasal 55 mengenal pedoman pemidanaan dinyatakan sebagai

berikut :

(1) Dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan ;

ke-1 kesalahan pembuat;

ke-2 motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;

ke-3 cara melakukan tindak pidana;

ke-4 sikap bathin pembuat;

ke-5 riwa‘yat hidup dan keadaan sosial pembuat;

ke-6 sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

ke-7 pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;

ke-8 pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

ke-9 pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

119




ke-10 apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu
dil.akuka.n perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar
pertimbangan untuk tidak menjatuhkgn pidana atau mengenakan tindakan
dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 56 :

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari

pertanggungjawaban pidana berdasar alasan penghapus pidana, apabila ia sendiri

patut dicela atau dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya keadaan yang dapat
menjadi alasan penghapus pidana tersebut.

Pasal 57 :

(1) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
dapat dilakukan berubahan dan penyesuaian, dengan mengingat
perkembangan nafapidana dan maksud pemidanaan. .

(2) Perubahan dan penyesuaian tersebut dapat dilakukan atas permohonan
terpidana, orang tua, wali atau penasehat hukumnya, atas permintaan Jaksa
penuntut atau permintaan hakim pengawas.

(3) Perubahan atau penyesuaian tersebut tidak boleh lebih berat dari putus dan
pidana semula dan harus dengan persetujuan terpidana.

(4) Perubahan atau penyesuaian tersebut dapat berupa pencabutan atau
penghentian sama sekali sisa pidana atau tindakan yang dijatuhkan terdahulu

atau dapat berupa penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.
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(5) Apabila permohonan perubahan atau penyesuaian tersebut ditolak oleh
pengadilan, permohonan baru dapat diajukan kembali setelah satu tahun
sejak penolakan.

(6) Jika terdapat keadaan-keadaan khusus vyang menunjukkan bahwa
permohonan itu patut dipertimbangkan sebelum batas wgktu satu tahun
berlaku, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak
berlaku.

Pasal 57 ini tampaknya berkaitan dengan ide individualisasi pidana. Ide ini

antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut; 1

- pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perseorangan (asas personal);

- pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas):
"tiada pidana tanpa kesalahan";

- pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini
berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi
pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan
modifikasi pidana (peruba.ban dan penyesuaian) dalam pelaksanaanya.

Sehubungan dengan ide individualisasi ini, Shledon Glueck seperti yang
dikutip oleh Barda Nawawi Arif mengemukakan empat prinsip yang harus

mendasari proses individualisasi pelaku kejahatan, yaitu :'””

178) Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hulaum Pidana,Op. Cit., hal. 43,
77 Thid.
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1. The treatment (senlence-imposing) geture of the proceedings must be
sharply differentiated from the gulit finding phase;

2. The decision as to treatment mus be made by a board or tribunal specially
qualified in the interpretation and evaluation of psychiatric, psychological,
and sociological data;

3. The treatment must be modifiable in the light of scientific reports of
progress,"

4. The right of the individual must be safeguard againts possible arbitrariness
or other unlawfull action on the part of the treatment tribunal.

Patut pula dikemukakan bahwa ide individualisasi pidana di Greenland
seperti yang dikutip Barda Nawawi Arif '™ dari The Greenland Criminal Code,
yaitu: ide individualisasi bertolak pada dua landasan/dasar ("cornerstone”),yaitu:
(1) "the elasticity of sentencing” (elastisitas pemidanaan)

(2) “the alteration/annulment/recovation of sanction (perubahan, pembatalan
dan pencabutan sanksi).

Pendekatan humanistik dalam pengggunaan sanksi pidana tidak hanya
berarti bahwa pidana yang diken;'ikan kepada si pelanggar harus sesuai dengan
nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat metnbangkitkan
kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan

hidup masyarakat. '™

178 1bid., hal. 43.
) 1bid., hal. 44.



Mengenai jenis-jenis pidana diatur di dalam pasal 114, yaitu: (1) Pidana

Pokok terdiri dari:

a. Pidana Nominal
1.Pidana Peringatan; atau
2.Pidana Teguran Keras.

b. Pidana dengan Syarat
1.Pidana Pembinaan di luar Lembaga;
2.Pidana Kerja Sosial; atan
3.Pidana Pengawasan.

c. Pidana Denda; atau

d. Pidana Pembatasan Kebebasan
1. Pembinaan di dalam Lembaga;
2.Pidana Penjara; atau
3.Pidana Tutupan

(2) Pidana tambahan terdiri atas: il

a. Perampasan barang-barang tertentu atau tagihan

b. Pembayaran ganti kerugian; atan

c. Pemenuhan Kewajiban Adat.

Pasal 115 RKUHP mengatur mengenai Pidana dengan syarat, tanpa

mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.

Khusus mengenai pidana dan tindakan bagi anak, ada hal-hal baru yang

sangat maju dalam RKUHP 1997/1998, yaitu tersedianya beberapa alternatif
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yang lebih banyak dibandingkan dengan KUHP dan Undang-undang Pengadilan
Anak.
Pasal 116 RKUHP mengatur mengenai pembinaan di luar lembaga, yaitu:

a. Mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat

pembina.
b. Mengikuti terapi di Rumah Sakit Jiwa; atau
c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya.
Selanjutnya dikatakan, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim
pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak
melampaui maksimum 2 (dua) kalimasa pembinaan yang belum dilaksanakan.
Pasal 117 mengatur mengenat pidana kerja sosial. Di dalam pasal ini
dikatakan bahwa, pejabat pembina dabat mengusulkan kepada hakim pengawas
untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana
kerja sosial tersebut apabila anak tersebut tidak memenuhi seluruh atau sebagian
kewajibannya.
Pasal 121 mengatur mengenai pidana; pembatasan kebebasan yaitu:
(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan
tindak pidana berat yang disertai dengan kekerasan.
(2) Pidana yang dijatuhkan terhadap anak paling lama % dari maksimum pidana

penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
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(3) Minimum khusus pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat
(2) tidak berlaku terhadap anak.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 (1), ayat (3), ayat (4),
Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76
berlaku juga sepanjang dapat diberlakukan terhadap pidana pembatasan
kebebasan terhadap anak.

Pasal 122 mengatur pembinaan di dalam lembaga yaitu:

(1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat latihan kerja atau
lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun
masyarakat.

(2) Jika keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat maka
dikenakan pidana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

(3) Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan sampai anak

berusia 18 tahun.

(4) Setelah apak menjalani Y2 dari lamanya masa pembinaan di Lembaga =

Pemasyarakatan Anak dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan
pembebasan bersyarat.
Pasal 123;
(1) Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
(2) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang
diancam dengan pidana mati atan pidana penjara seumur hidup maka pidana

yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepulub) tahun.




Pasal 126 sampai dengan pasal 127 RKUHP ini mengatur mengenai
tindakan-tindakan yang dapat dijatubkan kepada anak dengan semakin

banyaknya alternatif tindakan yang dapat dikenakan kepada anak.

F. Lembaga Pemasyarakatan dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya me-
rupakan bagian ientegral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence)
dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare), oleh karena itu
dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal
adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". 150)

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (termasuk kejahatan/
kenakalan anak) sebaiknya dilakukan dengan baik melalui sistem peradilan
pidana.

Menurut Mardjono,*” Sistem Peradilan pidana (criminal justice system)
adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.
Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam
batas-batas toleransi masyarakat. Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan dari
Sistem peradilan Pidana dapat dirumuskan ;

a) mencegah masyarakat menjadi korban,

139 1bid., hal.2.
180 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit,,

hal. 84.
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b)

tiga kerugian yang dapat diperkirakan;

1

2)

3)

menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas
bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dijatubi pidana
mengusahakan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak
mengulangi lagi kejahatannya.

Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem ini tidak dilakukan, maka ada
B2 vaitu :
Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing
instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
Kesulitan dalam memecabkan sendiri masalah-masalah pokok masing-
masing instansi sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana;dan
Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi,
maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari
sistem peradilan pidana. Menurut Muladi,"® Sistem Peradilan Pidana di
dalamnya terkandung gerak sistemik dari  subsistem-subsistem
pendukungnya, vaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga
Koreksi (lerﬁbaga pemasyarakatan) yang secara keseluruhan merupakan satu
kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi
keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan Pidana yang berupa
resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek) pencegahan kejahatan

(jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

152) Tbid., hal. 85. ,
153) Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit., hal. vii.




Selanjutnya menurut Muladi,"** Sistem Peradilan Pidana (criminal Justice
system) harus dilihat sebagai the network of courts and tribunal a which deal
which criminal law and its enforcement. Pemahaman pengertian sistem dalam
hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai physical system dalam arti
seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai tujuan,
maupun sebagai abstract system dalgm arti gagasan-gagasan yang merupakan
susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.

Menurut Mardjono™® kerugian yang timbul akibat keterpaduan daiam
bekerja sistem tidak dilakukan akan merupakan kendala utama manajemen
keseluruhan sistem dalam mewujudkan tugas-tugas untuk mencapai tujuan
sistem tersebut.

Manajemen pada dasarnya dibutuhkan oleh semua organisasi, semua
usaha ataupun kegiatan, karena tanpa manajemen semua usaha ataupun kegiatan
untuk mencapai suatu tujuan akan sia-sia. Ada tiga alasan utama diperlukannya
manajemen, yaitu :'*

a. manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi,

b. untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling

bertentangan;

189 Ibid., hal. 15.
185 Mardjono R., Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Op. Cit., hal. 85-86.
1% Qusilo Martoyo, Manajemen Sumber Daya Manusia, BPFE, Yogyakarta, 1987, hal. 4.
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c. untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur
dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum adalah
efisiensi dan efektifitas.

Lembaga pemasyarakatan sebagai suatu lembaga birokrasi dengan suatu
sistem manejemen, jangan sampal menyebabkan tujuan-tujuan organisasinya
mendahului tujuan-tujuan asli. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter M.
Blaw dan Marshal W. Meyer; '*” di dalam birokrasi-birokrasi yang besar
ideologi-ideologi organisasional berkembang mendahului tujuan-tujuan asli,
mengaburkan persepsi-persepsi dan secara khusus rﬁenciptakan penolakan-
penolakan dengan menjunjung tinggi keadaan-<keadaan yang sedang berlaku.
Oleh karena itu sistem peradilan pidana, sebagai suatu sistem perlu ada
persamaan persepsi te;ltang tujuan sistem, jangan sampai masing-masing sub
sistem tidak ada kecocokan tujuan.

Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan (tuju;m pertama), bukan
saja tanggung jawab kepolisian, pengadilan dan kejaksaan turut bertanggung
jawab melalui putusan yang dirasakan adil, oleh masyarakat. Putusan yang tidak
adil, maupun tidak berhasilnya pengadilan memberikan pidana kepada pelaku
kejahatan, akan menggoyahkan kepercéyaan masyarakat kepada hukum.
Pemasyarakatanpun dapat membantu ketidakpercayaan kepada hukum apabila

eks narapidana gagal berintegrasi kembali kepada masyarakat atau lebih parah

1%7) peter M. Blaw dan Marshal W. Meyer, Birckrasi dalam Masyarakat Modern, Ul-
Press, hal. 71.
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lagi mempunyai rasa dendam kepada. masyarakat, karena diperlakukan
sewenang-wenang dalam lembaga pemasyarakatan. keadaan terakhir ini
merupakan kegagalan dalam mencegah timbulnya para residivis.

Istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana (SPP) kini
telah menjadi suatu istilah-. yang menunjukkan mekanisme kerja dalam
penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. '*®

Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut;'*® Criminal Justice
System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap
mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai sﬁatu
sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik
adiministrasi dan sikap atau tingkal laku sosial. Pengertian sistem itu sendir
mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional |
dan dengan cara efisien unt;xk memberikan hasil tertentu dengan segala
keterbatasannya,

Keberhasilan upaya penegakkan hukum, sangat dipengaruhi oleh
ketergantungan dan keterkaitan antara unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan,
Peﬁgadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan sub sistem dari

criminal justice system atau sistem peradilan pidana. %

¥ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan
Abolisionisme, Bina Cipta, 1996, hal. 1.

159 Thid. ,

199 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju,
1995, hal. 135.
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Menurut Muladi sebagaimana yang dikutip dari Geofrey Hazard.Jr., di
dalam sistem Peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan
normatif, administratif dan sosial ; **"

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum
(Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai
institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
penegakkan hukum semata-hata.

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum
sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik
hubungan yang bersifat horizontal, maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan
struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang
dipergunakan adalah sistem adl'ninistrasi.

Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum
merupakan bagian yang tidak terpiéahkan dari “suatu sistem sosial sehingga
masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau
ketidaberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam
melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Menurut Packer *? pendekatan normatif ini dibedakan ke dalam dua

model yaitu : crime control model dan due procees model.

19) pomli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana:Perspektif Eksistensialisme dan
Abolisionisme, Op.cit., hal. 17-18.

192) Herbert. L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction, Standford University Press,
California, 1968, page.157-138.




Packer mengemukakan;

Menurut Romli Atamasasmita,

If the crime control model resembles an assembly line, the due procees
model looks very much like obstacle course. Each of its successive
stages is designed to present formidable impediemenis lo carrying to
accused any further along in the procees.

'3} nilai-nilai yang melandasi crime control model

adalah

(1

Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi

penting dari suatu proses peradilan;

(2) Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan

®)

)

(%)

hukum untuk menyeleksi tersangka, meteapkan kesalahannya dan menjamin
atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;

Prinsip kriminal penegakkan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip
cepat (speedy) dan tuntas (finalty) dan model yang dapat mendukung
proses penegakkan hukum tersebut adalah harus model administratif dan
menyerupai model manajerial;

"Asas praduga bersalah" atau "presumption of guilt" akan menyebabkan
sistem ini dilaksanakan secara efisien, dan ;

Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-
temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke
arah ; (a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau (b) keseﬁiaan

terdakwa menyatakan dirinya bersalah atau " plead of guilty'.

193) Gistemn Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme & Abolisionisme, Op.cit, hal. 19.
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Sedangkan nilai-nilai yang melandasai Due procees model adalah - #¥

(1) Kemungkinan adanya faktor "kelalaian vang sifatnya manusiawi" atau

"human eror” menyebabkan mode! ini menolak “informal factfinding
procees" sebagai cara untuk menetapkan secara definitif “factual gulit”
seseorang. model ini hanya mengutamakan. ‘formal adjudikatif” dan
adversary fact finding". Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus
diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah

tersangka memperolah hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;

(2) Model ini menekankan kepada pencegahan (preventive measure) dan

menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;

(3) Model ini beranggapan bahwa individu secara utuh dan utama di dalam

proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat
memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang
dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang dapat dilakukan
oleh negara. Proses peradilan dianggap sebagai coersive (menekan),
restricting (membatasi) dan merendahkan martabat (demeaning). Proses
peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya samapi
pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau
nﬁemﬂiki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang

coersive dari negara;

%9 1bid., hal. 19-20.




(4) Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan

)

sehingga model ini memegang teguh doktrin: legal-guilt. Doktrin ini

memiliki konsep sebagai berikut :

(a) seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan
secara pr.osedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki
kewenangan untuk tugas tersebut; -

(b) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan
memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang
kepada orang yang besangkutan tidak efektif Penetapan kesalahan
seseorang hanya dapat oleh pengadilan yang tidak memihak. dalam
konsep legal-guilt ini terkandung asas praduga tidak bersalah atau
presumption of innocence. "Factual guilty tidak sama dengan legally
guilty”, factual guilty munngkin saja legally innocence.

Gagasan persamaaan di muka hukum atau “equality before the law" lebih

diutamakan; berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama

untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah

ialah menjamin bahwa ketidak-mampuan secara ekonomis seorang -

tersangka tidak akan mengahalangi haknya untuk membela dirinya di muka
pengadilan. Tujuan khusus due procees model adalah; sekurang-kurangnya
melindungi mereka yang faktual tidak bersalah (factually innocence) sama

halnya dengan menuntut mereka yang bersalah (factual guilty);
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(6) Due procees model lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi

pidana (ciminal sanction).

Menurut Djisman Samosir,'*> ada beberapa hal menarik dari kedua model
tersebut. The Crime control model lebih mengutamakan efisiensi dalam pen-
cegahan kejahatan. Yang dimaksud dengan efisiensi disini adalah kemampuan
pthak vyang berwenang untuk melakukan penahanan, pemidanaan, dan
pembinaan pelaku kejahatan yang diketahui melakukan perbuatan melanggar
hukum. Oleh karena crime control model lebih mengutamakan efisiensi dalam
pencegahan kejahatan, maka model tersebut dinamakan juga assembly line
conveyor belt atau sistem "ban berjalan”. Dengan mengandalkan padd sistem
"ban berjalan" tersebut, tentu ada tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa
dianalisis secara seksama. Sedangkan Due procees model didasarkan pada suatu
obstacle course. Dengan adanya obstade course maka petugas dalam melakukan
pekerjaannya tidak mengejar suatu target tertentu akan tetdpi betul-betul
melakukan suatu tindakan yang didasarkan pada aturan permainan yang ada.

Di pihak lain Muladi mengemukakan kelemahan-kelemahan dari kedua

model] sistem péradilan pidana ini, yaitu '
Kita tidak mungkin menganut Crime control model seperti di Amerika Serikat

yang oleh H. John Griffiths digambarkan sebagai model yang bertumpu pada zhe -

proprortion that the repression of criminal conduct is by far the most

195 Djisman Samosir, Fungsi Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Op.cit., hal.
33-34.
196 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit., hal. 5.




important function to be performed by the criminal procees. Model ini
merupakan bentuk asli dari adversary system dengan ciri-ciri; penjahat dilihat
sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan, efisiensi,
keterttban umum berada di atas. segalanya, tujuan pemidanaan adalah
pengasingan. Penganutan Due Procees model secara membabi buta sebagaimana
yang berkembang di Amerika Serikat juga tidak menguntungkan, sebab
sekalipun model ini diliputi- oleh the concept of the primacy of the individual
and the complemantary concept of limitation on official power dan bersifat anti
authotritarian values, namun menurut Griffiths tetap berada dalam kerangka
adversary system yang dilandasi oleh basic concept berupa the criminal procees
as astruggle-a stylized- between two contending forces whose interesis are
implacably hostile:the individual (particularly), the accused individual and the
state. Hal ini jelas tidak sesuai dengan fal.safah Pancasila, yang melihaf pelaku
tindak pidana sebagai makhluk individual maupun sebagai makhluk sosial. Kita
juga tidak dapat menerima sepenuhnya Family model dari Griffiths yang
digunakan di negeri Belanda, karena model ini kurang memadai, karena terlalu
offender oriented padahal disisi lain terdapat korban (the victim of crime) yang
memerlukan perhatian serius.

197)

Selanjutnya menurut Muladi sistem peradilan pidana yang cocok bagi

kita adalah model yang mengacu kepada: "daad-dader strafrecht” yang disebut:

197 Romli Atamasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan
Abolisenis, Op. cit,, hal. 22.




model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah yang realistik yaitu yang
memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana
yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu,
kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban.

Sebagal suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur
atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan
integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Sub
sistem ini bérupa polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga koreksi baik yang
sifatn;}a institutional maupun non institutional, dalam hal ini mengingat
peranannya yang semakin besar, penasehat hukum dapat dimasukkan sebagai
198)

quasi sub sistem.

Dampak basil kerja instansi yang satu pada instansi yang lainnya tidak

dapat diabaikan, sebagaimana pendapat Menteri Kehakiman, Ali Said seperti

yang dikutip oleh Mardjono : **

"Sebagaimana telah saya uraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga
profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati
bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem
peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan
sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam
kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur
sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana
inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.”

198) Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Op.cit., hal. 21.

199 Ali Said, Laporan Singkat bersama Unafei Jepang Babinkumnas Departemen
Kehakiman RI, dalam Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan
Pidana, Ul, 1995, hal. 143.
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Selanjutnya menurut Mardjono®”

selama masing-masing komponen
sistem (unsur sistem) ini masih merumuskan fungsi dan tugas mereka secara
terisolasi (terkotak-kotak) dari komponen lainnya, maka apa yang diharapkan
oleh Menteri Kehakiman tentang adanya "satu tujuan yang dihayati bersama”,
sukar dicapai. |

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan
pidana, sebaiknya juga mendapat pengkajian yang sama dengan unsur-unsur
lainnya dari sistem péradilan pidana, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan
Pengadilan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan mempunyai posisi
yang strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana,
yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada
penanggulangan kejahatan (supression of crime). Keberhasilan dan kegagalan
pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyrakatan akan memberikan
kemungkinan-kemungkinan penilaian ying dapat bersifat positip maupun
negatif Penilaian itu dapat bersifat positip manakala pembinaan narapidana
mencapai hasil maksimal, yaitu bekas narapidana menjadi warga masyarakat

yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif kalau bekas narapidana yang

dibina itu menjadi penjahat kembali.**"

20 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Ibid., hal. 143.
2 petrus IrwanP. dan Pandapotan. S.. Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif
Sistem Peradilan Pidana, Sinar Harapan,Op. Cit., hal. 65.
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Pernyataan tersebut memerlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi,
Jangan sampai masyarakat terbawa dengan pernyataan tersebut dengan membabi
buta.

Penegakan hukum, khpsusnyg di bidang hukum pidana, merupakan salah
satu tugas pokok dari negara. Penegakan hukum pidana itu merupakan satu
kesatuan proses penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan
diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Kesatuan proses tersebut juga sering
disebut sistem peradilan pidana (SPP) atau criminal justice system. Ada yang
menegaskan dengan sebutan istilah, the integrated criminal justice system,

suatu istilah yang berlebihan, disebabkan karena suatu sistem sudah seharusnya

_ merupakan satu kesatuan atau integrated. 2*?

Keberhasilan upaya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh
ketergantungan dan keterkaitan antara unsur-unsur kepolisian, kejaksaan,

pengadilan dan pemasyarakatan yang merupakan sub sistem dari criminal

Jjustice atau sistem peradilan pidana. 2

Menurut Muladi:

Kata integrated sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan
istilah system dalam the criminal justice system. hal ini disebabkan karena
dalam istilah system seharusnya sudah ada keterpaduan (infegration and
coordination), disamping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-
tujuan yang jelas dari sistem, proses: input-throughput-output and
feedback, sistem control yang efektif, negative-antrpoy dan sebagainya.
Namun demikian saya setuju apabila istilah tersebut diarahkan untuk lebih
memberikan tekanan agar supaya integrasi dan koordinasi lebih

202 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju,
Op.cit., hal, 135.
203 Thid., Lihat juga Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana. Op.cit., hal.1.
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diperhatikan sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana merupakan
disturbing issue di pelbagai negara. Efektifitas sistem peradilan pidana,
secara umum antara lain divkur melalw indikator-indikator: tingkat
pengungkapan perkara oleh polisi (clearence rate), tingkat keberhasilan
jaksa dalam membuktikan dakwaan (conviction rate), kecepatan
penanganan perkara (Speedy frial), tingkat penggunaan alternatif pidana
kemerdekaan (rate of alfernative sanction), menonjol atau tidaknya

disparitas (disparity of sentencmg performance) dan tingkat re51d1v1srne
(rate of recall to prison).

Khususnya untuk lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu unsur dan
sistem peradilan pidana, menurut Mochtar Kusumaatmadja, ditegaskan; **>
Lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem, menghadapt empat masalah
pokok :

(1) masalah asarana peraturan perundang-undangan,
(2) masalah sarana personalia;
(3) masalah sarana administrasi-keuangan,

(4) masalah sarana fisik.

Sedangkan menurut Muladi,®*® selanjutkan apakah akan dilihat sebagai
metode pembinaan para pelaku (treatment of offender method) ataukah akan
dilihat sebagai sistem, maka apabila hendak disempurnakan, maka sistem
pemasyarakatan barus memperhatikan dimensi-dimensi masukan (input
dimension), baik yang merupakan dimensi masukan awald (raw input), imensi
masukan instrumental (instrumental input). Maupun dimensi masukan yang
berasal dari lingkungan startegis, baik nasional maupun global (Environmental
input). Atas dasar interaski positip antar dimensi ini baru dapat ditentukan
secara akurat baik subjek, objek maupun metode yang akan didayagunakan
dalam proses pemasyarakatan terpidana.

Sistem peradilan pidana di Indonesia, setelah berlakunya Undang-Undang

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memiliki empat sub sistem,

209 Tbid., hal. 120.
209 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukam Pidana dan Kriminologi, Op. cit., hal. 135.
208 \uladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Op. Cit., hal. 120.
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yaitu, Kepolisian yang secara administratif berada di bawah Departemen

Pertahanan dan keamanan, Kejaksaan di bawah kejaksaan agung, Pengadilan di

bawah Mahkamah Agung serta Lembaga Pemasyarakatan di bawah Departemen

Kehakiman., Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan

pidana mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan sub sistem

lainnya. Untuk memahami lebih jauh posisi strategis dari lembaga
pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana, maka perlu memahami dan
melihat keberadaan yang sebenarnya dari keseluruhan lembaga pemasyarakatan.

Tujuannya adalah untuk mendudukkan peran dan témggung jawab lembaga ini

secara proporsional dengan sub sistem lainnya. Secara umum cara yang

dilakukan adalah dengan memperhatikan faktor-faktor ; 2

1. Jumlah lembaga pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia beserta kelas
dan daya muatnya.

2. Jumlah narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga
pemasyarakatan di seluruh Indonesia adalah 29.993 narapidana dengan
berbagai karakteristiknya (Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Departemen Kehakiman RI Juli 1991).

3. Jumlah petugas/pegawai lembaga pemasyarakatan/Rumah Tahanan balat
Bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan Anak (balai BISPA) di seluruh

wilayah Indonesia pada bulan juli 1991, 17.662 dengan karakteristik

27 petrys Irwan Panjaitan dan Pandapotas S, Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif
Sistem Peradilan Pidana, Op. Cit,, hal. 66.

141

S © et e e 4 e s b T L L L € e e e rr TS 11 LRSS R Lt T A4y L% 143 %1 ] IR A e e £ SR T g



pendidikan; SD sebanyak 3.003; SMP sebanyak 3.099;, SMA sebanyak
10.0019; D3 sebanyak 1.113; S1 (sarjana) sebanyak 428 orang. (Sumber:
Diretorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen kehakiman RI, Juli 1991).

Dengan melihat ketiga faktor di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa; %
terdapat ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dengan sarana personalia,
yaitu petugas pembina yang dalam hal ini berfungsi sebagai pembina.
Memperbandingkan antara jumlah narapidana sebanyak 29.923 dengan jumlah
pegawai sebanyak 17.662 dengan karateristik didominasi Sekolah menengah
Atas, disusul SMP dan Sekolah Dasar. |

~ Dengan demikian yang paling banyak melakukan hubungan dengan
narapidana saat menjala.ni hukumaﬁ adalah para petugas yang tingkat
pendidikannya sekolah menengah ke bawah.

Dengan tidak mengecilkan arti kemampuan petugas pembina yang
berpendidikan setingkat sekolah menengah atas, tetapi merupaka fakta bahwa
petugas pembina dalam melakukan pembinaan di dalam lembaga lebih banyak
mengandalkan pendekatan ketertiban, Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan
memutuhkan tenaga-tenaga yang berkualitas, seperti apa yang dikatakan oleh
Karsono Adisumarto, bahwa pelaksanaan pemasyarakatan pada hakekatnya

memerlukan tenaga-tenaga ahli seperti psikiater, psikolog, sosiolog, dokter,

208 [bid., hal. 67.
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insinyur, ahli perusahaan dan ahli-ahli lain sesuai dengan kebutuhan teknis

operasional lembaga pemasyarakatan. 209)

G. Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positip
Darimana kita mengetahui hak-hak yang menurut hukum dimiliki
terpidana yang dijatuhi putusan pidana penjara selanjutnya disebut narapidana?.
Mengenai hak-hak narapidana dapat dilihat antara Jain. pasal 15 KUHP,

mengenai pelepasan bersyarat.

Pasal 15 ayat (1) :

Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang
dijatubkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka
kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harﬁs menjalani
beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

Pasal 15 ayat (2): |

Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan,
serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

Pasal 15 ayat (3) :

Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum
dijalani ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka

waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

29 Tbid., hal. 68.
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Pasal 15 KUHP ini menjelaskan mengenai syarat-syarat seorang narapidana
yang mempunyai hak untuk memperoleh pelepasan bersyarat.
Sedangkan mengenai mekanisme pelaksanaan pelepasan bersyarat ini

diatur dalam pasal 15 a dan 15 b KUHP.

Pasal 15 a ayat (1) :
Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan
melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
Pasal 15 a ayat (2) ; |
Selain itu pula boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan
terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan
politik lainnya.
Pasal 15 a ayat (3) :
Yang diserahi mengawasi supaya segala éyarat dipenuhi ialah pejabat

tersebut dalam pasal 14d ayat 1.~

ayat (4)

Agar supaya syarat-syarat dipenuhi dapat diadakan pengawasan khusﬁs, yang
semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada narapidana.

ayat 5:

Selama masa percoﬁaan syarat-syarat dapat diubah atau dibapus atau dapat

diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan
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khusus. Dengan pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain
daripada orang yang semula diserahi.

ayat 6:

Orang yang diberi pelepasan bersyarat diberi surat pas, yang memuat syarat-

syarat yang harus dipenuhinya, jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas

 dijalankan maka orang tersebut diberi surat pas baru.

Pasal 15b ayat (1) .

Jika orang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal
yang melanggar syarat-syarat tersebut di dalam surat pasnya, maka pelepasan
dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan. Menteri
Kehakiman dapat menghentikan pelepasan tersebut untuk sementara waktu.

ayat 2.

Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi tidak
termasuk waktu pidananya.
ayat 3:

Jika sudah ada tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat
tidak dapat- dicabut kembali kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat,
terpidana dituntut karena melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan
dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Dalam hal itu
karena melakukan perbuatan pidana tersebut, pelepasan bersyarat masih dapat

dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap, berdasarkan
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pertimbangan bahwa terpidana melakukan juga perbuatan pidana selama masa

percobaan.

Di dalam pasal 20 KUHP diatur mengenai hak terpidana-kurungan berada
di luar penjara setelah waktu kerja.
Pasal 20 ayat (1) :
Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau kurungan paling lama satu bulan
boleh menetapkan bahwa jaksa dapat mengijinkan terpidana bergerak dengan
bebas di luar penjara.

Selanjutnya mengenai hak memohc;l.i menjalankan pidana di luar daerah
tempat kediaman bagi terpidana-kurungan diatur dalam pasal 21 KUHP.
Pasal 21 :
Kurungan barus dijalani di dalam daerah dimana terpidana berdiaml ketika
putusan dijalankan, atau jika tidak mempunyai tempat kediaman, di dalam
daerah dimana ia berada; kecuali kalan Menteri Kehakifnan atas permintaan
terpidana memperbolehkan menjalani pidana di daerah lain.

Pasal 23 KUHP mengatur mengenai hak terpidana-kurungan untuk
meringankan nasibnya atas biaya sendiri.
Pasal 23 :
Orang yang dijatuhi kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan

nasibnya menurut aturan-aturan yang ditetapkan undang-undang.

146

e




Di dalam instrumen-instrumen internasional, misainya dalam Peraturan
Minimum Standar bagi perlakuan narapidana, ada beberapa hal yang penting
diketahui mengenai hak- hak narapidana, yaitu ; *'*

Di dalam bagian I, prinsipal dasar;

(€)) P_eraturan—pefaturan berikut berlaku tanpa ‘pembedaan. Tidak boleh ada
diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,
agama, pendirian politk stau lainnya, asal kebangsaan atau sosial,
kekayaan kelahiran atau status lainnya.

(2) Di pihak lain, adalah perlu untuk menghormati keyakinan agama atau ajaran
moral dari kelompok di mana si terpenjara masuk.

Keténtuan ini mengandung makna untuk mengormati sesama manusia
tanpa membeda-bedakan asal-usulnya.

Di dalam bagian I, mengenai buku Daftar diatur ;

(1) Di tiap tempat dimana orang dipenjarakan harus disimpan sebuah buku
daftar yang terjilid yang hélaman-halamannya dibéri nomor yang
kedalamnya dimasukkan mengenai setiap terpenjara yaﬁg diterima;

(a) Informasi mengenai identitasnya;
(b) Alasan pemenjaraan dan pejabatnya,

(c) Hari dan jam masuk bebas penjara.

210 peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana,Terjemahan
Arswendo Atmowiloto, ELSAM, 1996, hal. 5.
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(2) Seseorang tidak boleh diterima dalam suatu lembaga tanpa perintah

pemenjaraan yang sah yang rincian-rinciannya telah dimasukkan sebelumnya
ke dalam buku daftar.
Bagian I mengenai pemisahan kategori, diatur mengenai ;

QOrang-orang terpenjara dari -kategori yang berbeda harus diterppatkan

dalam lembaga atau bagian lembaga yang terpisah dengan

mempertimbangkan jenis kelamin, umur, catatan tindak kejahatan, alasan

hukum penahanan mereka, serta keperfuan pengobatan bagi mereka. Maka,

(a) Laki-laki dan wanita sejauh mungkin harus ditahan dalam lembaga yang
terpisah; dalam suatu lembaga yang menerima baik pria maupun wanita,
seluruh bangunan yang diperuntukkaﬁ bagi wanita hams sama sekali

terisah.

(b) Orang-orang yang terpenjara yang'belum diadili harus dipisahkan dari

orang-orang terpenjara yang telah dijatuhi hukuman.

(c) Orang-orang yang dipenjarakan karena hutang dan orang-orang yang
dipenjarakan karena urusan pefdata lainnya harus dipisahkan dari orang-
orang yang dipenjarakan karena sebab-sebab tindak pidana.

(d) Orang-Orang muda yang dipenjarakan harus dipisahkan dan orang-
orang dewasa.

Pemisahan ini juga dikenal di dalam konsep Sahardjo mengenai

pemasyarakatan.

Selanjutnya bagian I mengenai akomodasi diatur ;
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9.(1) Di mana tempat untuk tidur dalam sel atau kamar sendiri-sendiri, setiap
orang terpenjara di malam hari akan menempati sebuah sel atau kamar
sendiri.

9.(2) Jika digunakan‘ruangan yang lebih besar dengan banyak tempat .tidur,
maka kamar itu haruslah ditempati oleh mereka yang dipilih secara cermat
dan yang satu sama lain cocok bercampur dalam kondisi yang demikian.
Pengawasan yang tetap harus dilakukan pada waktu malam, sesuai dengan
sifat lembaga itu.

10. Semua akomodasi yanng disediakan untuk digunakan oleh orang-orang

yang dipenjarakan dan terutama ;koﬁodasi untuk tidur harus memenuhi

 persyaratan kesehatan, dengan mehlberi perhatian yang layak terhadap
kondisi iklim dan terutama volume udara, luas lantai minimum, penerangan,
pemanasan dan ventilasi.

11. Di semua tempat dimana orang-orang yang dipenjarakan diharuskan tinggal

atau bekerja.

(2) Jendela harus cukup besar sehingga mereka dapat membaca atau bekerja
dengan penerangan alami, dan harus dibuat sedemikian sehingga
memungkinkan masuknya udara ségar;tidak ‘menjadi soal atau tidak
ventilasi buatan;

(b) Penerangan artifisial harus disediakan, memadai bagi mereka yang
dipenjarakan, untuk membaca dan bekerja tanpa menimbulkan

keursakan pada penglihatan.




12. Instalaéi kebersthan harus memadai untuk memungkinkan setiap orang yang
dipenjarakan membuang hajat pada waktu ia perlukan dengan cara yang
bersih dan sopan.

13. Instalasi pemandian atau pancuran harus disediakan sehingga setiap orang
dimungkinkan dan diharuskan .untuk mandi atau berguyur pada suhu yang
sesual dengan ilkim, sehingga yang diperlukan bagi kesehatan secara umum
sesuai dengan musim dan wilayah geografi, akan tetapi sekurang-kurangnya
sekali seminggu di wilayah beriklim sedang,.

14. Semua bagian-bagian suatu lembaga jrang selalu digunakan oleh para
terpenjara harus dirawat dengan baik dan selalu dalam keadaan bersih benar
setiap waktu,

Selanjutnya hal penting lainnya yang perlu diketahui adalah ‘mengenai

Disiplin dan Hukum ;

27. Disiplin dan ketertiban harus dijaga dengan tegas tapi tidak Vdengan
pembatasan yang melebihi yang diperlukan guna penahanan yang aman dan
kehidupan bersama yang tertib.

28. tl). Tidak boleh ada ofang vang dipekerjakan, di dalam melayani lembaga,

sebagai tindakan disiplin.

(2) Akan tetapi peraturan ini tidak menghalangi berfungsinya secara baik sistem-
sistem yang didasarkan pada pengaturan diri sendiri yang kedalamnya

kegiatan dan tanggung jawab sosial, pendidikan atau olah raga




dipercayakan, dibawah pengawasan, kepada orang-orang yang dipenjarakan
yang dibagi kedalam kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan pengurusan.
Mengenai alat-alat fisik, seperti alat pengekangan, diatur :

33. Alat-alat pengekangan seperti borgol, rantai, belenggu dan straightjacket
sama sekali tidak boleh’ digunakan sebagai hukuman. Selanjutnya rantai dan
belenggu tidak boleh digunakan sebagai pengekang. Alat-alat pengekang
lain tidak boleh digunnakan terkecuali dalam kejadian-kejadian berikut :

(a) Sebagai tindakan pencegahan dari melarikan diri selama peralihan, asalkan
dilepaskan ketika orang yang dipenjarakan di depan otoritas pengadilan atau
administrasi;

(b) Atas alasan medis dengan petunjuk dari petugas kesehatan;

(c) Atas perintah direktur, jika cara pengontrolan lain gagal, untuk mencegah
seseorang yang dipenjarakan melukai diri sendiri atau orang lain atau
merusak harta benda; dalam kejadian seperti itu direktur harus dengan
segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan dan melaporKannya kepada
pejabat administratif yang lebih tinggi.

34. Pola dan cara penggunaan alat-alat pengekangan harus ditentukan oleh
penyelengara penjara pusat. Alat yang demikian harus tidak digunakan
dalam waktu yang lebih lama dari yang benar-benar diperlukan.

Mengenai hak narapidana untuk mendapatkan informasi diatur dalam :
35 (1) Setiap orang yang dipenjarakan atas perintah pemenjaraan harus diberi

informasi tertulis mengenai peraturan yang mengatur perlakuan terhadap
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orang-orang yang dipenjarakan sesuai dengan kategorinya, ketentuan-
ketentuan disiplin lembaga, cara yang diperkenankan untuk mencari
informasi dan membuat pengaduan, dan semua hal-hal lain yang perlu

untuk memungkinkannya memahami baik-baik haknya maupun

lembaga.
(2) Jika seorang yang dipenjarakan buta huruf, maka informasi yang tersebut
di depan harus disampaikan kepadanya secara lisan.

36 (1) Setiap orang yang dipenjarakan harus diberi kesempatan pada setiap hari

direktur lembaga atau kepada pejabat yang mewakilinya.

(2) Harus dimungkinkan untuk menyampaikan permohonan atau pengaduan
kepada inspektur penjara pada waktu dia melakukan inspeksi. Orang

yang dipenjarakan harus diberi kesempatan untuk berbicara kepada

oleh direktur atau anggota stafiya.
(3) Setiap orang yang dipenjarakan harus diperkenankan untuk mengajukan

permohonan atau pengaduan, tanpa isinya disensor namun dalam bentuk

yang tepat, kepada administrasi penjara pusat, otoritas pengadilan atau

otoritas lain yang tepat melalui saluran yang disetujui.

kewajibannya dan untuk menyesuaikan dirinya dengan kehidupan dalam '

kerja untuk menyampaikan permohonannya atau pengaduannya kepada

inspektur atau setiap pejabat lain yang melakukan inspeksi tanpa dihadiri ~



(4) Terkecuali kalau benar-benar sembrono dan tanpa dasar, maka setiap
permohonan atau pengaduan harus ditangani dengan segera dan dijawab
tanpa penundaan yang tak perlu.

Ketentuan ini mengatur hak narapidana mengenai hak pengaduan kepada
direktur lembaga. |

Narapidana juga mempunyai hak utntuk selalu mengadakan kontak
dengan dunia luar seperti yang diatur dalam :

37. Orang-orang yang dipenjarakan harus diperkenankan dibawah pengawasan
yang perlu untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman mereka
yang bajk-baik dalam jarak waktu yang teratur, baik melalui surat menyurat
maupun melalui kunjungan.

38 (1) Orang-orang yaﬁg dipenjarakan yang berkebangsaan asing diperkenankan
memperoleh fasilitas yang wajé.r untuk berkomunikasi -dengan
perwakilan diplomatik dan konsuler negerinya.

(2) Orang-orang yang dipenjarakan yang warga negara dari negara yang
tidak mempunyai perwakilan diplomatik atau konsuler di negari itu dan
para pengungsi atau oOrang-orang yang tak bernegara harus
diperkenankan memperoleh fasilitas yang sama untuk berkomunikasi
dengan perwakilan diplomatik dari negara yang memgurusi kepentingan
mereka atau setiap otoritas nasional atau internasional yang tugasnya

melindungi orang-orang yang demikian.




38. Orang-orang yang dipenjareikan harus tetap mendapatkan informasi yang
penting-penting secara teratur dengan pembacaan koran, majalah atau
lembaga-lembaga penerbitan khusus, dengan mendengarkan siaran radio,

dengan ceramah atau cara-cara serupa yang diizinkan atau dikontro! oleh

pemerintah.
Mengenai kegiatan keagaméan diatur dalam :

41.(1) Jika di dalam penjara adajora.ng-orang yang dipenjarakan yang memeluk
agama yang sama dalam jumlah yang cukup, maka seorang wakil yang
memenuhi syarat dari age%ma itu hafus ditunjuk atau diakui, Jika. jurslah
orang-orang yang diﬁenjarakan membenarkan dan  kondisinya
mengizinkan maka penetajpan itu harusjah berdasarkan jabatan penuh,

(2) Seorang wakil yang meménuhi syarat yang ditunjuk atau diakui menurut
pragraf (1) harus diperkehankan untuk menyelenggarakan kebaktian dan
melakukan kunjungan paétoral secara pribadi kepada orang-orang yang
dipenjarakan yang seagan;a dengannya dengan waktu yang tepat.

(3) Akses kepada setiap _oraﬂg yang dipenjarakan bagi seorang wakil yang
memenuhi syarat dari sﬁa;cu agama tidak boleh ditolak. Di lain pihak jika |
seseorang vang dipenj#akm menolak suatu kunjungan dari suatu
perwakilan agama, sikap ijtupun harus dihormati sepenuhnya.

42. Sejauh dapat dilaksmakin, setiap orang vyang dipenjarakan harus

diperkenankan untuk menjalani kehidupan beragamanya dengan menghadiri
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ibadah yang dilaksanakan di dalam lembaga dan memiliki buku-buku syariat
kegamannya.
Narapidana juga mempunyai hak tetap memiliki barang sendiri, seperti
diatur dalam :

43 (1) Semua uang, barang berharga dan harta benda lainnya milik seorang yang
dipenjarakan yang menurut peraturan lembaga tidak boleh ada padanya
pada waktu dipenjarakan dalam lembaga barus ditaruh di tempat
penyimpanan barang-barang berharga di lembaga. Suatu daftar inventaris
dari barang- barang itu harus ditandatangani oleh orang-orang yang
dipenjarakan itu. Harus diambil langkah-langkah agar barang-barang
tersebut tetap dalam keadaan yang baik.

(2) Ketika orang yang dipenjarékan dibebaskan semua barang dan uang tadi
dikembalikan kepadanya dikurangi dengan uang yang mungkin telah
diijinkan untuk dibelanjakan, harta benda yang diijinkan dikirimkan ke
luar lembaga, atau pakaian “yang harus dimusnahkan berdasarkan
pertimbanagan  kesehatan. Orang yang  dipenjarakan  harus '
menandatangani suatu tanda terima dari barang-barang dan uang yang
telah dikembalikan kepadanya.

(3) Setiap uang atau barang-barang berharga yang diterima oleh seseorang
yang dipenjarakan dari luar harus diperlakukan dengan cara yang sama.

%) Jika seorang yang dipenjarakan membawa masuk obat-obatan, petugas

kesehatan harus memutuskan pengunaannya.
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Narapidana juga mempunyai hak atas pemberitahuan kematian, sakit, dan

perpindahan seperti diatur dalam :

44 (1) Ketika seorang vang dipenjarakan meninggal, jatuh sakit keras, atau

2)

3)

menderita luka serius, atau dipindahkan ke suatu klinik untuk perawatan
gangguan jiwa, direktur harus dengan segera memberitahukan kepada
suami/istrinya jika dia telah menikah atau kepada keluarga terdekatnya
dan dalam keadaan yang bagaimanapun memberitahukan kepacia siapa
saja sebelumnya telah ditunjuk oleh orang yang dipenjarakan.

seseorang yang dipenjarakan harus segera diberitahu dengan segera
tentang kematian atau sakit kerasnya setiap keluarga dekapnya. Dalam
kasus sakit kritisnya seorang keluarga dekat, orang yang dipenjarakan
itu seyogyanya dijinkan, bila keadaan memungkinkan, untuk pergi
berada di sampingnya baik dikawal ataupun pergi sendiri.

Setiap orang yang dipenjarakan berhak untuk dengan segera
memberitdhukan kepada keluarganya tentang perﬁenjaraannya atau

perpindahannya ke lembaga lain.

45 (1) Bilamana orang yang dipenjarakan sedang dipindahkan dari atau ke suatu

lembaga, mereka hendaknya sedikit mungkin terlihat dari pandangan dan
pengamanan yang tepat harus dilakukan untuk melindungi mereka dari

penghinaan, keingintahuan dan publisitas dalam segala bentuknya.

(2) Pengangkutan orang-orang yang dipenjarakan dengan kendaraan dan

ventilasi atau penerangan yang tidak cukup, atau setiap cara yang

157




menempatkan mereka dalam penderitaan fisik yang tidak perlu harus
dilarang.

(3) Pengangkutan orang-orang yang dipenjarakan harus dilakukan atas biaya
pemerintah dan persyaratan yang serupa harus berlaku bagi semua yang
lainnya.

Sedangkan bagian II instrumen ini memuat; Peraturan untuk Kategori
Khusus, yang didalamnya ada beberapa hal penting untuk diketahui antara lain;
Pasal 57 :

Pemenjaraan dan tindakan-tindakan lain yang memutus pelanggar dari dunia luar
adalah suatu penderitaan oleh kenyataan diambilnya dari orang itu hak untuk
ﬁlenentukan sendiri dengan mencabut darinya kemerdekaannya.Oleh karena itu
sistem pemenjaraan tidak boleh lebih memperburuk penderitaan yang sudah
menjadi bagian dari situasi yang demikian, terkecuali pengucilan insidentil yang
dapat dibenarkan karena penegakan disiplin.

Pasal 58: -

Tuj.uan dan pembenaran akan hukuman pemenjaraan atau tindakan serupa yang
bersifat mencabut‘kebebasan adalah untuk pada akhirnya melindungi masyarakat
dari tindakan kejahatan. Ini hanya daﬁat dicapai jika' masa pemenjaraaan
digunakan untuk menjamin, agar pada‘ ketika ia dikembalikan ke masyarakat si
terhukum tidﬁk saja mau tapi dapat menjalankan kehidupan taat hukum dan
mampu menghidupi diri sendiri.

Pasal 59 :
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Untuk tujuan ini lembaga seharusnya memanfaatkan semua kekuatan
penyembuhan, pendidikan moral spiritual dan lain-lain serta bentuk-bentuk
bantuan yang tepat dan tersedia, dan berusaha memakainya sesuai dengan
kebutuhan ‘penyembuhan masing-masing orang yang dipenjarakan.

Pasal 60 (1) :

Perangkat peraturan lembaga hendaklah berusaha untuk meminimalkan setiap

perbedaan antara kehidupan di penjara dan kehidupan bebas yang cenderung

mengurangi tanggung jawab orang-orang yang dipenjarakan atau penghormatan
akan martabat mereka sebagai manusia. |
Pasal 60 (2):

Sebelum selesai menjalani hukuman, sebaiknya diambil langkah-langkah yang
diperlukan yang memberi jamninan bagi orang yang dipenjarakan kembali secara

berangsur ke kehidupan di masyarakat. Sasaran ini kiranya dapat dicapai,

tergantung pada kasusnya, dengan aturan pra pembebasan yang dilaksanakan .

dalam lembaga yang sama atau dalam Jembaga lain yang tepat, atau déngan
pembebasan percobaan dibawah semacam pengawasan yang tidak boleh
dipercayakan kepada kepolisian tetapi seyogyanya digabungkan dengan bantuan
sosial yang efektif.

Pasal 61 :

Perlakuan terhadap orang-orang yang dipenjarakan seharusnya tidak ditekankan
pada pemisahan mereka dari masyarakat, akan tetapi dengan meneruskan peran

mereka sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu organisasi masyarakat
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hendaknya ‘ditari-k jika mungkin untuk membantu staf lembaga di dalam tugas
pemulihan kemasyarakataan orang yang dipenjarakan. Tiap lembaga seharusnya
mempunyai hubungan dengan pekerja-pekerja sosial yang terutama menjaga dan
membina hubungan yang diinginkan dari orang yang dipenjarakan dengan
keluarganya dan dengan badan-badan sosial yang bermanfaat, sejauh sesuai
dengan hukum dan hukuman, hendaknya diambil langkah-langkah semaksimal
mungkin untuk melindungi hak-hak yang bertalian dengan dengan kepentingan
sipil, hak-hak jaminan sosial dan manfaat-manfaat sosial lainnya dari orang-
orang yang dipenjarakan.

Selanjutnya mengenai mengenai individualisasi pembinaan dalam
instrumen ini tercantum sebagai berikut :
Pasal 63 (1) :
Pemenuhan dari prinsip-prinsip ini memerlukan individualisasi pelayanan dan
untuk itu suatu sistem yang fleksibel dari pengklasifikasian orang-orang yang
di‘penjarakan dalam kelompok-keloﬁapok;oleh karena itu baik “sekali bahwa
kelompok-kelompok itu dibagi-bagi dalam lembaga-lembaga yang terpisah yang |
sesuai dengan pelayanan masing-masing kelompok.
Pasal 63 (2) :
Lembaga-lembaga ini tidak perlu memberikan pengamanan yang setingkat bagi
setiap kelompok. Baik sekali untuk memberikan tingkat pengamanan yang
beragam sesuai dengan kebutuhan kelompok yang berbeda-beda. Lembaga

terbuka, dengan kenyataan tidak adanya pengafnanan fisik untuk mencegah




pelarian mengandalkan pada disiplin diri dari penghuni lembaga memberikan
kondisi yang paling bakk untuk merehabilitasi bagi orang-orang yang
dipenjarakan yang dipilih dengan seksama.
Pasal 63 (3) :
Baik sekali bila jumlah orang-orang yang dipenjarakan dalam lembaga-lembaga
yang tertutup tidak besar sehingga individualisasi pelayanan tidak terhalang. Di
beberapa negeri dipandang bahwa populasi lembaga tersebut tidak meleﬁihi lima
ratus jiWa.Di lembaga-lembaga terbuka populasinya hendaknya sekecil mungkin.
Pasal 63 (4) :
Di pihak lain, -tidaklah dikehendaki mempertahankan penjara yang terlalu kecil
sehingga tidak disediakan fasilitas yang layak.

Selanjutnya mengenai klasifikasi dan individualisasi ini dijelaskan dalam
pasal sebagai berikut :
Pasal 67(a) :
Memisahkan dari yang lain-lain orang hukuman yang karena alasan catatan
kejahatan atau watak buruk mereka mungkin akan memberi pengaruh yang
buruk.
Pasal 67 (b) :
Membagi orang-orang yang dipenjarakan ke dalam golongan untuk membantu
pelayanan terhadap mereka untuk maksud pemulihan kemasyarakatan mereka.

Pasal 69 ;
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Sesegera mungkin setelah dimasukkan ke dalam penjara dan setelah suatu studi
dari masing-masing kepribadian dari orang yang dipenjarakan dengan lama
hukuman yang sesuai, suatu program pelayanan harus dipersiapkan baginya
diterangi oleh pengetahuan yang; diperoleh meﬁgenai kebutﬁi;an individual,
kemampuan dan wataknya. .

Selanjutnya di dalam instrumen ini juga diatur mengenai hak-hak istimewa
yaitu sebagai berikut :
Pasal 70 :
Pengistimewaan yang tepat bagi golongm-golongm yang berlainan dari orang-
orang yang dipenjarakan serta metode perlakuan yang berbeda harus ditegakkan
pada setiap lembaga untuk mendorong perilaku yang baik, mengembangkan rasa
tanggung jawab dan menjamin minat dan kerja sama orang-orang yang
dipenjarakan dan perlakuan/pelayanan terhadap mereka.
Pasal 72 (1) :
Pengorganisasian dan metode kerja di dalam lembaga harus menyerupai sedekat
mungkin dengan pekerjaan yiang | serupa di luar lembaga, sehingga
mempersiapkan orang yang dipenjarakan untuk kondisi kehidupan normal.
Pasal 72 (2) : |
Kepentingan orang-orang yang dipenjarakan dan pendidikan kejuruan mereka
tidak boleh dikalahkan oleh tujuan untuk mendapatkan keuntungan keuangan

dari suatu industri di dalam lembaga.
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Mengenai hak untuk memperoleh pendidikan dan rekreasi diatur sebagai
berikut;
Pasal 77 (1) :
Ketentuan harus dibuat bagi pendidikan lebih lanjut bagi semua orang yang
dipenjarakan yang memberi keuntungan bagi mereka, termasuk pelajaran
keagamaan di negeri-negeri yang hal ini dimungkinkan. Pendidikan bagi yang
buta huruf dan anak-anak muda yang dipenjarakan harus diwajibkan dan
lembaga harus memberi perhatian yang khusus untuk itu.
Pasal 77 (2) :
Sejauh dapat dilaksanakan, pendidikan bagi orang-orang yang dipenjarakan
harus diintegrasikan dengan sistem pendidikan di negeri itu schingga setelah
pembebasan mereka, mereka dapat melanjutkan tanpa memperoleh kesukaran.
Pasal 78 :
Kegiatan rekreasi kultural harus diberikan di semua lembaga bagi manfaat
kesehatan mental dan fisik dari orang-orang yang dipenjarakan.

Instrumen ini juga memberi perhatian kepada meréka yang setelah keluar
dari penjara sebagai berikut :
Pasal 79 :
Perhatian khusus harus diberikan untuk memelihara dan memperbaiki hubungan
di antara seseorang yang dipenjarakan dengan keluarganya karena diperlukan

bagi kepentingan terbaik dari kedﬁa—duanya.
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Instrumen mi berlaku umum terhadap narapidana, sedangkan khusus anak
berlaku The Beijing Rules, Riyadh Guidelines dan United Nations Rules for the

Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty.

H. Peranan BAPAS dalam Pembinaan Narapidana Anak
Di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 pada pasal 5 dikatakan
bahwa: |
Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas: pengayoman;
persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan
harkat dan manaﬁat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya
penderitaaﬁ; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan
orang-orang tertentu.
Seianjutnya di dalam pasal 6 unda.ng-undaﬁg tersebut dikatakan :
(1) Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan
- pembimbingan warga binaaan pemasyarakatan di lakukan di BAPAS.

(2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap narapidana dan anak didik

pemasyarakatan sebagimana diatur dalam bab III.
(3) Pembimbingan di BAPAS dilakukan terhadap :

a. Terpidana bersyarat,

b. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapat pembebasan

bersyarat atau cuti menjelang lepas.
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¢. Anak negara yang berdasarkan putusan péngadilan, pembinaannya |

diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.

d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di
lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bim-
bingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, dan;

e. anak yang berdasarkan putusan pengadilan, bimbingannya diserahkan
kepada orang tua atau Walinya.-

Selanjutnya di dalam pasal 39 undang-undang ini dikatakan :

(1) Setiap klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang
dilakukan oleh BAPAS. |

(2) Setiap klien yang dibimbing oleh BAPAS, sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wajib didaftar.

Ketentuan mengenai program bimbingan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah (pasal 44).

BAPAS ini bertugas memberi saran atau pertimbangan kepada Menteri.
BAPAS terdiri dari pada ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil
instansi terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.

Sedangkan Tim Pengamat Pemasyarakatan terdiri dari pejabat-pejabat
LAPAS dan BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas;

a. Memberi saran mengenai bentuk dan program dan pembimbingan dalam

melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan;
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b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaaan dan
pembimbingan;

c. Menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan.
I. Peranan Hakim Pengawas Pengamat dalam Pembinaan

Narapidana Anak

Hakim Agung Purwoto Gandasubrata, SH membedakan dalam
makalahnya antara hakim pengawas dengan hakim pengamat.*'"
Mengenai hal ini, Mardjono berpendapat : hal ini mungkin karena dalam surat
edaran Mahkamah Agung No.7 tahun 1985 tanggal 11 Februari 1985 dibedakan
perincian antara tugas pengawasan dengan tugas pengamatan. Meskipun
petunjuk pelaksanaan atas KUHAP (UU no.8 /1981) BAB XX pasal 277 s/d
283 itu benar membedakan tugas ini, pendapat kami bahwa kedua tugas tersebut
harus dapat terWujud dalam diri seorang hakim.
Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk membantunya ini dinamakan
Hakim Pengawas dan pengamat (selanjutnya disebut Hakim Wasmat).Karena itu
kedua fungsi Hakim Wasmat ini jangaﬁlah dipisahkan, meskipun memang dapat
dibedakan.**?

Mengenai masa jabataﬁ yang ditetapkan dalam KUHAP yaitu "paling lqma

dua tahun", haruslah ditafsirkan hanya untuk menghindari bahwa tugas ini

21) purwoto Gandasubrata, Peran dan Tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat
terhadap Putusan Pidana yang Dijatuhkan, Makalah pada Seminar Nasional Kajian
Hukum Pidana, LK2 SM-FH-UI, Jakarta, 20 November 1991,

%2 Mardjono Reksodiputro, Peranan dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan
Pengamat terhadap hak-Hak yang Menurut Hulum Dimiliki Narapidana, Ghalia
Indonesia, 1995, hal. 165.
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dibebankan kepada seorang hakim tanpa batas waktu. Kemungkinan

ditunjuknya hakim yang bersangkutan untuk masa jabatan dua tahun berikutnya

harus tetap terbuka.

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan Hakim Wasmat

sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (UU

no. 8 tahun 1981) adalah sebagai berikut ;

1.

Jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang
ditandatangani olehnya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan terpidana

dan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (pasal

278 KUHAP),

Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan .

pengamatan. Register tersebut wajib dibuat, ditutup dan ditandatangani oleh
panitera setiap hari kerjadan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim

wasmat (279 KUHAP).

. Hakim Wasmat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian

bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim
tersebut mengadakén penelitian .demi ketetapan yang bermanfaat bagi
pemidanaan, serta pengaruh timbal balik antara perilaku harapidana dan
perﬁbinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pengamatan tetap
dilaksanakan setelah narapidana selesai menjalani pidananya. pengawasan
dan pengamatan berlaku pula bagi pembinaan bersyarat (pasal 280

KUHAP).
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4. Atas permintaan Hakim Wasmat, Kepala Lembaga pemasyarakatan
menyampaikan informasi berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku
narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut (pasal 281
KUHAP).

5. ﬁakim dapat membicarakan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan
tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil Pengawasan dan
Pengamatan dilaporkan oleﬁ Hakim Pengawas dan pengamat kepada Ketua
Pengadilan Secara Berkala.

Untuk dapat memahami secara baik maksud pemerintah tentang
diadakannya hakim Kkhusus ini, kita dapat melihat Rancangan paripurna DPR
pada tanggal 9 Oktober 1979, yang secl;a_ra‘ singkaf dapat disimpulkan bahwa
tugas hakim khusus ini adalah *'

() sebégai pelaksana ketentuan pasal 33 (2) UU no.14/1970 tentang
Ke;tentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman (penjelasan Pasal 269
“ ayat (1)), yang menyatakan: "Pengawasan pelaksanan putusan pengadilan...
diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

(b) untuk"... mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu tampak hasil
baik dan buruknya dari diri narapidana masing-masing..juga...untuk ikut
- serta dalam mempertimbangkan .seseorang karena sebagian besar (dua
pertiga) dari pidana yang dijatuhkan telah dijalani (penjelasan pasal 274),

yang dimaksud dengan kalimat terkahir di atas adalah ikut sertanya“hakim

213) Keterangan Pemerintah terhadap KUHAP tanggal 9 Oktober 1979,




khusus" dalam mempertimbangkan seéeorang narapidana dapat atau
tidaknya diberi pelepasan bersyarat.

(o) bertujuan"...lebih mendekatkan pengadilan...dengan pemasyarakatan (serta)

. menempatkan pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana dan

memberi tugas kepada hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan

‘pengadilan dijatubkan olehnya (karena itu)...mendekatkan hakim pada

hukum penintentiair, akan tetapi tidak usah mengakibatkan hakim itu

menjadi pengganti dari kepala lembaga pemasyarakatan,

Di dalam makalahnya, Hakim Agung Purwoto Gandasubrata
menyimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab Hakim Wasmat adalah >
(a) melakukan pengawasan agar putusan pidana dilaksanakan lsebagaimana
mestinya, demi tegaknya wibawa hukum, perikeadilan perikemanusiaan
berdasarkan Pancasila yang dititikberatkan pada ketaatan dan kepatuhan
pada pelaksanaan pidana. i
(b) melakukan pengamatan yang dititikberatk@ kepada kemanfaatan dan
ketepatan pidana dalam rangka menentukan/menemukan sentencing policy
yang lebih baik.
Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Wasmat ini

merupakan lembaga baru dalam Hukum Acara Pidana yang bertugas mengawasi

29 Thid.
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pelaksanaan putusan hakim sejak putusan dijatuhkan bahkan sampai sesudah

narapidana meninggalkan penjara.

Berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 1985 ditegaskan bahwa perincian

tugas hakim Wasmat adalah sebagai berikut :

a.

Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang

berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Mengadakan Checking on the Spot paling sedikit tiga bulan sekali ke

lembaga pemasyarakatan untuk memériksa kebenaran berita acara
pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala
Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.

Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan yang
berlangsung di lingkungan lembaga, khususnya untuk menilai apakah
keadaan lembaga pemasyarakatan sudah memenuhi pengertian bahwa
pemidanaan tidak dimaksudkan memenderitakan dan tidak diperkénankan
merendahkan martabat manusia, serta mengamati dengan mata kepala
sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan.
Mengadakan wawancara dengan petugas pemasyarakatan.

Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal
ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan kemanusiaan antara sesama
mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan,

Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina

Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi '
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Kordinator Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
dalam rangka saling tukar menukar saran dalam pemecahan suatu masalah.
Apabila Hakim Wasmat menemukan pelanggaran terhadap hak-hak
narapidana (anak), maka sesuai dengan SEMA 7/1985, ia dapat memperguna-
kan metode “persuasif edukatif’, yang ditunjang oleh asas kekeluargaan, dah
Hakim Wasmat‘dapat menegur melalui atasan yang bersangkutan.
Menurut Purwoto Gandasubrata, untuk pelanggaran-pelanggaran kecil
dapat dilakukan “pengawasan horizontal”, sedangkan untuk pelanggaran-
pelanggaran besar seharusnya diselesaikan secara hukum disidang pengadilan

dan bukan secara administrartif.
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BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang

Dengan surat Direktur Yustisi tanggal 14 Februari 1922 No. 020/1/3
diusulkan kepada pemerintah untuk mempergunakan tanah partikelir (swasta)
yang sebelumuya telah dibeli dan },r'cmg,.r terletak di Tanah Tinggi Tangerang
sebagai tempat mendirikan sebuah Rumah penjara untuk muda usia
(Jeudgevangenings), sebuah lembaga pendidikan negara untuk anak laki-laki
(landsopvoedingesticht voor jongens) dan sebuah lagi untuk anak wanita.

Sejak itu, rumah penjara usia fnuda sementara yang berada di Madiun

dihentikan penggunaannya sebagai jeudgevangenings dan dipergunakan sebagai

- rumah penjara biasa untuk orang dewasa, sedangkan para terpidana muda usia

selanjutnya dipindahkan ke Tanah Tinggi Tangerang, dimana mereka untuk
sementara waktu ditempatkan di sebuah gudang sebagai tempat penampungan
sementara, sambil menunggu selesainya pendirian lembaga khﬁsus mereka, yang
peletakan batu pertamanya, yaitu pada tanggal 28 Desember 1923. Pekerjaan
pembangunan lembaga ini oleh terpidana muda qsia pindahan dari Madium.
Dengan adanya tiga lembaga khusus untuk pelanggar usia muda di Tanah
Tinggi Tangerang, yang mempunyai destinasi yang berbeda, maka lengkaplab

ruang gerak penerapan pasal 45, 46 dan 47 KUHP.

172




Memang. benar bahwa setelah berdirinya lembaga-lemb
negara Lmtuk pelanggar hukum usia muda di Tangerang didirikat
lembaga yang serupa di Bandung, Solo dan Blitar, namun bersan
pula didirikan rumah-rumah penjara khusus bagi pelanggar hu
yanng dikenakan pidaha hilang kemerdekaan, seperti di Ambara
Tengah dan Pamekasan jawa Timur, tidak terhitung bagian-bagi
untuk pelanggar hukum usia muda yang terdapat di penjara-penj
dirobah fungsinya menjadi “straafgevangenings™ (penjara tempa
pidana hilang kemerdekaan). Jelas sekali bahwa fasilitas unty
pelanggar hukum usia muda lebih banyak daripada fasilitas yang
pendidikan negara (landsopvoedingsgesticht).”

Bangunan lembaga khusus untuk pelanggar usia muda be
terbuka” (sistem kipas/waaier stelsel), yang serupa dengan si
yéng dianut di beberapa negara lain dan lebih dikenal denga
system”, dengan deretan sel-selnya yang memanjang secara ra
satu pusat, seperti halnya jeruji sebuah roda atau tulang-tula
kipas. Pada titik temu deretan sel-sel terletak satu pusat (
dimana pengawasan terhadap seluruh sel dapat dilakukan dengan

Sistem kipas agak sedikit berbeda dengan ‘sistem radial
" kipas hanya merupakan separuh dari sistem radial bangunan lem
muda di Tangerang terdiri dari lima deretan sel-sel (blok-blok)

oleh bangunan-bangunan (ringgebouw). Deretan sel-sel yang

aga pendidikan
1 pula lembaga-
naan dengan itu
kum usia muda
wa untuk Jawa
an yang khusus
ara sentral yang
t melaksanakan
1k menampung

berupa lembaga

srbentuk “kipas
stem bangunan
n nama “radial
dial bertemu di
ng dari sebuah
centrum/centre)
mudah.

karena sistem
baga untuk usia
yang dilingkari

jumlahnya lima




buah itu masing-masing dipisahkan oleh lapangan hijau yang langsung
berbatasan dengan pintu-pintu tiap sel. Tiap sel hanya dapat memuat satu orang.
Jumlah sel-sel perorangan ini 428 buah. Sebagian besar berukuran 1,50 x 2,50
m, kecuali sel-sel yang menghadap kesebelah luar (berhadapan dengan bangunan
kantor, yang ukurannnya sebagain besar 2x3 m). Selain dari sel perorangan
terdapat pula beberapa kamar besar yang terletak di bangunan lingkaran, yang
dipergunakan bagi mereka yang tidak dapat tidur sendirian di waktu malam, dan
pengawasan terhadap kamar-kamar besar ini dilakukan ketat. Bangunan lingkar
(ring gebouw) terdid dari ruangan-ruangan untuk kantor, dapur, gudang,
tempat-tempat kerja, ruang belajar.

Kamar perseorangan berjumlah kurang lebih seratﬁs buah, selebihnya dalah
kamar bersama,

Tinggi atap sebelah dalam dari bangunan-bangunan itu sedemikian rupa
schingga tidak mungkin dijangkau pinggirannya seandainya seseorang yang
berdiri di atas pundakuya orang lain menaikinya. |

Luas bangunan lembaga pemasyarakatan anak Tangerang ini adalah 3350

meter persegiyang dibangun diatas persil seluas 12150 meter persegi.

B. Pedoman Pembinaan Narapidana Anak Menurut Undang-Undang
Di dalam melakukan penelitian tentang pembinaan narapidana anak, maka
yang pertama dibicarakan adalah mengenai peraturan perundang-undangan yang

melandasi di dalam melakukan pembinaan narapidana anak. Dalam hal ini selain
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mengacu pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 tahun 1995,
Undang-Undang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang tentang Kesejahteraan
Anzk juga terdapat Pefaturan-Peramran Pemerintah dan Surat-Surat Edaran
dari masing-masing departemen yang terlibat dalam program pembinaan
narapidana anak. Akan tetapi surat-surat edaran ini sangat banyak jumlahnya
mencapai ratusan, bahkan ada yang meragukan keabsahannya serta banyak yang
éudah tidak sesuai lagi.
Beberapa Peraturan Pelaksana yang menyangkut pembinaan narapidana
anak diantaranya adalah sebagai berikut;
1. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1987 tentang Pengurangan Masa
menjalani Pidana (Remisi).
2. .Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-HN.02.01
tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1987

tentang Remisi.

L)

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10
tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang
bebas.
Beberapa surat edaran yang sangat banyak jumlahnya, pada dasarnya
merupakan pengulangan atau penegasan surat-surat edaran sebelumnya.
Saat ini di lembaga pemasyarakatan anak Tangerang didalam melakukan
pembinaan mengacu kepada Pola pembinaan narapidana/tahanan, yang

dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman tahus 1990. Walaupun pada
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pelaksanannya .belum sepenubnya dilakukan. Secara garis besar pedoman

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1.

2.

Pendahuluan

Pengertian

Tujuaﬁ

Kebijaksanaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan
Metoda pembinaan.

Sarana pembinaan

Pengawasaan

Penutup.

Di dalam pendahuluan dikatakan; bahwa sistem pemasyarakatan yang

berlaku dewasa ini secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa

vang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut dalam sistem

pemasyarakatan adalah menempatkan tahanan narapidana, anak negara dan klien

pemasyarakatan sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara

biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan akan tetapi

pembinan dan bimbingan yang dilakukan disebabkan perbedaan tujuan yang

ingin dicapai.

=

Di dalam bab mengenai pengertian dijelaskan mengenai :

Pengertian Pemasyarakatan.

Pengertian Warga Binaan;
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c. Pengertiari I.',embaga Pemasyarakatan,

d. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Anak;

e. Pengertian Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak,
sekarang BAPAS;

f. Pengertian Rutan;

¢. Pengertian Pola Pembinaan;

h. Pengertian Pembina,

i. Pengertian Pembimbing;

j. Pengertian tim Pengamat pemasyarakatan;

Di dalam point g dikatakan bahwa; pembinaan narapidana dan anak didik
ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak
(budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam
pemasyarakatan/Rutan (intramural treatment) dan bimbingan klien ialah semua
usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi
pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok (eksiramural treatment.).

Di dalam bab mengenai tujuan dijelaskan bahwa;, menyadari bahwa
pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering pula
disebut “theurapeutic process”, maka jelas bahwa membina narapidana sama
artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya
karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Untuk mengatasi
kelemahan-kelemahan tersebut maka dapat ditempuh dengan beberapa

pendekatan, antara lain dengan membuat “Kode Perilaku”dalam Lembaga
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Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar dapat menjadi

manusia seutuhnya sebaagimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional

melalui jalur pendekatan :

a.

b.

Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka;

Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan
kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih
luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Sedangkan secara khusus pembinaan narapidaana bertujuan agar selama

masa pembinaaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya - serta

bersikap optimis akan masa depannya;

Berhasil memperoleh pengetahuan, mjnimgl ketrampilan untuk bekal mampu
hidup sendiri dan berp artisipal.si dalam kegiatan pembangunan nasional.
Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan
perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa
kesetiakawanan sosial.

Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan
negara.

Di dalam bab mengenai kebijaksanaan dijelaskan; bahwa pemasyarakatan

penting artinya bukan saja karena ia merupakan sarapa untuk membina
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narapidana dag tahanan sebagai manusia pembangunan guna meningkatkan
kemampuan hidup mandiri ditengah-tengah masyarakat kelak, fetapi dengan
diberikannya juga pendidikan kesadaran bermegara termasuk untuk mengetahui
hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka pemasyarakatan merupakan juga
sarana pendidikgn dan pembangunan, dengan demikian lembaga pemasyarakatan
Juga merupakan lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan. Dengan ciri-
ciri tersebut maka lembaga pemasyarakatan bukan saja sudah harus berubah
dalam pola pembinaaan yang dilakukan tapi juga sudah harus merubah
orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif Untuk
mendukung kebutuhan orientasi baru ini, maka sudah pada tempatnya kalau
semua jajaran pemasyarakatan mampu menangkap perubahan orientasi tersebut
dan menjabarkannya dalam kegiatan pembinaan.

Di dalam bab mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan
dijelaskan bahwa; di dalam melaksanakan pembinaan di lembaga
pemasyarakatan, rutan terdapat - faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian
karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan dapat pula menjadi faktor
penghambat, sehingga harus dicari solusinya agar pembinaan dapat berjalan
dengan baik.

Di dalam bab mengenai Metoda pembinaan dijelaskan; bahwa metode
pembinaan meliputi : |
a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara

yang dibina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).
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b. Pembinaan .bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah
lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama
mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji,
menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki
p;)tensi dan dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang
sama dengan manusia lainnya.

¢. Pembinaan berencana , terus menerus dan sistematis.

d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan
dengan tingkat keadaan yang dihadapi.

e. Pendekatan individual dan kelompok.

f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung
jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan,
dan keteladandn di dalam pengabdiannya terhadap negara, hukum dan
masyarakat, para petugas dalam jajaran pemasyarakatan perlu memiliki kode
perilaku yang dirumuskan dalam “Etos Kerja.”. -

Didalam bab mengenai Pelaksanaan Pembinaan dikatakan: bahwa
pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas
yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang dasar 1945 dan Standar
Minimum Rules (SMR) yang tercermin dalam 10 prinsip pemasyarakatan. Pada
dasarnya ruang lingkup pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh petugas
ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan masyarakat agar tujuan pembinaan

tercapai. Ruang lingkup pembinaan dapat dibagi dalam dua bidang, yaitu ;
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C. Pembinaan kepribadian yang meliputi :

C. Pembinaan kesadaran bera gaina;
Usahﬁ ini diadakan agar dapat diteguhkan keimanannya terutama memberi
pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat
dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

C. Pembinaaan keasadaran berbangsa dan bernegara;
Usaha ini didaksanakan melalui P4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat
menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan
negaranya. Perlu disadarkan babwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah
sebagian dari iman (takwa).

C. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan);
Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga
binaan pemgsyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang
kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama pembinaan. Pembinaan
intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun
pendidikan non formal Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar
dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non
formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui
kursus-kursus, latiban ketrampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non
formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegjatan-kegiatan ceramah

umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh
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kesempatan dari luar, misaluya membaca koran, majalah, menonton TV,
mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar pendidikan formal maupun

non formal agar dinpayakan cara belajar melalui Program kejar paket A dan

kejar usaha,

. Pembinaan kesadaran hukum;

- Pembinaan keasadaran hukum warga binaan masyarakat dilaksanakan dengan

memberikan penyuluban hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar
kesadaran hukum yang tinggi sehingga mereka menyadari hak dan
kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan,
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman,
kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Indonesia yang taat
kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut membentuk
keluarga sadar hukum (kadarkum) vang dibina selama dalam lingkungan
pembinnaan maupun setelah berada kembali difengah—tengah masyarakat.
Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung dengan sasaran yang
disuluh dalam temu Sadar Hukum dan Sambung rasa, sehingga dapat
bertatap muka secara langsuang, misalnya melalui ceramah, diskusi,
saresehan, temu wicara, peragaan dan simulasi hukum Metode pendekatan

yang dintamakan adalab Persuasif, Edukatif dan Akomodatif (PEKA).

. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat;

Pembinaan di bidang ini dapat juga dikatakan pembinaan kehidupan sosial

kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah

182



diterima kglpbaﬁ oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini kepada
mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh dan
beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong,
sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat telah memiliki sifat-sifat

positip untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat

lingkungannya.

2. Pembinaan kemandirian.
Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program;

a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan

tangan, industri rumah tangga, reperasi mesin dan alat-alat elektronika
lainnya.

. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya
pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi
bahan setengah jadi, misalnya mengolah rotan menjadi perabotan rumah
tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetan dan pembuatan
batu bara, genteng dan batako.

Ketrampilan yang disesuaikan dengan bakatnya masing-masing; dalam hal ini

mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatuya.

Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk
disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan  seniman untuk  dapat

mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah,




d. Ketrampilag untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian,
perkebunan dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi,
misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik
tekstil, mdustri minyak astiri dan usaha tambak udang. |

Berbicara mengenai sarana peraturén perundag-undangan khususnya yang
menyangkut pembinaan narapidana anak, maka belum terlihat secara maksimal
pembedaan secara konseptual antara pembinaan narapidana anak dengan
narapidana dewasa. Sebagai landasan hukum peraturan yang terbaru tentang
hukuom pidana anak adalah Undang-Undang nomor 3 tahun 1997, sedangkan
mengenai pelaksanaan pemasyarakatan anak, dipakai sebagai landasan
hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan. Dan sampai sekarang peraturan pelaksana dari kedua undang-
undang tersebut belum ada. Dengan demikian di dalam pelaksanannya masih
dipakai Surat-Surat Keputusan, dan Surat-Surat Edaran yang sangat banyak
jumlahnya.

Di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, hanya ada lima pasal yang
mengatur tentang lembaga pemasyarakatan anak, yaitu pasal 60, 61, 62, 63 dan
64, dan selanjutnya di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa
pelaksanaan ketentuan pasal-pasal tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah. Sebagian besar substansi dari Undang-Undang Pengadilan Anak ini
mengatur tentang hukum Acara Pidana untuk Anak dan juga Hukum Pidana

Materi] untuk Anak.
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Sedangkap di dalam undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan khususnya mengenai perlakuan tethadap narapidana anak
terdapat dalam pasal 18 sampai dengan 24. Selanjutnya Undang-Undang ini
mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah. Akan tetapi untuk kedua peraturan perundang-undangan ini sampai
saat ini belum ada peraturan pelaksananya.

Sepeﬂ:i kita ketahui bahwa sejak tahun 1960-an di kalangan kita sudah

mulai timbul suatu pandangan baru mengenai perlakuan terhadap narapidana,

yaitu dengan lebih menempatkan mereka lebih manusiawi lagi, hal ini dibuktikan .

dengan timbulnya gagasan pemasyarakatan yang dipelopori oleh Sahardjo.
Gagasan Sahardjo tentang pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara,
yang kemndian dinyatakan sebagai sistem mengenai freafment of prisoners.
Dengan demikian pemasyarakatan bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari
pidana penjara tetapi juga mefupakan sistem pembinaan terhadap pelanggar-
pelanggar hukum yang melibatkan semua potensi dalam masyarakat dan petugas
secara keseluruhan, sehingga tidak menjadikan narapidana éebagi objek semata-
mata tapi diperlakukan sebagai manusia yang dihargai hak-haknya. Akan tetapi
dengan perubahan pandangan terhadap perlakuan kepada narapidana belum
sepenuhnya didukung oleh landasan peraturan. Perwujudan terhadap perubahan
pandangan ini tidak bisa langsung diwujudkan dalam bentuk peraturan

perundang-undangan. Sebagai jalan keluarnya dikelvarkannya Surat-Surat

Edaran, Surat-Surat Imtruksi, dan sebagainya yang sifatﬁya temporer sesuai -
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dengan kebutul_1an yang berlaku saat itu, hingga sampai saat ini jumlah surat-
surat edaran itu telah sampai ribuan jumlahnya, dan ini tentu saja
membingungkan para pelaksananya, karena sebagian besér surat-surat edaran
tersebut tidak dicabut.

Agar tidak terjadi kesimpangsivran antara surat-surat yang satu dengan
yang lainnya, Menteri Kehakiman sesuai dengan wewenangnya dapat menarik
semua surat-surat edaran dan surat-surat intruksi yang sudah tidak sesuai lagi
dan menggantinya dengan suatu peraturan yang memuat segala sesuatunya yang
beerkaitan dengan masalah pemasyarakatan khususnya pembinaan narapidana
anak, dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat bangsa Indonesia serta
dengan memperhatikan instrumen-instrumen internasional, yang memberi
pedoman dan pengaturan tentang perlindungan hak-hak anak pada umumnya

dan hak-hak narapidana anak pada khususnya.

C. Data Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang
Tabel 1. Data Narapidana Anak di lembaga Pemasyarakataan Anak
Tangerang sampai dengan Juni 1998. (berdasarkan
pelanggaran pasal dan lama pidana).
Rekapitulasi Lamanya Masa Pidana Dan Pelanggaran Pasal

Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang
Sampai Dengan Bulan Juni 1998

LAMANYA MASA JUMLAH

NO. PIDANA PELANGGARAN PASAL ORANG
1. 2. 3. 4.
1. | 12 Tahun - UU DRT/1957 1
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2. 1 Tahun

UU DRT/1957

338 KUHP
362 KUHP
363 KUHP
368 KUHP

3. 10 (Sepuluh) Bulan

351 KUHP
362 KUHP
363 KUHP
363 KUHP
368 KUHP
378 KUHP

4. { 9 (Sembilan) Bulan

365 KUHP
368 KUHP
378 KUHP

5. { 8 (Delapan) Bulan

338 KUHP
351 KUHP
362 KUHP
363 KUHP
365 KUHP
369 KUHP
395 KUHP

6. | 7 (Tujuh) Bulan

350 KUHP
351 KUHP
362 KUHP
363 KUHP
365 KUHP
395 KUHP

7. | 6 (Enam) Bulan

350 KUHP
351 KUHP
363 KUHP
365 KUHP

8. | 5(Lima) Bulan

154 KUHP
181 KUHP
281 KUHP
350 KUHP

9. | 4 (empat) Bulan

281 KUHP
297 KUHP

B LAlh LA W Oy W W e = da W B W R = B W b D e N = R g = Lh LA B = [N O BN W

JUMLAH

120

Sumber; Data Primer yang Diolah

Berdasarkan data penghuni narapidana anak sampai dengan akhir Juni

1998 yaitu berjumlah 120 orang, yang bila digolongkan menurut jumlah lamanya

pidana adalah sebagai berikut :
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1. 12 tahun pgnjara : jumlahnya 1 (satu ) orang; atau 1,66 %.
2. 1tahun penjara : jumlahnya 15 orang atau 11,6 %.

3. 10 bulan penjara : jumlahnya 17 orang atau 14,1 %.

4. 9 bulan penjara : jumlahnya 6 orang atau 5 %.

5. 8bulan penjara  : jumlahnya 22 orang atan 18,3 %.

6. 7 bulan penjaré : jumlahnya 19 orang atan 15,8 %.

7. 6bulan penjara  : jumlabhnya 13 orang atau 10,8 %.

8. 5bulanpenjara  : jumlahnya 18 orang atau 15 %.

9. 4bulan penjara  : jumlahnya 9 orang atau 7,5 %.

Lamanya masa pidana ini penting untuk diketahui dalam kaitannya dengan
hak narapidana untuk memperoleh haknya diantaranya asimilasi dan remisi. Dari
data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar narapidana anak, vaitu
sekitar 118 orang narapidana anak mendapat putusan hukuman pidana penjara
selama satu tahun ke bawah atau pidana jangka pendek. Pidana jangka pendek
ini tenty mempunyai pengaruh terhadap program pembinaan narapidana anak.
Sebagaimana yang disebutkan dalam resolusi PBB 40/33 (Beijing Rules), pada
bagian I, bahwa perampasan kemerdekaan atas diri anak hanya mungkin
dilakukan sebagai usaha terakhir, itupun hanya dalam jangka wakto minimal,
dan untuk kasus-kasus tertentu saja. (The placement of juvenile in a institution
shall always be a dispotition of last resort and for the minimum necessary
period, Rule 19.1). Di samping itu kecenderungan internasional ini antara lain

terlihat dalam Kongres—Kongres PBB, menghendaki dibatasinya kemungkinan
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pidana penjara .pendek, karena disamping akan membawa efek-efek negatif yang
kurang menguntungkan juga kurang mendukung terhadap sistem pembinaan
pemasyarakatan serta tidak sesuai dengan Standard Minimum Rules. Hal ini
bukan berarti pidana penjara pendek dihapuskan akan tetapi pidana ini masth
diperlukan dalam hal-hal tertentu saja, hanya penggunaannya saja yang dibatasi.
Oleh karena itu pernyataan Resolusi ini tentu harus ditindaklanjuti, yaitu
bagaimana dengan apak—anak yang telah dijatuhi dengan pidana penjara pendek,
apa langkah selanjutnya agar pidana penjara pendek jestru tidak menimbulkan
efek yang negatif bagi narapidana anak, misalnya adanya hasutan-hasutan dari
pelaku tindak pidana yang lebih tinggi kelasnya baik secara fisik maupun
psikis,hal ini disebabkan anak sangat peka terhadap perubahan lingkungan
disekitarnya. Selain itu dikuatirkan menimbulkan stigma sosial yang berakibat
buruk bagi perkembangan anak, karena bagaimanapun juga pidana penjara
merupakan suatu yang sangat berat bagi anak. Oleh karena itu periu sikap yang
sangat hati-hati sekali dalam menempatkan anak di dalam lembaga demi
perkembangan masa depan anak, jangaﬁ sampai lembaga pemasyarakatan
sebagai sub sistem peradilan pidana dan sebagai tempat melaksanakan pidana
penjara menjadi i;empat sebagaimana dikemukakan oleh Andenaes yaitu sebagal
“upacara degradasi” (degradation ceremony). Disamping itu anak yang memang
harus masuk ke dalam lembaga diusahakan agar pembinaan yang dilakukan
tidak hanya sckedar mengisi waktu. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan

harus dapat menimbulkan “self respect pada diri anak dalam rangka




mempersiapkan. kembali ke dalam massyarakat. Kalau dimungkinkan khusus
bagi anak yang mendapat pidana penjara pendek ada pengecualian terhadap
tahap-tahap pemasyarakatan yang berlaku bagi narapidana anak. Artinya bagi
narapidana anak tersebut tidak secara mutlak mengikuti tahap-tahap
pemasyarakatan dengan persyaratan waktu yang telah ditentukan oleh sistem
pemasyarakatan, karena apabila mengikuti prosedure tahap-tahap tersebut maka
tujuan utﬁma dari pemasyarakatan tidak akan tercapai.Bila kita melihat ide dasar
pembinaan yang berpolakan pada proses pemasyarakatan yang cenderung
membagi-bagi kehidupan narapidana berlandaskan waktu (fime seﬁtence),
dimulai dari 1/3, 1/2 sampai 2/3 masa pidana yang dijalaninya. Dengan
mendasarkan secara mutlak pada batasan waktu, mska akan timbul
permasalahan, misalnya ada kalanya narapidana yang telah mencapai batas
waktu tersebut, akan tetapi dalam‘ waktu yang bersamaan ia belum bertingkah
laku yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, dalam arti ia belum
menunjukkan peningkatan perbaikan- tingkah laku. Dan yang paljng
membahayakan adalah apabila jangka waktu tersebut telah dijalani oleh
narapidana, akan tetapi karena banyaknya prosedure yang harus ditempuh untuk
memperoleh hak yang lebih luas lagi, maka diambil jalan pintas, yaitu kepada
mereka yang telah menjalani batas waktu tersebut diberikan saja hak-hak yang
lebih luas lagi tanpa ada pertimbangan penilaian terhadap tingkah laku mereka.
Sebaliknya di pihak lain ada beberapa kasus bahwa narapidana yang' belum

menempuh batas waktu vyang ditentukan dalam tahap-tahap proses
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pemasyarakataﬁ telah menunjukan kelakuan baik, akan tetapi karena terpaku
pada aturan waktu yang telah ditetapkan dalam proses pemasyarakatarn,
ahkirnya ia harus menunggu lama untuk mendapatkan hak-hak yang lebih luas
lagi. Oleh karena itu sebagai penyeimbang sebaiknya diambil jalan tengah yai;[u
tidak mutlak terpaku pada tahapan waktu yang ditentukan dalam proses
pemasyarakatan, sehingga dalam pelaksanaanya bisa fleksibel, dengan melihat
kondisi masing-masing anak. Ada baiknya diikuti sistem kredit point untuk
setiap kelakuan batk dan pres;tasi yang dilakukan narapidana anak, sehingga
sistem ini dijadikan landasan bagi anak untuk memperoleh hak-hak yang lebih
luas lagi dalam proses pembinaannya. Untuk mengaktifkan sistem kredit point
maka peranan Tim Pengamat Pemasyarakatan - dan Dewan Pembina
Pemasyarakatan perlu ditingkatkan kembali sehinggga tidak terpaku kepada
“persyaratan waktu” yang ditetapkan dalam tahap-tahap pemasyarakatan.
Sistem yang didasarkan kepada waktu (fime sentence) diganti dengan fask
sentence, yaitu diganti dengan ukuran kelakuan baik dan prestasi kerja. Setiap
kelakuan baik dan prestasi kerja menjadi tabungan bagi narapidana anak. Pada
saat terakhir ia menjalani task sentence, ia harus diberi kesempatan untuk
memiliki keahlian dan dihargai sebagai manusia sehingga ia telah siapl kembali
dalam masyarakat. Dengan demikian ada fleksibilitas di dalam sistem
pemasyarakatan, dengan mengingat kondisi anak.

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari 60 responden, maka

semua narapidana anak tersebut baru pertama kalinya melakukan tindak pidana,
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dengan demikién mereka adalah first offender. Ada baiknya kita kembali melihat
pasal 45 KUHP, walaupur.l dengan lahirnya Undang-Undang pengadilan Anak,
pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi, akan tetapi sebagai gambaran akan
tampalk, bahwa pasal dalam JCUHP tersebut khususnya dalam bagian ini ternyata
lebih memberikan perlindungan kepada anak.

D1 dalam pasal ini dinyatakan: ... serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan
salah karena melakukan pelanggaran atau kejahatan tersebut di atas..”.dari
pasal ini dapat ditafsirkan bahwa seorang anak yang baru pertama kali
melakukan kejahatan sebaiknya tidak langsung dijatubi pidana peﬁjara yang
harus mereka jalani di lembaga pemasyarakatan. Di dalam Undang-Undang
Pengadilan Anak tidak diatur mengenai hal ini.

\ Di dalam RKUHP tahun 1997/1998, diatur lebih banyak mengenai jenis-
jenis pidana pokok (Pasal 114), yaitu; Pidana Nominal, pidana dengan syarat,
pidana denda dan pidana pembatasan kemerdekaan.

Sebaiknya bagi anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana
(first offender) tidak langsung dijatuhi pidana pembatasan kebebasan, hakim
dapat memberikan pidana yang lebih ringan sesuai dengan urut-urutan
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 114 RKUHP 1997/1998. Hal in
sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak dalam artikel 37 (b), yang menyatakan;
... detention or inrprisor}mem of a child shall be conformity with the law and
shall be used only as a measure of last desort and fof the shortes app}'opf‘iale

periode of time.
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Tabel 2. Data Narapidana Anak sampai dengan akhir Juni 1998 di
Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang (menurut

kelompok umur)

NO:. | KELOMPOK TN L %
1. | 12 Tahun Kebawah 0 %
2. | 12-15 Tahun 4 Orang 3,3 %
3. | 15-18 Tahun .. 84 Orang 70 %
4. | 18 Tahun Keatas 32 Orang 26,6 %

Jumlah 120 Orang 100 %

Sumber : Data Primer yang diolah.

Dari data narapidana anak berdasarakan kelompok umur, maka yang
berumur di bawah 12 tahun tidalg dijumpai di LP Anak Tangerang, dan yang
berumur antara 12-15 tahun berjumlah 4 orang atau 3,3 %, dan yang berumur
antara 15-18 tahun beljuxﬁlah 84 orang atau 70 % dan yang berumur diatas 18
tahun berjumiah 32 orang atau 26,6%.

Kelompok umur ini penting diketahui untuk menentukan program
pembinaan yang harus dijalankan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Bila kita Lihat pasal 20 Undang-Undang Pemasyarakatan, disana dikatakan

» bahwa :
Dalam rangka pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan,
dilakukan penggolongan berdasarkan :
a. umur;
b. jenis kelamin;
c. lama pidana yang dijatuhkan;

d. jenis kejahatan;




e. kriteria iainnya sesual dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
Selanjutnya mengenai penggolongan ini diatur lebih lanth dengan Keputusan
Menteri. Di dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tidak memberikan uraian
yang jelas mengenai konsep dasar penggolongan tersebut. Dan Keputusan
Menteri yang dimaksud juga belum ada. Dan pada pelaksanannya di Lembaga
Pemasyarakatan anak Tangerang secara konseptual maupun dalam prakteknya
didalam program pembinaan tidak dilakukan berdasarkan penggolongan
tersebut. Penggolongan hanya didasarkan pada jenis kelamin, karena sejak dulu
- Tangerang merhang sudah mempunyai lembaga pemasyarakatan anak wanita.
Akan tetapi penggolongan lainnya tidak dilakukan. Bahkan ada beberapa

narapidana yang telah berumur 18 tahun masth berada di lembaga tersebut. Hal

ini dikuatirkan berakibat buruk pada narapidana anak yang berusia lebih muda. .

Sedangkan menurut Undang-Unda.ng Pengadilan Anak pada pasal 60 dikatakan;
bahwa anak didik pemasyarakatan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan
anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Dan pada pasal 61 dikatakan
bahwa anak pidana yang belum selesai menjalani pidananya dan telah mencapai
umur 18 tahun harus segera dipindahkan. Apabila belum berumur 21 tahun
maka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Dewasa Muda.

Penggolongan berdasarkan jenis kejahatan dan residivist juga tidak
dilakul;an di lembaga ini. Menurut bagian Binakdik, penggolongan tersebut
tidak dilakukan adalah agar mereka bisa “berbaur” dengan narapidana anak

lainnya. Tampaknya ini merupakan pengertian yang keliru, karena berdasarkan
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perundang-undangan nasional maupun internasional, konsep bermasyarakat
dengan sesama narapidana lainnya tidaklah demikian. Jestru hal ini patut
diwaspadai karena mereka yang .telah berulang-ulang melakukan tindak pidana
apabila tidak dipisahkan dengan mereka yang sebagai pemula, dikuatirkan akan
menularkan sifat-sifat negatifnya. Penggolongan mengenai umur ini juga
ditegaskan dalam Artikel 40.1; ... human rights and fundamental freedoms of
other and wich take into account the childs age and the desirability of
promoting the childs reintegration and the childs assuming a constructive role
in society.

Ada beberapa faktor mengapa narapidana yang berusia 18 tahun lebih
masih ditempatkan di lembaga pemasyaral_catan anak. Salah satunya adalah pada
waktu sidang pengadilan si anak mengaku berumur di bawah 18 tahun, karena ia
tidak mempunyai akte kelahiran, sehingga tentu saja hakim memutus
berdasarkan pertimbangan bahwa anak tersebut berada di di bawah umur 18
tahun, sehingga apabila putusannya pidana penjara, maka ia ditempatkan di
lembaga pemasyarakatan anak. Tidak diindahkannya penempatan narpidana
berdasarkan umur, ini menunjukkan tidak konsekuennya terhadap perundang-
undangan nasional serta juga inétrumen—instrumen internasional yang
menegaskan perlunya penempatan narapidana berdasarkan penggolongan umur
untuk menentukan program pembinaan selanjutnya. |

Faktor lainnya yang menyebabkan narapidana berumur 18 tahun lebih

masih berada di lembaga pemasyarakatan anak adalah masalah prosedure




pemindahan ngrapidana yang harus ditempuh. Sebagaimana vang disebutkan
dalam Pola Pembinaan Narapidana dan Anak didik tahun 1990, pemindahan ini
" diperkenankan dengan alasan :

a. pembinaan;

b. keamanan;

¢. proses peradilan lain-lain yang dianggap perlu.

Apabila pemindahan atas permintaan sendiri, maka biaya ditanggung oleh
keluarga pemohon, sedangkan sebagian besar orang tua narapidana anak berasal
dari golongan ekonomi menengah kebawah. Sedangkan dalam kasus ini,
narapidana yang berunmur 18 tahun lebih, pembiayaannya dibebankan kepada
Kantor Wilayah Departemen Kehakiman apabila pemindahannfa berada di
wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.
Dan pembiayaannya dibebankan kepada Direkktorat Jenderal pemasyarakatan
apabila permindahannya dilakukan antar Kantor wilayah Departemen
Kehakiman.

Sedangkan mengenai kewenangan pemberian jjin apabila pemindahan
masih dalam satu wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman,
diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah. Dan apabila pemindahan berada di
wilayah hukum Kantor Wilayah Depﬁrtemen Kehakiman yang lain, diberikan
oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ljin dibeﬁkan secara tertulis dengan
menyebutkan identitas narapidana secara lengkap. Akan tetapi pada

pelaksanannya prosedure ini kadang-kadang menyita waktu., sehingga setelah
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sekian lama iji_p tersebut baru keluar. Atau bahkan lembaga pemasyarakatan
pemuda pada waktu yang bersangkutan telah over kapasitas sehingga tidak bi.sa
menerima narapidana lagi. Dengan demikian narapidana yang masih berada di
lembaga pemasyarakatan anak tidak mempunyai suatu program yang relevan
dengan usia mereka, kebanyakan dari mereka hanya melakukan kegiatan yang
sifatnya mengisi Waktu. Sebaiknya untuk mengantisipasi hal y’aﬁg demikian di
lembaga pemasyarakatan anak ada suatu tempat khusus bagi mereka yang telah
mencapai umur 18 tahun lebih akan tetapi mereka belum dapat dipindabkan ke
lembaga pemasyarakatan pemuda dengan berbagai alasan, sehinggga program
pembiﬁaan yang dilakukanpun tentu berbeda dengan narapidana amak yang
berusia di bawah 18 tahun.

Dan untuk lebih menyederhanakan mekanisme prosudure permohonan
pemindahan narapidana, sebaiknya lebih ditingkatkan jasa-jasa telekomunikasi
vang lebih canggih misalnya melalui telepon, faximile atau sarana telekomunikasi
lainnya yang kemudian bisa disusul dengan permohonan tertulis. Hal ini
tentunya memerlukan anggaran yang lebih mahal, tetapi apabila kita konsckuen
dengan tujuan pembinaan narapidana anak, sebaiknya hal ini perlu mendapat

perhatian yang lebih. Sebagai solusi lain dapat ditempuh, misalnya dengan cara

pemindahan narapidana dari lembaga pemasyarakatan yang satu ke lembaga.

pemasyarakatan yang lain melalui surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan

'yang satu kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang lainnya, baru
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kemudian Kepala Kantor Wilayah Kehakiman atau Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan yang bersangkutan diberi laporan atau tembusannya.

Tabel 3. Data Narapidana Anak berdasarkan Pekerjaan Orang Tua.

N = (60)

1. | Pegawai Negeri 4 6,6 %
2. | ABRI 3 5,0 %
3. | Pegawai Swasta 4 6,6 %
4. | Pengusaha 2 3,3 %
5. | Petani * 20 33,3 %
6. | Pedagang _ 11 18,3 %
7. | Burph 13 21,6 %
8. | Tidak Bekerja 3 5,0 %
9. | Lain-lain 0 0,0 %

Jumlah 60 100 %

Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan data menurut pekerjaan 6rang tua, maka sebagian besar
narapidana anak berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Apabila
kita lihat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, maka pembinaan
narapidana anak juga harus melihat kondisi sosial ekonomi keluarganya. Akan
tetapi pada pelaksanannya penggolongan berdasarkan hal ini tidak dilaksanakan.
Selain itu juga tidak ada konsep yang jelas mengenai program pembinaan yang
didasarkan pada kondisi ekonomi sosial dari keluarga narapidana anak.
Seharusnya pembinaan narapidana | anak tidak bersifat umum, melainkan
memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan budaya anak yang bersangkutan
(individualisasi pembinaan). Akan tetapi pada pelaksanaanya pembinaan

dilakukan denganm cara mengeneralisasikannya. Individualisasi pembinaan
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merupakan konsekuensi dianutnya peradilan anak sebagai bagian dari upaya
perwwjudan kesejahteraan anak atas dasar asas proporsionalitas, yaitu yang
mengingatkan agar tanggapan dan reaksi masyérakat yang proporsional
tethadap pelaku tindak pidana anak, sehingga pelaksanaan hukumannyapun
harus dilihat kasus per kasus, dan pembinaan dilakukan dengan memperhatikan
juga keadaan keluarga. Hal ini sesuai dengan apa yang dijlusikaﬁ dalam Beijing
Rules Rule 5.1. (the juvenile justice system shall emphasize the well-being of
the juvenile and shaal ensure that any reaction to juvenile offenders shall
always be in proportion to the circumstance of both offender and offence). Hal
ini perlu diimbangi dengan adanya dukuogan sumber daya manusia dan fasilitas
yang mendukung terciptanya usaha pembinaan anak dalam lembaga yang
menekankan adanya individuaﬁsasi pembinaan,

Tabel 4. Data Narapidana Anak Berdasarkan Status Anak sebelum

Masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

(N =60)

1. | Pelajar 19 31,6 %
2. | Pekenja 20 33,3 %
3. | Anak Putus Sekolah 21 35,0 %
4. | Lain-lain 0 0,0 %

Jumlah 60 100 %

Sumber : Data primer yang diolah.
Berdasarkan data yang diperoleh mengenai status anak sebelum mereka

masuk ke lembaga pemasyarakatan, maka sebagian besar dari mereka adalah
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anak putus sekolah (12,6%) dan pekega (12%). Anak putus sekolah ini
sebagian besar.hjdup dijalanan. Dari data yang diperoleh berdasarkan motivasi
melakukan kejahatan maka 37 % adalah karena tekanan ekonomi dan 23 %
karena pengaruh teman. Berdasarkan hal ini bisa ditentukan bagaimana program
pembinaan selanjutnya bagi mereka. Data yang diperoleh di lapangan ada
beberapa anak yang selama di lembaga pemasyarakatan tidak bisa mengikuti
sekolah karena diharuskan ada syarat bahwa ia sebelum masuk ke lembaga
pemasyarakatan memang permah bersekolah. Adanya surat keterangan bahwa
mereka pernah sekolah sulit didapat karena pada umumnya mereka juga sudah
beberapa waktu meninggalkan bangku sekolah dan mereka ada yang berasal dari
luar wilayah kota Tangerang ying merantau ke ibu kota, sedangkan daerah asal
mereka misalnya Lampung, Palembang, Jawa Timur. Dan untuk meminta
keluarga mereka mengurusnya, pada umummya mereka malu, babkan ada
keluarganya yang tidak diberitahu bahwa mereka ada di lembaga
pemasyarakatan, selain kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk
pulang pergi ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

Walaupun mereka mulanya adalah anak putus sekolah atau pekerja pada
umumnya mereka ingin bersekolah seperti anak-anak pada umumnya. Dan
mengingat pidana yang diberikan kepada mereka adalah sebagian besar pidana
jangka pendek (dibawah satu tahun) sehingga apabila harus menunggu harus
adanya surat keterangan pemah bersekolah dari sekolah yang bersangkutan

dikuatirkan akan memakan waktu lama, sedangkan masa pidananya telah dijalani




sebagian. Bagaimana program tersebut akan dijalankan sedangkan untuk satu
tingkatan sekolah saja menghabiskan waktu satu tahun. Dengan demikian
diperlukan suatu gerak cepat untuk menyederhanakan prosedure ini. Atau
alternatif lain bagi mereka yang hanya dijatuhi pidana penjara pendek misalnya 6
bulan ke bawah diberikan saja latihan-latihan ketrampilan dan selanjutnya
diberikan Asertiﬁkat sehingga mungkin berguna bagi mereka yang telah keluar
atan selesai menjalani hukuman.
Atau alternatif lain adalah dengan mengefektifkan kembali kejar paket A dan
kejar paket B bagi mereka yang belum pernah sekolah sehingga dengan
demikian tidak banyak waktu yang terbuang percuma bagi mereka selama di
lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya berdasarkan penelitian mengenai hak-hak narapidana anak,
maka diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 5. Hak Melaksanakan Ibadah di dalam Lembaga Pemasyarakatan

(N=60)

1. | Kurang 17 | 283%

. Cukup 23 38,3 %
3. Baik 20 334 %
Jumlah 60 100 %

Sumber : Data primer yang diolah.
Mengenai pelaksanaan ibadah di dalam penjara pada dasarnya sebagian

besar merasa bahwa pembinaan keagamaan di dalam Jembaga cukup
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memadai.Pembinaan keagamaan ini penting, karena diharapkan dengan
pembinaan mental ini narapidana anak dapat diteguhkan imannya serta diberi
pengelftian agar dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatannya.
Pendekatan humanistik melalui pembinaan keagamaan harus dapat
membangkitkan keasadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-
nilai pergaulan hidup dalan;1 masyarakat. Sedangkan mengenai pembinaan
keagamaan dengan cara mengikuti program pembinaan keagamaan di luar
lembaga diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 6. Pembinaan Keagamaan di Luar Lembaga Pemasyarakatan

(N=60)

1 Kurang 26 43,4 %
. Cukup 15 25,0 %
3. Baik 19 31,6 %
Jumlah 60 100 %

Mengenai pelaksanaan ibad‘_ah di luar lembaga pad_a dasafnya sebagian
besar narapidana anak merasa kurang mendapatkan hak melaksanakan ibadah
secara bersama-sama dengan masyarakat. Padahal ini sangat penting dalam
rangka asimilasi dan integrasi dgngan masyarakat. Pelaksanaan ibadah di luar
lembaga pemasyarakatan penting dilakukan agar narapidana anak merasa
diterima  sebagai bagian dari masyarakat. Ada baiknya narapidana diikut
sertakan, misalnya dalam pesantren kilat bergabung dengan anak-anak pada

umumnya, tentunya dengan pengawasan oleh petugas. Dengan demikian
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diperoleh dua manfaat sekaligus, yaitu selain menambah ketebalan iman, juga
narapidana anak dilatih untuk beradaptasi dengan anak-anak pada umumnya.

Selanjutnya mengenai hak mendapatkan perawatan terhadap narapidana

anak, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 7. Hak Mendapatkan Perawatan Jasmani maupun rohani

L. Kurang 24 40,6 %
2. Cukup 17 28,3 %
3. Baik 19 31,6 %

Jumlah 60 100 %

Sumber : Data primer yang diolah.

Mengenai perawatan jasmani maupun rohani pada dasarmya sebagian
merasa kurang. Perawatan narapidana anak ini berfungsi untuk menjaga agar
mereka selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani,. karena itu harus
diusahakan agar mereka tetap memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang .cukup,

misalnya makanan, air untuk minum dan mandi. Khususnya untuk makanan

tentu harus diperhatikan makanan dengan jumlah kalor yang sesuai dengan.

pertumbuhan anak-anak. Selain itu yang harus diperhatikan adalah cara memberi

makanan kepada narapidanan anak jangan sampai merendahkan martabat

mereka sebagai manusia.

Selanjutnya mengenai pelayanan kesehatan, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 8. Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Jayanan Kesehatan |

‘- L Kurang
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2. Cukup 18 30,0 %
3. Baik 16 26,6 %
Jumlah 60 100 %

Sumber : Data primer yang diolah.

Mengenai pelayanan kesehatan, sebagain narapidana anak merasa kurang
mendapatkannya, hal ini mungkin disebabkan jumlah tenaga medis (dokter
umum) yang hanya satu orang di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan
bagi mereka yang merasa cukup mendapatkan perawatan keschatan, adalah
bagi mereka yang terkena penyakit n'ngaﬁ, yang kebanyakan penyakit yang
diderita oleh narapidana anak gdalah penyakit kulit, gangguan metabolisme,
sukar tidur hal ini disebabkan sanitasi atau kebersihan yang kurang dijaga, serta
gizi yang mereka peroleh dari makanan. Pada pelaksanaannya pemeriksaan
kesehatan dilakukan apabila ada permintaan dari narapidana yang bersangkutan.
Seharusnya pemeriksaan kesehatan dilakukan secara rutin miminal sebulan
sekali, sehingga diharapkan kondisi narapidana anak tetap terkontrolDan
dengan demikian pelayanan kesehatan yang merupakan hak anak dapat
diberikan dengan layak, hal ini juga sesuai dengan instrumen internasional
bahwa pelayanan kesehatan yang meliputi pencegahan dan pengobatan serta
kesehatan jiwa harus tersedia di lembaga pemasy.arakatan, dan lebih bagus
apabila fasilitas pelayanan keesehatan itu juga. terbuka untuk masyarakat umum
disekitar lokasi lembaga pemasyarakatan, ini dilakukan untuk mencegah adanya
sigmatisasi atas diri anak sekaligus menimbulkan rasa harga diri pada anak

dalam rangka anak melakukan pengintegrasian ke dalam masyarakat.
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Selanjutnya mengenai hak untuk menyampaikan keluhan, diperoleh data
sebagai berikut :

Tabel 9. Hak Untuk Menyampaikan keluhan

1. Tidak Pernah 47 78,3 %
2. Kadang-Kadang 13 '] 21,6 %
3. Sering } 0 00,0 %

Jumlah 60 100 %

Sumber : data primer yang diolah -

Dari data yang diperoleh mengenai hak untuk menyampaikan keluhan,
maka sebagian besar tidak pernah menyampaikan keluhan, hal ini disebabkan
ka‘rena mereka tidak mengerti akan hak-hak mereka atau karena takut dengan
petugas. Seharusn&a pada tahap admisi orientasi, mereka diberitahu dan diberi
pengertian akan hak—hakgya, sehingga mereka bisa mempergunakannya. Apabila
perlu diberikan secara tertulis mengenai hak-hak dan kewajibannya serta aturan-
aturan  yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan anak dengan
mempergunakan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga dapat dimengerti
oleh anak. Dan juga diberitahukan secara tertulis mengenai pihak-pihak mana
yang berwenang menerima keluhan.

Selanjutnya mengenai hak untuk mendapatkan informasi melalui bahan
bacaan maupun media masa, maka diperoleh data sebagai berikut ;

Tabel 10. Hak untuk Mendapatkan Informasi

. Tidak Pernah ‘
2. Kadang-Kadang 53 88.3 %
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3. | Sering 7 11,7 %
Jumlah 60 100 %

Mengenai hak untuk mendapatkan informasi, sebagian narapidana merasa
kurang mendapatkannya baik melalui bahan bacaan maupun media massa
lainnya seperti televisi. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas yang tersedia di
dalam lembaga pemasyarakatan khususnya mengenai bahan bacaan. Sedangkan
melalni siaran televisi mereka menyaksikannya banya sekali-sekali saja. Dan
informasi yang meraka dapatkan dari perpustakaan sangat minim sekali
mengingat kondisi buku-buku yang sudah lama, sehingga mereka tidak tertarik
untuk mendapatkan bacaan di perpustakaan.Anak yang kurang mendapatkan
h]formasi dikuatirkan akan menghambat proses pengintegrasian dirinya ke dalam
masyarakat kelak, oleh karena itu perlu dipﬂdrkan kembali mengenai pen.yediaan
sarana bacaan dan informasi yang dapat mendukung hal ini.

Selanjutnya hak untuk menerima kunjungan keluarga, maka diperoleh data
sebagai berikut :

Tabel 11. Hak Untuk Menerima Kunjungan Keluarga

1. | Tidak Pemah 3

U 70

. Kadang-Kadang 11 18,3 %
3. Sering 13 21,6 %
Jumlah 60 100 %

Sumber : Data primer yang diolah.
Mengenai hak untuk menerima kunjungan keluarga, sebagian narapidana

tidak pemah dikunjungi oleh kelurganya hal ini disebabkan keluarga mereka
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jauh dari tempat lembaga pemasyarakatan Misalnya Lampung, Palembang, Jawa

Tiour ) dan kondisi ekonomi sosial dari orang tua mereka yang tergolong lemah
sehingga untuk berkunjung ke lembaga pemasyarakatan memerlukan biaya yang
besar. Sedangkan mereka yang kadang-kadang dijenguk keluarganya adalah
mereka yang keluarganya tinggal di sekitar Jawa Barat, sehingga paling tidak .
mereka men&apat kunjungan sebulan sekali atau dua bulan sekali Dan mereka
yang sering dikunjungi keluarganya, adalah karena orang tua mereka tinggal di
dekat atau sekitar wilayah lembaga pemasyarakatan (Jabotabek).Padahal anak
berhak untuk mendapatkan kunjungan keluarga dan teman-teman dekatnya dan
ia pun berhak untuk melakukan surat menyurat dengan keluarganya, karena ini
merupakan salah satu cara untuk menjamin anak tetap dapat berhubungan
dengan masyarakat di luar lembaga. Dalam hal ini peran keluarga atu orang tua
sangat berpengaruh terhadap pembinaan anak di dalam lembaga pemasyarakat-
an. Sebagaimana yang tercantum dalam Beijing Rules yang menyatakan tetap
diperbolehkannya campur tangan orang tua, keluarga dalam usaha pembinaan
anak di dalam lembaga (Rule 26). Oleh karena itu perlu dipikirkan suatu upaya
pemindahan anak ke lembaga pemasyarakatan anak yang setidak-tidaknya dekat
dengan keluarga mereka. Dalam hal ini tentunya dengan penyederhanaan
prosedure pemindahan narapidana anak. Permasalahan lainnya yang timbul
adalah mengenai lamanya waktu berkunjung, antara narapidana yang satu
dengan narapidana yang lain tidak sama, hal ini menimbutkan kecemburuan

antara narapidana yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu perlu adanya
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suatu peraturai; tentang Jamanya waktu berkunjung, dan adanya ketegasan dari
petugas mengenai Jamanya waktu berkunjung. Hal ini penting agar tidak menim-
bulkan efek negatif antara narapidana yang satu dengan narapidaua yang lainya.

Selanjutnya untuk mengetahui hak narapidana anak untuk mendapatkan
remisi, maka harus diketahui pula mengenai jumlah lamanya pidana, hal ini
berkaitan dengan persyaratan tentang remisi.

Berdasarkan pelanggaran pasal dan jumlah lamanya pidana, maka dapat
dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 12. Lamanya Masa Pidana

1 4 BULAN . 9 7.5 %
2 5 BULAN 18 15 %
3 6 BULAN 13 10,8 %
4 7 BULAN 19 15,8 %
5 8 BULAN 22 18,3 %
6 | 9BULAN 6 5%
7 10 BULAN 17 14,1 %
3 1 TAHUN 14 1,6 %
9 12 TAHUN 1 1,6 %

Jumlah 120 100 %

Bila melihat lamanya masa pidana, maka berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia, Nomor 5 tshun 1987 pasal 3, maka yang berhak
memperoleh remisi adalah narapidana yang menjalani masa pidana diatas enam
bulan. Dengan demikian berdasarkan data diatas secara formal narapidana yang
berhak mendapatkan remisi berjumlah : 92 orang sedangkan yang tidak berhak

mendapatkan remisi adalah berjumlah : 28 oraﬁg.
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Pelaksanaan remisi diberikan apabila selama menjalani pidana, narapidana
anak berkelakuan baik, dan pengurangan masa menjalani pidana ini dapat
ditambah apabila selama menjalani pidana narapidana yang bersangkutan
berbuat jasa kepada negara dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi
negara dan kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan
dinas lembaga pemasyarakatan. Pengurangan masa pidana ini diberikan oleh
Menteri Kehakiman, yang diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang
bersangkutan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang
bersangkutan.

Sedangkan mengenai pelaksanaan remisi di lembaga pemasyarakatan anak
Tangerang pada dasamya telah dilaksanakan tetapi karena banyaknya prosedure
yang harus ditempuh sehingga menyebabkan keterlambatan sedangkan masa
pidana mereka kadang-kadang sudah habis sehingga mereka tidak mendapatkan
haknya untuk memperoleh remisi.

Walaupun di dalam pasal 5 ayat (3) Keputusan presiden Nomor 5 tahun 1987
tentang Pengurangan Masa menjalani Pidana (remisi), disebutkan bahwa; Dalam
hal narapidﬁna dalam satu tahun tidak memperoleh pengurangan masa menjalani
pidana, maka pengurangan pada tahun berikutnya dida.sarkan pada pengurangan
yang paling akhir diperolehnya. Akan tetapi ketentuan ini juga tidak dapat
menjangkau terhadap permasalahan yang ada di lembaga pemasyarakatan anak
(Tangerang), karena sebagian besar dari mereka dijatuhi pidana penjara pendek

yaitu satu tahun kebawah, Dalam hal ini peranan Tim Pengamat Pemasyarakatan




dan Dewan Pembina Pemasyarakatan perlu ditingkatkan lagi agar terjadi suatu
gerak cepat dalam menangani masalah remisi terhadap narapidana anak, sehing-
ga sesegera mungkin setelah dilakukan pengamatan terhadap narapidana anak.
Selanjutnya mengenai hak narapidana untuk memperoleh asimilasi, dalam
hal ini harus diketahui pula mengenai masa pidana yang telah dijalankan oleh
narapidana, hal ini berkaitan dengan pers;raratan yang harus ditempuh untuk
memperoleh ijin asimilasi. Berdasarkan.penelitian mengenai masa pidana yang
telah dijalankan oleh narapidana, maka diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 13. Masa Pidana yang telah Dijalankan oleh Narapidana sampai

dengan akhir Juni 1998.

1. 1/3 masa pidana 68 56,6 %
2. 1/2 masa pidana 33 27,5 %
3. 2/3 masa pidana 19 15,8 %

Jumlah 120 100 %

Sumber : Data yang diolah dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

Narapidana anak yang sedang atau menjalani 1/3 masa piqana berjumlah

68 orang.

Dan narapidana yang telah menjalani 1/2 masa pidana berjumlah 33 orang (yang

sudah sidang TPP berjumlah: 12, dan yang belum sidang TPP jumlah: 21).
Narapidana anak yang menjalani 2/3 masa pidana berjumlah 19 orang

(yang sudah sidang TPP berjumlah: 9, yang belum sidang TPP berjumiah: 10).
Untuk asimilasi diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 1/2

masa pidananya, sedangkan bagi mereka yang yang telah menjalankan 2/3 masa
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pidananya diberikan asimilasi dengan memberikan kegiatan mandiri di luar
lembaga pemasyarakatan.,

Dari data yang diperoleh maka secara formal, narapidana yang berhak
mendapatkan asimilasi berjumlah: 52 orang. Akan tetapi pada pelaksanannya,
tidak sepenuhnya dilakukan hal ini disebabkan karena prosedure yang
melibatkan banyak pihak, yang mengakibatkan' keterlambatan yang pada
akhirnya narapidana tidak memperoleh hak sepenuhnya dalam memperoleh
asimilasi. Untuk mendapatkan asimilasi, narapidana harus melalui sidang Tim.
Pengamat Pemasyarakatan,l dengan mendengarkan | Laporan Penelitian
Kemasyarakatan (dalam hal i BAPAS Jakarta Barat sering tidak
ditkutsertakan), setelah mengadakan sidang lalu diusulkan kepada Kepala
Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, lalu Keluar Surat keputusan yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah bisa menjalankan proses asimilasi
di dalam maupun di lnar lembaga pemasyarakatan. Permasalahan yang kemudian
dihadapi adalah jumlah tenaga pengawas yang bertanggung jawab terhadap
narapidana yang tengah menjalani astmilasi telt'utama" bagi mereka yang
menjalankan asimilasi dengan pihak ketiga baik instansi pemerintah maupun
swasta sehingga dengan demikian pada pelaksanannya asimilasi sebagian besar
dijalankan hanya di dalam lembaga pemasyarakatan saja. Petugas yang
mengawasi narapidana yang tengah menjalani asimilasi di luar lembaga adalah
semua pefugas KPLP (Kesatuan Pengawasan Lapas) dan petugas Bimker

(Bimbingan Kerja). Selain itu peranan Hakim Wasmat dalam hal ini harus
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dikedepankan, mengingat selama ini peranan Hakim Wasmat kurang efektif]
karena kunjungan Hakim Wasmat hanya bersifat formalitas saja, vaitu
memeriksa apakah putusan terhadap narapidana telah dilaksanakan.

Pemberian remisi dan asimilasi ini hendaknya bukan didasarkan pada pemberian
keringanan ataupun hadiah karena berkelakuan baik akan tetapi lebih merupakan
program sebagai sarana pembinaan dalam proses pemasyarakatan. Dengan
demikian persayaratan yuridis dan administratif yang terlalu rumit perlu ditinjau
kembali. -

Selanjutnya mengenai hak -untuk mendapatkan pembebasan bersyarat
menurut Peraturan Menteri Kehakimaaan Republik Tndoneesia Nomor : M.01-
PK.04.10 tahun 1989 diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa
pidananya 2/3 dari masa pidananya sekurang-kurangnya sembilan bulan. Salah
satu persyaratan yang harus ditempuh untuk memperoleh pembebasan bersyarat
adalah adanya laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai BISPA (sekarang
BAPAS), tentang keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan
lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan
narapidana anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPAS Jakarta Barat
yang berwenang menangani masalah pembinaaan anak di Lembaga

Pemasyarakatan anak Tangerang, maka diperoleh data sebagai berikut :
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Tabel 14. Daftar Rekapitulasi Litmas Sampai dengan Juni 1998

DEWASA
PRIA WANITA PRIA WANITA
12 - - -
JML 12 0 0 0

Bila dilihat dari jumlah penghuni narapidana anak sam‘pai dengan bulan
Juni 1998 di lembaga pemasyarakatan anak Tangerang yang berjumlah 120
orang, maka pada tahun yang sama hanya 12 narapidana anak saja yang
dilakukan penelitian kemasyarakatan oleh BAPAS,.daIam rangka memperoleh
pembebasan bersyarat. BAPAS dalam hal ini sifat pasif, dalam arti BAPAS
 banya akan melakukan penelitian kemasyarakatan apabila diminta oleh pihak
lembaga pemasyarakatan.
Selanjutnya penelitian kemasyarakatan yang salah satu fungsinya adalah
memberikan laporan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagai bahan
penimbangan‘unmk memberikan pembebasan bersyarat.

Berdasarkan penelitian di BAPAS Jakarta Barat maka diperoleh data
mengenai peneltian kemasyarakatan sebagai berikut :
Tabel 15. Daftar Distribusi Saran-saran Penelitian Kemasyarakatan

Untuk  Sidang  Pengadilan dan Tim  Pengamat

Pemasyarakatan.

. | P-idzlahal B'éfsyarat B
2. Kembali Kpd Orang Tua - -
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3. Anak Negara - -
4. | Anak Sipil - -
5. Sesuai Hukum ' 7 12
6. Asimilasi - -
7. Cuti Menjelang Bebas 1 1
8. Cuti Mengunjugi Kel. 2 2
9. Pembebasan Bersyarat 54 8
Jumlah 69 24

Dari data yang diperoleh pada tahun yang sama, jumlah narapidana anak
di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang berjumlah 120 orang akan tetapi
yang dilakukan penelitian kemasyarakatan untuk memperoleh pembebasan
bersyarat hanya berjumlah 54 orang, dan yang memperoleh Keputusan Menéeri
Kehakiman untuk pembebasan bersyarat hanya 8 orang. Permasalahan yang
dihadapi dalam memperoleh pembebasan bersyarat ini adalah psosedure yang
harus ditempuh baik i)él'syal'atan substansif maupun administratif, sebagimana
yang tercantum dalam Peraturan Menteri kehakiman RI No. M.Oll-Pk.04.10
tahun 1989, Untuk persyaratan substansif narapidana anak harus
memperlihatkan kesadaran dan penyesalannya, memperlihatkan perkembangan
budi pekerti dan moral yang efektif, mengikuti program kegiatan dengan tekun,
masyarakat dapat menerima program kegiatan narapidana yang bersangkutan,
dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin setidak-tidaknya dalam satu tahun
terakhir. Pembebasan bersyarat dibe.li_lgan kepada narapidana yang telah
menjalani 2/3 dari masa piciananya (sélmrang-kurangnya 9 bulan). Sedangkan
persyaratn ladx-ninistratif yang harus dipenuhi adalah; salinan putusan, surat
keterangan asli dari pengadilan bahwa narapidana tidak mempunyai perkara lagi,

surat keteréngan asli bahwa narapidana sewaktu pemeriksaan di pengadilan
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tidak menyulitkan dalam memberi keterangan, laporan = penelitian
kemasyarakatan dari BAPAS, daftar yang memuat tentang pelanggaran tata
tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidéua, daftar
perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain,
surat kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana seperti keluarga,
sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan deketahui oleh pemerintah
setempat dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya lurah
atan kepala desa, surat keterangan dari psikolog atau dokter umum yang
menyatakan narapidana sehat baik jasmani maupun rohaninya. Dengan
persyaratan administratif yang berjumlah delapan ini dirasakan sangat berat,
selain itu juga masalah waktu. Narapidana yang berhak mendapat pembebasan
bersyarat adalah yang telah menjalani 2/3 masa pidananya, akan tetapi prosudure
mengurus pembebsan bersyarat ini kadang menghabiéﬁan waktu masa pidana
yang 1/3 nya lagi. Tidak dilaksanakannya pembebasan bersyarat sebagai salah
satu hak narapidana, merupakan pelanggaran hak-hak narapidana. Dan dengan
tidak dﬂaksanékannya' hak narapidana tersebut, maka kita telah mengabaikan
tujuan dari sistem pemasyarakatan, karena pembinaan yang dilandaskan pada
sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali
kedalam kehidupan masyarakat sebagai warga negara yang patuh. dan taat
terhadap hukum, mandiri dan produktif sehingga berguna bagi pembangunan,
dan untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh

adalah melalui pelaksanaan pembebasén bersyarat.
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Sedangkan menurut RKUHP 1997/1998, sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 122 ayat (4), yaitu: lamanya masa pembinaan di lembaga perﬁasyarakatan
anak dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Ada kemajuan dalam konsep ini, yaitu masalah waktu yang semula 2/3 menjadi
Y2 dari lamanya masa pidana.

Dan di dalam pasal 57 ayat (1) dikatakan bahwa putusan pidana dan tindakan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan dan
penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan maksud
pemidanaan, ini sesuai dengan ide individualisasi pidana yaitu ada kemungkinan
modifikasi pidana (perubahan dan penyesuaian).

Dari tabel tersebut di atas dapat pula diketahui bahwa pada tabun yang
sama hanya 1 orang yang di lakukan penelitian keemasyarakatan untuk
memperoleh cuti menjelang bebas dan 2 orang dilakukan penelitian
kemasyarakatan untuk memperoleh cuti mengunjugi keluarga. . Khususnya cuti
menjelang bebas diberikan kepada narapidana yang tidak dapat diberikan
pembebasan bersyarat karena masa atau sisa pidananya pendek. Padahal cuti
menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga juga merupakan salah satu
upaya untuk mewujudkan tujuan pembinaan yang berlandaskan sistem
pemasyarakatan. .

Selanjutnya pendapat narapidana anak mengenai pembinaan yang

dilakukan di lembaga pemasyarakatan anak, ada yang berpendapat lebih
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merupakan pembalasan dan ada yang lebih merupakan pembinaan. Dari data
yang diperoleh dari responden, maka diperoleh gambaran sebagai berikut:

16. Pendapat Narapidana anak tentang Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

NO. PENDAPAT TENTANG PEMBINAAN N %
| Sebagai pembalasan 20 33,3
2 Sebagai pembinaan 28 46,6
3 | Tidak tahu . 12 20,0
JUMLAH 60 100 %

‘Dari data'tersebut maka masih ada sebagian narapidana yang menganggap
bahwa pelaksanaan pembinaan di lembaga, masih cenderung kepada
pembalasan. Seharusnya ini tidak boleh terjadi sebab, sejak dikeluarkannya
undang-undang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Pengadilan Anak, harus
sudah dirobah orientasi pembinaan narapidana ke arah yang lebih manusiawi.
Putusan pidana yang berupa pembatasan kebebasan tidak boleh melebihi dari
kesalahan yang dibuat oleh anak, akan tetapi juga tidak boleh mengabatkan rasa
keadilan masyarakat. Hanya yang perlu diingat di sini terhadap anak haruslah
dilihat secara proporsional dalam arti pembinaaniya harus dilihat kasus per
kasus. Dan segala sesuatu kegiatan pembinaan anak haruslah bertolak pada ide
dasar perlindungan terhadap anak, dan pembinaan di dalam lembaga
pemasyarakatan tetap harus berusaha merubah “sifat nakal apak”, sehingga
menjadi orang yang baik, dan masyarakat menjadi terlindungi dengan
dimasukannya anak ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap narapidana anak yang berpijak pada anggapan

bahwa pidana penjara adalah pembalasan, dikuatirkan akan mendatangkan
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kousekuensi—kqnsekuensi yang merugikan anak, misalnya terjadinya penyiksaan
baik berupa tindakan ucapan, cara perawatan maupun penempatan.
Pidana yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan harus disesuaikan

dengan karakteristik si pelaku.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan
Narapidana Anak

Dalam melaksanakan pembinaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan
Anak terdapat faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian karena dapat
berfungsi sebagai faktor pendukung dan dapat pula menjadi faktor penghambat.
Faktor-Faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pola dan tata letak Bangunan.

Pola dan tata letak bangunan sebagaimana diatur dalam dalam kepﬁtusau
Menteri Kehakiman Republik Indonesia no. M.01.P1..01.01 tahun 1985 tanggal
11 April tahun 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan
Rumah Tahanan Negara perlu diwujudkan, karena pola dan tata Tetak bangunan
merupakan faktor yang penting guna mendukung pembinaan sesuai dengan
tujuan pemasyarakatan.

Bebarapa faktor )yang mempengaruhi dalam menentukan lokasi dari
Jembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang adalah :

a. Kondisi danTata Letak Bangunan lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.
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Bangunan lembaga pemasyarakatan anak Tangerang dilihat dari segi usia
sudah sangat tua. Rencana rehabilitasi dan pembangunan belum sepenuhnya
dilaksanakan karena masalah anggaran, walaupun pada saat ini sedang
dilaksanakan penelitian yang didasarkan pada suatu fesibility studies yang
lengkap mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah bangunan
lembaga pemasyarakatan anak.

Saat ini keadaan tata ruang di lembaga pemasyarakatan anak Tangerang
terutama ruang tinggal kurang memperhatikan martabat manusia dan hak-hak
an_ak sebagai hnanusia.

Bangunan ini berada di tengah-tengah kota. Dilihat dari segi transportasi

~ dan komunikasi tidak ada permasalahan. Akan tetapi karena lembaga

pemaasyarakatan anak Tangerang ini penghuninya bukan saja dari wilayah
sekitarnya, melainkan bisa saja dari berbagai pelosok yang ada di Indonesia,

sehingga tentu menyulitkan bagi keluarga yang akan mengunjungi anaknya.

Suasana kota Tangerang yang terlalu ramai tidak menimbulkan ketenangan -

sehingga akan mempengaruhi efisiensi pembinaan. Letaknya yang ditengah-
tengah kota dengan bentuk bangunan warisan kolonial mengesankan bangunan
ini sangat “penjara” sekali seolah-olah menimbulkan kesan atau label bahwa
ditempat ini dikumpulkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan sehingga
menimbulkan suatu stigma bagi penghuni di dalamnya.

Sebaiknya lembaga pemasyarakatan anak dibangun sedemikin rupa sehinngga

terjamin kebutuhan dasarnya. Dan lembaga pemasyarakatan dirancang dengan
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tetap memperhatikan privacy anak serta mendukung terhadap program

rehabilitasi serta integrasi anak ke dalam masyarakat kelak.

b. Sarana-sarana yang dibutuhkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Ada beberapa sarana-sarana yang ikut berpengarub dalam pelaksanaan
pembinaan narapidana anak yaitu. ;

1. Ruang administrasi, yaitu tempat terselenggaranya semua kegiatan proses
administrast.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Téngerang mempunyai satu ruang
adminsitrasi yang cukup memadai.

2. Ruang penerimaan, yaitu tempat terselenggaranya penerimaan bagi
‘narapidana yang baru datang di lembaga pemasyarakatan. Narapidana anak
yang baru datang didaftar dan diberi pakaian seragam, yang selanjutnya
dimasukkan ke dalam sel orientasi selama beberapa waktu untuk
menentukan program pembinaan selanjutnya. Ruang penerimaan ini
dilengkapi dengan fasilitas untuk keperluan administrasi seperti registrasi,
pemotretan, tanda jari dan ‘hal-hal yang berhubungan dengan proses
penerimaan. Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang juga terdapat
satu ruang penerimaan bagi narapidana anak yang baru datang,

3. Ruang Tinggal Narapidana Anak.

Ruang tinggal narapidana anak ini dibagi-bagi dengan berbagai tingkatan,
yaitu standard minimum security, standard medium security, dan standard

maximum security. Di dalam ruang tinggal standard minimum securuty
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penghuni bisa membawa kuncinya kamamya masing-masing. Setiap kamar
dﬂengkapi dengan tempat tidur, meja kecil. lemari, lampu penerangan. Di
dalam ruang tinggal dengan standard medium security masih diperlukan
pengawasan akan tetapi tidak terlalu ketat. Perlengkapan di dalam runag
tinggal i sama dengan perlengkapan yang ada di ruang tinggal dengan
standard medium security. Di dalam ruang tinggal maximum security masih
diperlukan pengawasan yang ketat karena narapidana dianggap berbahaya.

Mengenai ruang tinggal narapidana. anak pada dasamya masih bersifat
antara medium security dan maximum security, karena pengawasan tetap
dilakukan dengan ketat dan kunci kamar masih dipegang oleh petugas.
Sesungguhnya‘ penggolongan lembaga dengan maximum security, medium
security dan minimum security sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sistem
pemasyarakatan. Dasar penggolongan ini hanya dipandang dari pendekatan
kemanan (security approach), sebagaimana disebutkan dalam pasal 13
KUHP dan pasal 49-56 Gestichten Reglemen. Sebaiknya perlu' dipikirkan
kondisi bangunan lembaga pemasyarakatan terbuka dengan standard
minimum security atau perln diadakannya sarana semi-lembaga 'yang
dikoordinasikan dengan baik dalam kerangka pengintegrasian anak ke
dalam masyarakat. Walaupun ini tentu memerlukan perencanaan dan
persiapan yang matang sekali yang juga memerlukan keterlibatan suatu
Jembaga yang independen, misalnya parole, probation dan lembaga-lembaga

kesejahteraan anak dengan ditunjang oleh petugas yang berkualitas.
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Sedangkan mengenai perlengkapan kamar, saat ini di dalam setiap kamar
tidak ada tempat tidur, tidak ada tikar, meja belajar dan lemari. Saat ini
narapidana anak tidur di lantai, kecuali mereka yang membawa sendiri alas

tidur (tikar). Sedangkan menurut instrumen internasional (United nations

Rules For the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty), ruang

tidur anak harus dapat memberikan kenyamanan tidur bagi anak, jam tidur

diatur, dan selama tidur anak harus terbebas dari gangguan.

4. Ruang makan.

Seluruh narapidana makan bersama di ruang makan, kecuali orang-orang
tertentu yang dikenakan pengawasan maximum security dan medium
security. Dalam hal ini anak berhak mendapatkan makanan yang berkualitas
dan cukup kuantitasnya yang disesuaikan dengan pertumbuban dan
perkembangan anak serta sesuai dengan standard kesehatan

Sel Disiplin, yaitu sel untuk menempatkan narapidana yang melanggar tata
tertib atau disiplin dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Lembaga pemasyarakatan Anak Tangerang mempunyai sel disipilin yang
diperuntukkan bagi narapidana anak yang melanggar peraturan. Bagi mereka
hanya diberikan “makan kering”, yaitu suatu istilah yang berarti makan
tanpa lauk pauk, dan mereka dimasukkan dalam sel disiplin. Dan
berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Seksi Bimbingan dan
Pembinaan Anak Didik, dikatakan bahwa hukuman badan boleh saja

dikenakan bagj anak yang melanggar disiplin atau peraturan. Keadaan ini
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bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia juga tidak sesuai -

dengan instrumen internasional. Pada setiap tindakan disiplin harusnyh
bemedoﬁan pada suatu ketentuan yang tidak merendahkan martabat anak
sebagai seorang manusia dan harus sesuai dengan ukuran kelayakan dalam
masyarakat. Semua tindakan kasar yang tidak manusiawi, merendahkan
martabat anak, penempatan dalam sel yang gelap dan terisolir, serta
pengurangan jatah makan, dan hukuman fisik.adalah dilarang dengan alasan
apapun. |

Sel Oriéntasi, yaitu untuk menempatkan narapidana yang baru sebagai
tempat tinggal sementara waktu,dimana mereka disini dipelajari untuk
menentukan program seianjumya.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang mempunyai satu ruang orientasi.
akan tetapi secara fungsional sel ini kurang dimanfaatkan terhadap kegiatan
orientasi narapidana anak.Hal ini terbukti misalnya dalam hal anak tidak
mengetahui hak—ﬁaknya sebagai penghuni lembaga. Seharusnya dalam sel ini
anak diberitahu mengenai hak-hak mereka dan peraturan-peraturan yang ada
di dalam lembaga dan juga di dalam sel ini selain dilakukan orientasi terha-
dap anak dalam rangka memberikan program pembinaan, seharusnya dalalﬁ
tahap ini juga anak diperkenalkan pada hak-hak dan kewajiban mereka seba-
gai penghuni lembaga pemasyarakatan. Dari data yang diperoleh (tabel..)

sebagian dari mereka ternyata tidak tahu apa yang menjadi hak-hak mereka.




Ruang kunjungan.
Yaitu tempat terselenggaranya pertemuan deagan keluarga.

Lembaga pemasyarakatan anak Tangerang mempunyai ruang kumjungan

yang bersatu dengan ruang adimistrasi pembinaan. Hanya saja pada

%pelaksanaanya untuk kunjungan keluarga saat i tidak mempunyai batas
waktu yang jelas, ada yang hanya lima belas menit ada yang setengah jam
‘bahka-n ada yang lebih dari itu. Tidak ada ketegasan peraturan mengenai
lamanya waktu berklmjung. Bagi pengunjung yang sering datang. ke

lembaga pemasyarakatan dan sudah kenal dekat dengan petugas, maka

jangka waktu bisa diperpanjang.

|
8. Ruang pembinaan.

D1 dalam rangka pembinaan narapidana. Maka diperlukan ruangan-ruangan
yang berfungsi untuk mexiduktmg terwujudnya pembinaan tersebut, Saat ini

di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang mempunyai

‘- ruang kelas SD, SMP dan SMA, yang dipergunakan untuk menampung
aktivitaas pendidikan danilmu pengetahuan. -

Sékolah Dasar disini dinamakan SD Istimewa Tangerang, yang terdiri
dari enam kelas, yaitu kelas satu sampai dengan kelas enam. Statusnya
swasta, dibawah pimpinan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan

kebudanaan DKI Jaya. Sekolah dasar Istimewa Tangerang ini telah

melaksanakan EBTA secara mandiri. Sedangkan untuk Sekolah
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dari tiga kelas, yaitu kelas satu sampai dengan kelas tiga. Statusnya

swasta, dibawah pimpinan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.

Yang menjadi permasalaban disini adalah tidak semua narapidana anak
dapat bersekolah disini, karena mereka harus menempuh persyaratan,
yang salah satunya adalah surat keterangan bahwa mereka bersekolah
sebelum masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan.

ruang kerja (workshop)

Di Lembaga pemasayarakatan anak Tangerang saat ini mempunyai ruang
kerja, yang berfungsi sebagai ruang untuk pendidikan non formal
Ruangan ini berfungsi untuk melakukan latihan-latihan ketrampilan
seperti, seni lukis, seni teater, sent musik, ketrampilan elektronik, sablon,
menjahit dan kerajinan triplek. Akan tetapi pada saat ini kondisi
peralatan sudah banyak yang rusak dan tidak bisa dipergunakan
sebagaimana mestinya, sedapgkan untuk beberapa kegiatan tidak
sepenuhnya dilaksanakan karena kekurangan tenaga pengajar atau
tenaga ahli dalam bimbingan kerja.

Tempat untuk kegiatan ektrakurikuler

Saat ini di lembaga pemasyarakatan anak Tangerang mempunyai
kegiatan ekstrakurikuler, berupa kegiatan kepramukaan, olah raga dan
rekreasi. Untuk kegiatan ekstrakurikuler berupa kepramukaan saat ini

telah dilaksanakan latihan gabungan pramuka dengan Gugus Depan




SLTP Negeri 1, SLTP Negeri II dan SLTP Panca I{alya‘ Sedangkan
untuk kegiatan olah raga hanya dilakukan di sekitar lnar lembaga.

Ruéng perpustakaan

Ruang perpustakaan di lembaga ini sangat tidak memadai. Kondisi buku-
buku yang sudah sangat usang dengan jumlah yang sedikit. Hal ini tentu
berpengaruh terhadap proées pembinaan narapidana anak, karena
bagaimanapun anak harus mendapatkan informasi dunia luar yang aktual
sechingga mereka tidak ketinggalan informasi walaupun berada di dalam
lerbaga.

Ruang auditorium.

Ruangan ini dimasudkan sebagai tempat serba guna misalnya untuk
‘mengadakan upacara, ceramah, kesenian dan sebagainya. Saat i ruang
serba guna belum difungsikan sebagaimana mestinya. Misalnya dengan
lebih diefektifkannya penyuluhan-penyuluhan.

Tempat ibadah.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang terdapat satu
ruangan yang berfungsi sebagai mushola dan satu ruangan yang
berfungsi sebagai gereja. Ruangan ini berfungsi untuk menampung
aktivitas keagamaan bagi narapidana anak. Secara fisik gedung ini cukup
memadai, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi baik secara kualitatif

maupun kuantitatif mengenai program keagamaan.
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- Rumah sakit.
Saat ini di Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang tidak mempunyai
Rumah Sakit Khusus atau Klinik, hanya ada satu ruangan yang
dipergunakan untuk pelayanan medis bagi narapidana anak yang

memerlukan pemeriksaan dan pengobatan.

c. Struktur Organisasi

Mekanisme kerja khususnya hubungan dan jalur-jalur perintah komando
dan staf hendaknya mampu dilaksanakan secara berdaya guna agar pelaksanaan
tugas di setiap unit kerja berjalan dengan lancar. Setiap petugas harus mengerti
dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab
_masing-masing. Namun demikian disiplin dan penerapan struktur organisasi
hendaknya tidak menjadi tugas-tugas menjadi lambat, akan tetapi diperlakukan
secara fleksibel sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada.

Struktur organisasi merupakan pola formal kegiatan dan hubungan
diantara berbagai sub umit di dalam organisasi, dan merupakan pola formal
bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan.

Sampai saat ini struktur organisasi yang ada di lembaga pemasyarakatan

anak Tangerang adalah sebagai berikut :
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KPLP

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

PETUGAS
PENGAMANAN

KELAS ITA
SUB BAGIAN
TATA USAHA
|
URUSAN URUSAN
KEPEGAWAIAN UMUM
& KEUANGAN
Seksi Bimbingan Seksi Kegiatan Seksi Adm. Keamanan
Napi/Anak Didik Kerja & Tata Tertib
Sub Seksi Sub Seksi Bimb. Kerja& | [ ||  Sub Seksi
Registrasi Pengelolaan Hasil Kerja Keamanan
Sub Seksi Bimb. Sub Seksi Sub Seksi Pelaporan
| Kemasy, & Perawatan || SaranaKerja & Tata Tertib

Berdasarkan Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomeor

M.01-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga

Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang termasuk lembaga

pemasyarakatan Kelas II A. Sebagimana disebutkan dalam pasal 4 Keputusan

Menteri tersebut, bahwa Lapas dﬂdaéiﬁkasﬂ{au dalam tiga kelas, yaitu :

a. LapaskelasT;

b. Lapas Kelas I1 A;

¢. Lapas kelas 11 B.
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Klasifikasi ini didasarkan kepada kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan
kerja.

Selanjutnya .di mengenai struktur organisasi dapat dilihat dalam beberapa
pasal dalam Keputusan Menteri tersebut yaitu sebagai berikut ;
Pasal 25 :

Lapas kelas II A terdiri dari

m

Sub Bagian tata usaha;

b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik;

c. Seksi Kegiatan Kerja

d. Seksi Adiminstrasi Keamanan dan Tata tertib,

e. Kesatuan Pengamanan Lapas.

Sub Bagian tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaba dan
rumah tangga Lapas.Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 26,
Sub Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;

b. Melakukan surat menyurat, peerlengkapan dan ramah tangga.

Sﬁb bagian tata Usaha terdiri dart :

a. Urusan kepegawaian dan keuangan;

b. Urusan umum.

(1) Urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan

kepegawaian dan keuangan,
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(2) Urusan umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, perlengkapan

dan rumah tangga.
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik mempunyai tugas memberikan
bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi bimbingan Narapidana/anak
didik mempunyai fungsi :
a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari
narapidana/anak didik.
b. Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus keschatan dan
memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.
Seksi Bimbingan Narapidana/anak didik ini terdiri dari; -
a. Sub Seksi Registrasi;
b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.
Sub Seksi registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat
statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik. Sedangkan Sub
Seksi Bimbingan kemasyarakatan dan Perawatan mempunyai tugas memberikan
bimbingan dan penyuluhan rohani, serta memberikan latihan olah raga,
peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan
narapidana/anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan

bagi narapidana/anak didik.
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Seksi Kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja,
mempersiapkan  sarana kerja dan mengelola hasil  kerja.  Untuk
menyelenggarakan tugas ini Seksi kegiatan kerja mempuunyai fungsi :

a. memberikan bimibngan dan latihan kerja bagi narapidana/anak didik dan
mengelola hasil kerja;

b. mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

Seksi Kegiatan kerja terdiri dari :

a. Sub Seksi Bimbingan kerja dan Pengelolaan’Hasill Kerja.

b. Sub Seksi sarana Kerja.

Seksi Adiminstrasi Keamanan dan keteriban mempunyai tugas mengatur
jadwal tugas, penggunaan perlengakapan dan pembagian tugas pengamanan,
menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengaman yang betrugas
serta menyusun laporan berkala di bidang keamanaan dap menegakkan tata
tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Kemananan dan tata tertib
mempunyai fungsi ;

a. mengatur jadwal tﬁgas, penggunaan perleﬁgkapan dan pembagian tugas
pengamanan;

b. menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengaman yang
bertugas serta menyiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan
menegakkan tata tertib.

Seksi Adiministrasi Kemanan dan tata tertib terdiri dari :

a. Sub Seksi kemanan;




b. Sub Seksi Pelaporan dan tata tertib.

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan

ketertiban

Lapas Untuk menyelenggarakan tugas ini, Kesatuan pengamanan

mempunyai fungsi :

a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana dan anak didik;

b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;

c. melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran

narapidana dan anak didik;

d. membuat laporan harian dan berita acara pelaksaan pengamanan.

Bila melibat struktor organisasi yang ada di lembaga pemasyarakatan amak

terlihat bahwa pendekatan kemanan lebih dominan dibandingkan dengan

pendekatan pembinaan dan pendidikan. Hal ini terlihat dari struktur organisasi

yang menujukkan bahwa keamsanan ditangani oleh dua unit yaitu subsi

MINKAMTIB dan KPLP. Kegiatan pendidikan dan pembinaan anak ditangani

oleh satu

unit kerja, sedangkan pengamanan dilakukan oleh dua unit kerja.

Sebenarnya di dalam lapangan kedua bidang tugas itu yaﬁ:u pembinaan dan

pengaman

an akan bersifat saling ketergantungan, karena dalam situasi aman dan

tertib maka kegiatan pendidikan dan bimbingan akan dapat diselenggarakan

secara int
Bimbingar
kleuar, sel

dan persor

ensif dan berkesinambungan demikian pula sebalikmya. Unit kerja
1 dan Pendidikan dapat dikembangkan sedemikian rupa ke dalam dan
hingga beban kerja kegiatan akan melampaui kemampuan organisasi

nil pada unit kerja tersebut.
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Disisi lain unit kerja Minkamtib tidak dapat dikembangkan baik bagi
kepentingan anak didik maupun pengembangan personil, hal ini disebabkan
adanya kendala dalam misi organisasi karena penyebab intemn antara lain,
susunan organisasi tidak cocok dengan kebutuhan operasional. Kendala iui
apabila tidak dapat dikendalikan dengan baik oleh pelaksana organisasi akan
dapat menimbulkan efek negatif yang menganggu efisiensi dan efektifitas
kegiatan operasional yang dilaksanakan.

Pendekatan yang terlalu didominasi oleh pendekatan keamanan tidak
mencerminkan .ide dasar lembaga pemasyarakatan anak sebagai lembaga
pendidikan dan lembaga pembangunan
d. Sumber Daya manusia,

Kualitas Sumber Daya Manusia harus diusahakan agar mampu menjawab
tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul terutama
dilingkungan lembaga.

Saat ini Sumber daya manusia yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Anak
Tangerang adalah sebagai b'erikut :

Tingkat pendidikan petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 SD 3 orang
2 SLTP 12 orang
3 SMU 84 orang
4 Sarmud 6 orang
5 Sarjana 6 orang
Jumlah 111 orang




Melihat kpmposisi petugas dengan tmgkat pendidikannya, maka dapat
dipastikan sebagian besar petugas tingkat pendidikannya adalah SMU,
sedangkan narapidana yang mereka hadapi juga adalah yang tingkat
pendidikannya SMU ke bawah. Dalam hal ini bagaimana petugas yang sebagain
besar lulusan SMU dapat mengaktualisasikan dirinya sebagat petugas pembina
di dalam lembaga. Sedangkan mereka yang tingkat pendidikannya Sarjana
kebanyakan menduduki jabatan struktural seperti Kepala Lembaga
Pemasyarakatan, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala BAPAS. Dengan
demikian yang paling banyak melakukan hubungan dengan narapidana adalah
petugas yang tingkat pendidikannya Sekolah Menengah Atas ke bawah,
sedangkan narapidana yang dihadapinya mempunyai karakter atau kepribadian
yang sangat komplek. Adanya kondisi yang demikian dikuatirkan bahwa dalam
proses pembinaan petugas lebih banyak melakukan pendekatan keémanan dan
ketertiban.

Seharusnya dengan kualitas tertentu diartikan bahwal petugas harus
memiliki kualifikasi yang minimal diperlukan sesuai dengan tuntutan bidang
tugasnya, baik yang dimiliki sesuai dengan kemampuan akademisnya maupun
kemampuan yang didapat dari tugas-tugas yang didapat dari pengalaman
maupun pelatihan-pelatihan. Petugas lembaga pemasyarakatan anak disamping
itu harus mempunyai suatu persepsi yang tepat dan sama mengenai sifat nakal

yang dimiliki oleh anak. Sampai saat ini barn sebagian kecl lembaga
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pemasyarakatan anak yang telah menyelenggarakan pembekalan khusus tentang

masalah ini.
Berdasarkan keteraﬁgau bagian Tata Usaha lembaga inj,Walaupuu Lembaga
Pemsyarakatan Anak Tangerang telah mengupayakan agar petugasnya
mengkikuti latihan-latihan, kursus-kursus kepemimpinan, akan tetapi
frekuensinya belum memadéi, hal ini disebabkan anggaran yang kurang
mencukupi.

Secara umum dalam menghadapi kendala ini dapat ditempuh dengan cara
menjalin kerja sama dengan pefguruan Tinggi serta badan-Badan Sosial untuk
memberikan pembekalan di dalam menghadapi anak didik di dalam seluruh
kegiataq pembinaan.

Disamping itu diperlukan suatu personel administration dimana personel
management ini mempunyai suatu rencana personel yang menyeluruh yang
mencakup semua aspek antara lain; recruitment, penempatan, formasi, mutasi,
pendidikan dan latihan, p_engembaugan karier motivasi. Misalnya program
penataran, pendidikan dan kursus-kursus ada kajtannya dengan program
pengembangan karier. Dan untuk dapat menyusun rencana personel yang

menyelurubh harus diketahui dulu ruang lingkap tugas pembinaan anak didik

‘pemasyarakatan, sehingga dapat diketahui kebutuhan pegawai baik secara

kualitas maupuin kuantitas, didalam hal ini termasuk pegawai administrasi
umum, dan tenaga-tenaga ahli seperti psikolog, sosiolog, petugas

kemasyarakatan, paedagog. Dengan demikian peningkatan sumber daya




manusia dalam ranga memberikan pembinaan narapidana anak diharapkan
mampu mewujudkan ide pemasyarakatan bagi anak. Selain itu peningkatan
sumber daya manusia juga sejalan dengan apa yang tercantum dalam Beijing
Rules pada Part Three, point 22 (Need For Profesionalism and Training) yang
menyatakan :

Profesional education, in-service training, refresher courses and other
appripriate modes of instructtion shall be ulitized to estabilish and
maintain the necessary profesional competence of all personel dealing
with juvenile cases. Juvenil justice personel shall reflect the juvenile
syatem. Efforts shal be made to ensure the fair refresentation of women
and minorities in juvenile justice agencies

Dengan demikian dalam peradilan anak (dalam hal ini khusunya lembaga
pemasyarakatan anak) dibutubkan tenaga-tenaga ahli dibidangnya. untuk itu

dipertukan pendidikan keahlian, pelatihan-pelatihan, maupun mengikuti kursus-

kursus, sehingga pembinaan terhadap narapidana anak akan lebih bermakna.

Latiban dan pendidikan ini dilaksanakan baik untuk pegawai baru agar -

dapat memahami dan menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya juga bagi
pegawai lama untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tugasnya. Pada dasamya
program latihan dan pendidikan nn dilaksanakan merupakan suatu proses yang
berlanjut dan bukan proses sesaat saja. Tujuan pembinaan narapidana anak akan
tercapai dengan baik apabila didukung oleh pegawai yang dapat menjalankan
tugasnya dengan efisien dan efektif, sehingga untuk itu diperlukan

pengembangan sumber daya manusia.
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e. Managemen ‘

Managemen berkaitan erat dengan mutu kepemimpinan, struktur
organisast dan kemampuan sen:alketrampilan pengelolaan (managerial skill) dari
pucuk pimpinan maupun staf sehingga pengelolaan administrasi di lingkungan
lembaga pemasyarakatan maupun hubungannya dengan Rutan Cabrutan dan
BAPAS dapat berjalan tertib dan lancar.

Pengelolaan adminstrasi harus didukung juga oleh perangkat-perangkat lunak.
Saat ini di lembaga pemasyarakatan anak Tangerang pengelolaan administrasi
hanya ditunjang dengan sarana yang bersifat manual, bahkan sebagian besar
masih mempergunakan catatan tangan biasa sehingga sulit diakses oleh berbagai
pihak/badan yang berkepentingan dan berkaitan dengan pembinaan narapidana
anak. Keadaan yang demikian menyebabkan kita ketinggalan arus informasi
yang dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum, dan dalam skala yang
lebih luas dapat melanggar hak-hak asasi manusia khususnya bagi mereka yang
kemerdekaanya telah dibatasi. Kita mengetahui dalam era globalisasi kehidupan
sehari hari diwarnai dengan derasnya arus informasi. Dengan kondisi yang
demikian data-data informasi memiliki nilai yang strategis. Data-Data informasi
vang khususnya bertalian dengan crime prevention menjadi fanggung jawab dari
komponen-komponen aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi melihat kondisi yang ada
saat ini (khususnya di lembaga pemasyarakafan anak), maka dapat dikatakan

data-data tersebut selain masih rendah kualitasnya juga belum mendekati titik
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akurasi, oleh kgrena itu perlu ditingkatkan baik dengan cara memperbaiki sistem
pengumpulan data maupun mutu dan keakurasiannya.

Berbicara mengenai Administration of Criminal Justice maka kita harus
memandang keempat aparat penegak hukum ini secara utuh, yaitu Kepolisian
sebagai aparat penyidik, Kejaksaan sebagai aparat penuntut Umum dan
Pengadilan sebagai perutus perkaranya dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai
institusi yang melakukan pembinaan narapidana. Dan untuk kemudahan
pertukaran informasi maka dapat ditingkatkan dengan menggunakan sistem
komputerisasi dalam sistem peradilan pidana. Komputerisasi ini merupakan
upaya pengadministrasian lalu lintas perkara pid@a sejak dari proses
pemieriksaan sampai dengan penyelesaian perkaranya yang merupakan mata
rantai yang tidak terputus. Dan setiap perkara sesuai dengan cirinya memerlukan
suatu proses management, karena semakin Inas kompleksitas perkaranya,
banyaknya terdakwa serta alat bukti juga banyaknya saksi yang harus diperiksa
maka semakin banyak waktu yang dipergunakan untuk penyelesaian perkaranya
hal tersebut memerlukan management tersendiri. )

Dalam skala yang lebih kecil komputerisasi dalam lembaga pemasyarakatan

anak yang memuat antara lain :

a. kelompok usia pelaku;

b. pelanggaran yang dilakukan;
‘c. lamanya masa pidana;

d. jenis kelamin;
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e. masa pidana 'yang telah dijalankan;
f. tingkat pendidikan.

Dengan adanya komputerisasi dalam lembaga pemasyalrakatan anak yang
lebib berkualitas, dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan
dengan pembinaan narapidana anak, diharapkan proses pembinaan narapidana
anak yang sesuai dengan ide pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik
dan tidak terjadi pelanggaran hak-hak narapidana anak, yang saat ini masih
terjadi yang salah satu faktornya adalah management yang tidak baik sehingga
menyebabkan keterlambatan di dalam proses mewujudkan hak-hak narapidana

anak tersebut.

E. Peranan Hakim Wasmat dalam Pembinaan Narapidana Anak

Sebagimana disebutkan dalam pasal 277 Kitab Undang-Undang hukum
Acara Pidana dinyatakan bahwa: tugas hakim tidak hanya memberi
pertimbangan dan memutus perkara, namun hakim diberi tugas juga untuk
melakukan pengawasan dan pengamatan terhadsfp putusan péngadilan yang
menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Penugasan hakim pengawas
pengamat ini ditetapkan oleh ketua Pengadilan untuk jangka waktu dua tahun .

Sebagaimana disebutkan dalam Sema 7/1985 perincian tugas

pengawasan antara lain :

a. Mengadakan cheking on the spot paling sedikit tiga bulan sekali;
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b. Menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan sudah memenuhi
pengertian bahwa “pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memenderitakan
dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia,” |

¢. Mengadakan wawancara langsung dengan narapidana mengenai hal ihwal
perlakuan terhadap dirinya.

Dengan maksud mengawasi, apakah pembinaan terhadap narapidana benar-

benar manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Sebagaimana

juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970-pasal 33 ayat (2)

mengenai pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan

pidana perampasan kemerdekaan. Dengan demikian hakim sebenarnya harus
aktif menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak narapidana (anak)
yang memperoleh putusan pidana penjara.

Akan tetapi dalam prakteknya di lembaga Pemasyarakatan Anak
Tangerang kunjungan Hakim Wasmat ini tidak ada jadualnya, dengan kata lain
tidak ada data akurat mengenai kunjungan Hakim Wasmat belum sepenuhnya
dilaksanakan. Menurut kepala Seksi Binakdik, kunjungan hakim Wasmat

kadang-kadang setahun hanya sekali, yang sifatnya hanya formalitas saja. dan

dipihak lembaga pemasyarakatan sendiri khususnya bagian pembinaan anak

didik ada keengganan untuk membuka-buka arsip ketika ada kunjungan hakim -

wasmat, karena seringkali tidak ada tindak lanjutnya. Permasalahan ini ada
kaitannya dengan managemen administrasi yang sifatnya manual sehingga

merepotkan petugas lembaga pemasyarakatan.




Dengan kurang berperannya Hakim Wasmat dalam pembinaan narapidana
anak, maka hak-hak narapidana kurang dilindungi. Permasalahan lainnya
mengenat Hakim Wasmat adalah, dengan tidak diaturnya mengenai hal ini dalam
Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru. Dengan demikian sebagai rujukan
hanyalah pasal 277 KUHAP, walaupun pada dasarnya kita bisa melihat
instrumen-intrumen internasional yang dapat dijadikan untuk pedoman, yaitu
dalam Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, The
Convention Againts Torture and Other Cruel, In human or Degrading
Treatment or Punishment, Beijing Rules, Riyadh Guidlines, dan United
Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty.

Karena kalau tidak ada yang mengawasi, maka pelanggaran terhadap hak-hak
narapidana yang perlu dilindungi cenderung akan terjadi, sedangkan
pengawasan dan pengamatan ini penting sekali dalam program pembinaan
narapidana anak dalam rangka rehabilitasi, edukasi dan sosialisasi anak. Dengan
demikian peran dan taugguné jawab hakim wasmat adalah menjaga agar
perlakuan terhadap narapidana anak tidak merendahkan martabat manusia. Hak-
hak narapidana yang perlu mendapat perlindungan adalah; dalam hukuman
disiplin tidak digunakan hukuman badan yang bersifat penyiksaan, dalam.hal
perawatan medis, kegiatan keagamaan, dalam hal memperoleh bacaan,
berhubungan dengan masyarakat dan hal-hal lain sehubungan dengan martabat
manusia misalnya makan, tidur, kebersihan diri, rekreasi, bekerja kesempatan

menambah pengetahuan dan sebagainya.
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Dengan adanya pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana anak
yang dilakukan secara mutin daan berkesinambungan, diharapkan dapat
dilakukan evaluasi dalam rangka menyempurnakan kebijakan pemidanaan
(sentencing policy) khususnya bagi anak, | serta menghindari terjadinya
pelanggaran atas hak-hak narapidana.

Oleh karena itu peranan Hakim disini menjadi sangat penting, yaitu Hakim
dalam menjatuhkan hukuman yang berupa penjatuhau pidana harus menyadan
apa makna pemidanaan itu, dalam hal ini Hakim harus menyadari apa yang
hendak dicapai demgan yang ia kenakan terhadap anak yang telah melanggar
ketentuan undang-undang. Dengan demikian, dalam menetapkan hukum harus
mengejar kemanfaatan sosial, dan tidak boleh lepas dari politik kriminal.

Disinilah pentingnya suatu sistem peradilan pidana yang terpadu dalam hal
ini adanya komunikasi dan informasi dari pengadilan (hakim) dengan lembaga
pemasyarakatan diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan dalam
pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim maupun dalam pelaksanaan putusan
sehingga perlindungan terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan
dapat lebih bermanfaat.

Hal ini berkaitan dengan tujuan pemasyarakatan, vaitu agar narapidana kelak
dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, dan menjadi warga negara yang
berguna, dan pemasyarakatan merupakan rangkaian dari criminal justice
syistem, sehingga hakim Wasmat merupakan jembatan antara sub sistem

pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan. Dan sebagai suatu sistem maka
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dalam hal mj lembaga pemasyarakatan dan pengadilan seharusnya bekerja secara
integratif agar hasil yang dicapai dapat efektif dan efisien. Lembaga
pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana yang mengemban
tugas yang sama dengan sistem yang lainnya yaitu yang bertujuan secara lebih
luas adalah menanggulangi kejahatan (suppresssion of crime). Akan tetapi
bagaimana hal ini dapat dilaksanakan apabila tidak pernah ada kerjasama
(dalam hal ini antara pengadilan dan lembaga pémeisyaral%atan) dalam melakukan
evaluasi terhadap putusan yang dyatuhkan. Dengan tidak adanya kerja sama
diantara sub sistem, maka akan sulit untuk mencapai tujuan sistem peradilan
pidana. Dan yang perlu diingat adalah bahwa tugas pembinaan narapidana anak
bukan semata-mata tanggung jawab dari lembaga pemasyarakatan, akan tetapi
merupakan tanggung jawab dari semua unsur Sistem Peradilan Pidana.

Keempat unsur sistem peradilan pidana merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Dan sebagai sistem peradilan pidana
masing-masing sub sistem dipandang sebagai organisasi manajemen yang
memiliki mekanisme kerja baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, oleh
karena itu perlu ada ketegasan dan penjelasan tugas serta wewenang masing-
masing sub sistem Perédilan Pidana. Dan dalam keragaman fumgsi masing-
masing sub sistem harus ada keterpaduan dalam kegiatan masing-masing sub
sistem serta perlunya persepsi dan penghayatan yang sama tentang tujuan dari

sistem peradilan pidana.




Pembinaan narapidana anak selain menjadi tanggung jawab keempat
aparat sistem peradilan pidana, juga merupakan tanggung jawab masyarakat,

karena sistem peradilan pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

sistem sosial.

F. Peranan BAPAS dalam Pembinaan Narapidana Anak

‘Peranan BAPAS ini sangat berarti bagi pelaku tindak pidana anak.
Hakim yang menangani perkara anak dianjurkan agar memperoleh bantuan
sosial bertipa penelitian kemasyarakatan mengenai anak sebagai bahan
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Selain itu bantuan sosial
berupa penelitian kemasyarakatan juga sangat diperiukan bagi narapidana anak
yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, yaitu sebagai bahan untuk
memperoleh hak-hak narapidana anak yang lebih Inas lagi, misalnya hak untuk
memperoleh asimilasi, remisi pembebasan bersyarat, cuti menjelang lepas, cuti
mengunjungi keluarga dan sebagainya.

Di dalam surat Dirjen Pembinaan Badan peradilan Umum Departemen
Kehakiman tanggal 29 November 1984 yang ditujukan kepada semua
Pengadilan Negeri dan pengadilan tinggi di tempat yang ada Balai BAPAS
dimohoukan agar dapat menjalig kerja sama dalam menangani anak pelanggar
hukum, antara lain mengemukakan agar supaya Pengadilan dapat menjatubkan
putusan yang tepat terhadap anak tersebut, selain itu juga sebagai bahan

pertimbangan kepada Kalapas dalam proses asmilasi dan mtegrasi, dalam hal ini
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pertimbangan _diben'kan kepada TPP. Selanjutnya tugas BAPAS a.dalah
menyelenggarakan pembinaan di luar lembaga. Akan tetapi pada prakteknya
BAPAS sangat jarang dilibatkan, hal ini dapat kita lihat dalam tabel 14 dan tabel
15 mengenai keterlibatan BAPAS dalam proses pembinaan narapidana anak.
Dalam hal ini BAPAS sifatnya pasif, artinya penelitian kemasyarakatan
dilakukan apabila ada permintaan dari pihak lembaga.

Padahal sesuai dengan fungsinya peranan BAPAS patut dikedepankan terutama
dalam hal yang menyangkut proses asimilasi, misalnya dalam pembebasan
bersyarat.

Pembinaan yang dilakukan oleh BAPAS disebut juga pembinaan secara
ekstramural, yang merupakan suatu kesatuan yang intergral dengan pembinaan
yang dilakukan di dalam lembaga atau pembinaan secara intramural. Pembinaan
secara eksramural ini tidak boleh diabaikan karena merupakan keseluruban
rangkaian dari proses pemasyarakatan. Oleh karena itu bila kita konsekuen
dengan sistem pemasyarakatan dan prroses pemasyarakatan, maka peranan
BAPAS dalam rangka pembinaan Narapidana di luar lembaga melalui putusan
hakim dengan pidana bersyarat (voorwaardelijke veroodeling) atau 'probation
atau lepas bersyarat (voorwaardelijke invrijheidstelling) atau pembebasan
bersyarat (voorwaardelijke onstlag atau conditional realese) perlu
dikedepankan. Peran BAPAS dalam pembinaan anak di luar lembaga perlu
ditindaklanjuti lagi dengan pembinaan terhadap narapidana anak yang benar-

benar telah keluar dari lembaga (after care).




F. Lembaga Bemasyarakatan Anak dalam Prospeksi

Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai salah satu sub sistem peradilan
pidana, yang juga merupakan tempat untuk melaksanakan pidana bagi anak
yang dijatuhi putusan berupa perampasan kemerdekan merupakan suatu posisi
yang sangat menentukan bagi perkembangan amak yang berada di dalam
lembaga tersebut.

Lembaga pemasyarakatan anak, tidak bisa dilihat hanya secara fisik saja,
akan tetapi harus dilihat dalam keseluruhan konteks atau jalinan dalam sistem
peradilan pidana, sehingga juga merupakan jalinan antara hukum pidana ma\teril,
hukum pidana formil dan hukum pelaksanan pidana, selain itu kita sebagai
bangsa dalam pergaulan intemasional juga harus memperhétikan nstrumen-
instrumen internasional yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan
peradilan anak.

Secara umum dalam perlindungan anak, kita mempunyai beberapa
perundang-undangan nasional dan instrumen-mstrumen internasional yang dapat
dijadikan pedoman. Misalnya di dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4
tahun 1979, Undang-Undang pengadilan Anak, Undang-Undang
Pemasyarakatan, Konvensi Hak-Hak Anak, serta instramen internasional lamnya
yang sarat dengan perlindungan terhadap anak, khususnya dalam hal ini adalah
anak yang mengalami masalah kelakuan sehingga harus bersentuhan dengan

sistem peradilan pidana.




Apabila kita melihat ketentuan-ketentuan yang melandasi peradilan anak,
khususnya pada tahap terakhir, maka lembaga pemasyarakatan anak sebenarnya
mempunyai prosepek yang cerah,

Secara umum berdasarkan data informasi anak tahun 1992, Informasi
tentang Anak nomor 20 tahun 1993, bahwa meskipun dalam berbagai bidang
permasalahan anak sudah menunjukkan perbaikan yang berarti, akan tetapi
khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kriminalitas, dan kemiskinan
keadaannya sangat memprihatinkan.

Secara khusus gejala ini tampak pula dari data yang diambil dari
responden di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, dimana prosentase
menunjukkan angka yang lebih tinggi pada tingkat pendidikan yang rendah dan
keadaan ekonomi menengah ke bawah.

Oleh karena itu secara umum dalam menangani masalah anak, perlu
diingat himbauan dalam Kongres-Kongres PBB yang mengemukakan :

crime prevention strategies should be based upon the elimination of
causes and conditions giving rise to crime
kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-
kondisi yang menimbulkan kejahatan).

Selanjutnya dikemukakan :

The main causes of crime in many countries are social inequality, racial
dan national discrimination, low standard of living, unemployment and
iliteracy among broad sections of population
dari kejaahatan banya negara adalah ketimpangan sosial, diskriminasi
rasioal, dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah,

pengangguran dan kebutahurufan /kebodohan diantara golongan besar
penduduk). '
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Dengan demikian dalam mengatasi permasalahan anak perlu adanya

keterpaduan atau intergalitas antara upaya non penal dan upaya penal. Akan
tetapi khususnya bagi anak yang telah menyentuh Sistem Peradilan Pidana,
hendaknya hak-hak mereka tetap diperhatikan dalam rangka mencapai
kesejahteraan anak dengan berdasarkan perundang-undangan nasional serta
instmmen-instrumeu internasional yang dapat dijadikan pedoman.
Dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana mereka harus diperlakukan khusus
sesuai dengan kondisi anak. Dan bagi mereka yang ditempatkan di lembaga
pemasyarakatan harus benar-benar dilakukan pembinaan yang sifatnya
individual, agar pembinaan berhasil dengan baik. Keberadaan lembaga
pemasyarakatan anak ini memegang posisi strategis dalam merealisasikan tujuan
dari sistem peradilan pidana yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelanggar hukum
serta dalam ‘skala yang lebih luas lagi adalah supression of crime.

Mengingat anak yang sangat rawan terhadap perkembangan yang ada
disekitarnya, maka keadaan lembaga pemasyarakatan yang “asing dan
kompleks;’ dapat membingungkan narapidana anak yang baru masuk. Mereka
dihadapkan pada suatu keadaan yang benar-benar berbéda dengan dunia luar,
seperti terputusnya hubungan dengan dunia luar, tidak adanya lagi kesempatan
untuk mengekspresikan diri, karena mereka harus terlibat dalam program
lembaga, dan mereka melebur dalam nomor keanggotaan narapidana. Oleh

karena itu - masalah-masalah yang dapat menimbulkan hambatan bagi
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perkembangan anak perfu segera diantisipasi agar tidak timbul efek negatif bagi
perkembangan anak.

Misalnya dalam hal gedung lembaga pemasyarakatan yang bentuknya
menyeramkan, dapat dikurangi dengan usaha membuat gedung lembaga
pemasyarakatan anak yang sifatnya semi lembaga atau mirip dengan suasana
rumah tangga biasa (home atmosphere), sebagaimana juga yang dikemukakan
dalam Beijing Rule (Rule 29) : |

“Lffort shall be made to provide semi institusional arrangement, such as
halt way house, educational homes, day time iraining centres and other
such appripriate arrangments that may assisi juvenile in their proper
reintegration into society”
Dengan demikian bentuk bangunan memberikan suasana kenyamanan akan
tetépi dengan tetap menekankan pada segl pembinéah terhadap narapidana anak,
bahkan bila dimungkinkan di usahakan adanya bangunan lembaga
pemasyarakatan anak terbuka dengan minimum security. Akan tetapi hal ini
perlu juga mempertimbangkah atau mempersipkan masyarakat dalam menerima
narapidana untuk berada di lingkungan mereka, mengingat budaya kita yaitu:
“sekali lancung ke ujian seumur hidup tidak akan dipercaya”. Dengan demikian
tugas pemerintah perlu dipalingkan juga kepada keberadaan budaya maslyar'akat.
Harus diupayakan adanya program-program yang dapat membangkitkan
kesadaran masyarakat agar dapat menerima narapiadana, karena selama budaya
itu masih melekat, maka proses pembinaan narapidana di luar lembaga tidak

akan tercapai. Proses interaksi semacam ini di dalam kriminologi dinamakan

sebagai proses labeling atau labeling process. Oleh karena itu selama ini

249




pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan masih terbatas pada
kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh pihak lembaga sendiri dan jangkauan
operasionalnyapun masih disekitar atau luar tembok lembaga.

Oleh karena itu perlu dipikirkan dalam skala yang lebih luas lagi, yaitu
dalam skala politik kriminal dalam mengatasi masalah mi. Pendekatan yang
dapat digunakan misalnya dengan pendekatan sosioiogis kriminologis yaitu
dengan melakukan penyluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang disertai
dengan evaluasi terhadap gejala-gejala yang dapat menimbulkan faktor
kriminogen. Sedangkan pendekatan hukum digunakan dengan mengadakan
evaluasi terhadap peraturan-peraturan tentang pemasyarakatan narapidana.

Solusi lain yang dapat ditempuh terhadap masalah pembinaan narapidana
anak, dalam rangka meredam faktor-faktor yang dapat mengganggu
perkembangan anak adalah, dengan diadakannya kerjasama dengan pihak

pemerintah atau swasta. Sehubungan dengan narapidana anak yang berada di

dalam lembaga masih dalam usia sekolah, maka perlu kiranya dijalin kerjasama

dengan pihak pemerintah dalam hal ini Depdikbud atau swasta yang bergerak
“dalam bidang pendidikan untuk melaksanakan program pendidikan bagi
narapidana anak. Walaupun selama ini telah dilakukan kerjasama dengan pihak
pemerintah dalam hal pendidikan narapidana, akan tetapl program ini tidak
berkesinambungan, artinya pndidikan hanya diberikan di dalam lembaga saja,
sedangkan folow up selanjutnya belum jelas. Contoh kasus, seorang narapidana

yang sedang mengikuti program pendidikan sekolah, tetapi karena ia telah




selesai menjalgni pidananya, ia harus keluar dari lembaga, sementara
pendidikannya belum selesai, sementara itu bila ia keluar ia tidak dapat
melanjutkan pendidikannya karena kondisi ekonomi orang tua yang tidak
mampu. Oleh karena itu perlu dipikirkan kelanjutan pendidikan bagi mereka
yang telah selesai menjalani pidananya akan tetapi program pendidikan di dalam
lembaga belum tuntas, dalam hal ini after care perlu dikedepankan dengan
:idanya kerja sama dengan pihak pemnerintah atau swasta.

Disamping itu perlu dipikirkan juga danya kerjasama dengan pihak swasta
yang bergerak di dalam bidang perusahaan. Hal ini disebabkan ada sebagian
kecil narapidana anak yang pada awalnya wemang tidak bersekolah, atau
memang mereka hanya punya bakat di dala.m bidang peke1jaan. Dalam hal ini
perlu dihindarkan hal-hal negatif, misalnya adanya eksploitasi tenéga kerja anak-
anak, tanpa adanya peningkatan ketrampilan sebagai bekal setelah ia dibéﬁéskan.
Oleh karena itu perlu adanya landasan hukum yang kuat yang dapat menopang

ide kerjasama antara lembaga dengan pihak swasta.

Peran serta pihak swasta dalam pembinaan narapidana merupakan

kontribusi yang berharga dalam membangun kehidupan narapidana di dalam
lembaga. .Adanya kerjasama dengan pihak swasta int juga sebagai langkah
antisipatif mengingat keterbatasan sarana di dalam lembaga dan kurangnya
tenaga ah]i. Keterbatasan sarana dan kekurangan tenaga ahli dapat merupakan
salah satu penghambatl pembinaan narapidana anak yang dinginkan, oleh

karenanya sulit untuk menghasilkan pembinaan yang efektif, efisien dan berhasil
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guna. Disampin_g itu dengan adanya kerjasama dengan pihak pemerintah atau
swasta diharapkan dapat mengurangi kesan birokratis yang selama ini
diperlakukan terhadap narapidana anak.

Dalam hak kerjasama ini perlu ditegaskan batas kewenangan masing-
masing pihak serta tanggungjawab masing-masing pihak terhadap narapi.dana
anak, sehinggé pada pelaksanaannya tidak akan terjadi tumpang tindih
kewenangan dan tanggung jawab.

Manfaat yang ~diperoleh lembaga pemasyarakatan dengan adanya
kerjasama dengan pihak pemerintah atau swasta adalah dapat menjadikan
narapidana selain sebagai masyarakat yang sadar akan perbuatan-perbuatannya
yang melanggar hukum, juga menjadikan narapidana trampil ;ialam pekerjaan.
Sedangkan keuntungannya bagi pemerintah adalah teltangglﬂanginya masalah
dana dan terhapusnya citra buruk atau label lembaga pemasyarakatan sebagai
tempat pembalasan, dan bagi pihak swasta yang bergerak dalam bidang

perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja demi kemajuan perusahaannya.
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Pembinaan narapidana anak, secara konsepsional belum tampak perbedaannya
secara tegas dengan pembinaan terhadap narapidana déwasa.

Sebelum  Undang-Undang Pengadilan Anak dan  Undang-Undang
Pemasyarakatan dikeluarkan untuk mengatasi masalah pembinaan terhadap
narapidana anak telah dikeluarkan surat-surat keputusan dan surat-surat edaran
dari masing-masing departemen maupun secara bersama-sama dalam
melakukan pembinaan terhadap narapidana anak.

Saat ini walaupun kedua undang-undang tersebut telah dikeluarkan, akan
tetapi karena peraturan pelaksanaannya belum ada, maka masih dipakai surat-
surat keputusan dan sufat-surat edaran lama yang sangat banyak jumlahnya.
Dalam teknis pelaksanaannya, saat ini pembinaan narapidana anak memakai
pola yang sama dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa, hal ini dapat
dilihat dengan tidak adanya pola khusus yang diterapkan dalam melaksanakan
pembinaan terhadap anak. Dan di dalam prakiek pelaksanaan pembinaan
parapidana anak ternyata masih belum sesuai dengan ide dasamya, yaitu
memberikan perlindungan dalam rangka mencapai kesejahteraan anak. Hal i
terbukti dengan diabaikannya hak-hak narapidana anak.

Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan lebih
sekedar mengisi waktu, hal ini terlihat dengan tidak relevannya kegiatan yang

mereka lakukan dengan masa pidana mereka.




Selain itu pembinaan narapidana anak masih terlihat sebagai tanggungjawab
lembaga pemasyarakatan dan bukan sebagai tanggungjawab seluruh unsur dari
sistem peradilan pidana yang merupakan suatu jaringan atau network di dalam
menangani masalah anak.

. Di dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak terdapat faktor-
faktor yang dapat menjadi pendukung dan yang menjadi penghambat.
Faktor-faktor tersebut adalah kebijakan peraturan perundang-undangan, sarana
dan prasarana, struktur organisasi, sumber daya manusia dan manajemen
administrasi, serta belum terpadunya penanganan pembinaan narapidana anak
oleh keseluruhan sistem peradilan pidana.

Faktor-faktor tersebut apabila dicermati dengan baik maka akan mendukung
seluruh kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak, sehingga
pembinaan yang dilakukan akan lebih bermakna. Sedangkan untuk prospek
pembinaan narapidana anak, perlu dipikirkan untuk mengadakan kerjasama
dengan pihak swasta, hal ini akan lebih menguntungkan dan bermanfaat baik

dari segi edukatif, skill, maupun financial

. SARAN

. Pembinaan narapidana anak pertama-tama sangat berkaitan erat dengan aspek
kebijakan perundang-undangan yang melandasinya.

Oleh karema itu perlu suatu kebijakan peraturan yang betul-betul
memperhatikan  kepentingan khusus anak dalam rangka memberikan

perlindungan untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan demikian harus ada
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relevansi antara hukum pidana material, hukum pidana formil dan hukum
pelaksanaan pidana bagi anak.

Dan harus dibedakan secara tegas, baik secara konsepsional maupun dalam
pelaksanaan pembinaan narapidana anak dengan pembinaan narapidana
dewasa. Dan pembinaan narapidana anak harus tetap berpijak pada esensi hak-
hak anak.

Di dalam melakukan pembinaan narapidana anak sebaiknya ditekankan pada
individualisasi pembinaan, dengan memperhatikan latar belakang dan kondisi
sosial ekonomi narapidana yang bersangkutan, sehingga pembinaan
narapidana anak bisa berhasil tepat guna dan berkelanjutan sampai anak
tersebut keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pembinaan nara.pidana anak
sebaiknya ditekankan pada dua aspek yaitu pembinaan di dalam lembaga
(intra mﬁral) dan pembinaan di luar lembaga (ekstra mural), karena semua ini
merupakan keseluruhan proses pemasyarakatan menuju reintegrasi sehat anak
yang bersangkutan ke dalam masyarakat.

Di dalam proses pemasyarakatan khususnya bagi amak sebaiknya ada
perlunakan, sehingga tidak mutlak mensyaratkan pada waktu (tahapan-tahapan
dalam proses pemasyarakatan/time sentence), akan tetapi bisa dilihat dengan
prestasi dan kelakuan baik yang bisa dikumpulkan menjadi point-point/nilai
dalam rangka memperoleh hak-hak anak yang lebih Iuas lagi. Selain itu
perluuakén tersebut bisa dilakukan dengan mengacu pada ide individualisasi

pidana di Green Land yaitu dengan adanya perubahan, pembatalan dan
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pencabutan .sanksi. Perlunakan ini dilakukan mengingat perkembangan anak
yang sangat rawan terhadap keadaan di lembaga pemasyarakatan.

. Di dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak sebaiknya
melibatkan keseluruhan unsur dari Sistem Peradilan Pidana.

Dan perlu diperhatikan keseluruhan faktor yang akan menjadi pendukung
dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak, perlu adanya pengkajian yang
lebih mendalam terhadap aspek kebijakan perundang-undangan dan peraturan
lain yang mendasari pembinaan.

Selain itu perlu dievaluasi lagi mengenai sarana dan prasarana melalui studi
yang feasible guna menunjang pelaksanaan pembinaan narapidana anak.
Mengenai struktur organisasi perlu lebih dikedepankan seksi yang menangani
bidang pembinaan dengan demikian orientasinya bukan lagi pada security
approach,

Dan pembinaan narapidana anak yang menekankan pada individualisasi
pembinaan harus dﬁmbaggi dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih
profesional, oleh karena itu perlu seleksi yang lebih ketat lagi dalam
penerimaan pegawai, serta perlu adanya pengikatan baik kuantitas maupun
kualitas mengenai latihan-latihan atau kursus-kursus untuk menambah Iuas
wawasan para petugas lembaga pemasyarakatan. Selain itu perlu ditunjang
dengan manajemen administrasi yang lebih baik demi kelancaran pelaksanaan
pembinaan untuk yang akan datang sebaiknya dipikirkan lembaga
pemasyarakatan ar_Lak dengan standar minimum security, kecuali untuk hal—ha.l

tertentu saja yang memerlukan maximum security, bila perla dibuat semacam
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semi lembaga atau bahkan lembaga terbuka. Hal ini mengingat perkembangan
anak yang sangat rawan yang akan menimbulkan stigma sosial bagi mereka.
Lembaga Pemasyarakatan anak sebagai lembéga pendidikan  dan
pembangunan sebaiknya mengadakan kerjasama dengan pihak swasta. Hal ini

- dapat menanggulangi masalah dana, sedangkan narapidana bisa memperoleh |
manfaat berupa pendidikan dan keahlian serta memperkecil kesan sebagai

narapidana.
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